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ABSTRAK 

 

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik, 

salah satunya yaitu Akta Keterangan Waris. Akta Keterangan Waris ini berfungsi 

sebagai alat bukti yang sah di hadapan hukum untuk menunjukkan siapa saja yang 

secara sah berhak menjadi ahli waris, salah satunya dalam lembaga keuangan 

seperti perbankan untuk pencairan dana deposito berjangka. Penelitian ini 

bertujuan untuk mengetahui tanggung jawab, kendala, dan solusi Notaris dalam 

pembuatan Akta Keterangan Waris guna pencairan dana deposito berjangka pada 

Bank Rakyat Indonesia (Studi Kasus BRI Cabang Tambun Kabupaten Bekasi). 

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris dengan metode 

pendekatan kualitatif. Jenis data yang digunakan adalah data primer yang 

diperoleh langsung dari masyarakat yang bersangkutan, dan data sekunder yang 

hanya sebagai pelengkap data primer seperti undang-undang, buku, jurnal, dan 

internet. Metode pengumpulan data menggunakan data primer yakni dengan cara 

wawancara dengan Notaris dan pihak Bank Rakyat Indonesia dan data sekunder 

dengan cara membaca dan menganalisis bahan hukum seperti buku dan jurnal, 

dan sumber tertulis lainnya. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian 

ini menggunakan metode analisis kualitatif. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Notaris dalam pembuatan Akta 

Keterangan Waris memikul tanggung jawab perdata, pidana, dan administratif. 

Secara perdata, Notaris wajib mengganti kerugian akibat kelalaiannya, secara 

pidana Notaris harus tunduk pada ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum 

Pidana (KUHP), salah satunya pada Pasal 264 tentang pemalsuan Akta otentik, 

sedangkan secara administratif, Notaris wajib menjaga protokol Notaris seperti 

penyimpanan akta, serta kerahasiaan data klien Namun, dalam praktiknya, Notaris 

kerap kali menghadapi beberapa kendala seperti kendala administratif berupa 

ketidaklengkapan dokumen ahli waris, kendala yuridis terkait pembuktian status 

ahli waris dalam kasus perkawinan ganda atau anak luar kawin, serta kendala 

sosiokultural akibat perbedaan pemahaman waris berbasis adat setempat. Oleh 

karena itu, solusi yang dapat diambil Notaris meliputi peningkatan komunikasi 

dan edukasi kepada ahli waris (administratif), penerapan prinsip kehati-hatian 

(yuridis), serta penguatan soft skills Notaris dalam komunikasi, negosiasi, dan 

mediasi (sosiokultural). 

 

Kata Kunci : Notaris, Akta Keterangan Waris, Deposito Berjangka 
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ABSTRACT 

 

A Notary is a public official authorized to draw up authentic deeds, one of 

which is the Certificate of Inheritance. This Certificate of Inheritance serves as 

valid legal evidence to determine the rightful heirs, particularly in financial 

institutions such as banks for the disbursement of time deposit funds. This study 

aims to examine the responsibilities, obstacles, and solutions faced by Notaries in 

drafting the Certificate of Inheritance for the purpose of time deposit fund 

disbursement at Bank Rakyat Indonesia (Case Study: BRI Tambun Branch, Bekasi 

Regency). 

This research employs an empirical juridical approach using qualitative 

methods. The types of data used consist of primary data obtained directly from 

relevant community members, and secondary data that complements the primary 

data, such as laws and regulations, books, journals, and online sources. Data 

collection methods include interviews with Notaries and representatives from 

Bank Rakyat Indonesia for primary data, and literature study for secondary data 

through analysis of legal materials such as books, journals, and other written 

sources. The data analysis technique applied in this study is qualitative analysis. 

The research findings indicate that Notaries bear civil, criminal, and 

administrative responsibilities in drafting the Certificate of Inheritance. In terms 

of civil liability, the Notary is obliged to compensate for any loss caused by 

negligence; in terms of criminal liability, the Notary must comply with the 

provisions of the Indonesian Criminal Code (KUHP), particularly Article 264 

concerning forgery of authentic deeds; and in terms of administrative liability, the 

Notary is required to safeguard the notarial protocols, such as deed storage and 

client data confidentiality. However, in practice, Notaries often face several 

challenges, including administrative obstacles such as incomplete documentation 

from heirs; legal obstacles involving proof of heir status in cases of multiple 

marriages or illegitimate children; and sociocultural obstacles due to differing 

interpretations of inheritance based on local customs. Therefore, the solutions 

that can be implemented by Notaries include enhancing communication and 

providing education to heirs (administrative), applying the principle of prudence 

(legal), and strengthening the Notary’s soft skills in communication, negotiation, 

and mediation (sociocultural).. 

 

Keywords : Notary, Certificate of Inheritance, Term Deposit 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Se$jak me$raih ke$me$rde$kaan pada tanggal 17 Agu$stu$s 1945, Indone$sia 

te$lah me$nyatakan dirinya se$bagai ne$gara hu$ku$m, hal ini te$rmu$at di dalam 

Pasal 1 ayat (3) U$ndang-U$ndang Dasar Ne$gara Re$pu$blik Indone$sia Tahu$n 

1945 yang be$rbu$nyi “Ne$gara Indone$sia adalah ne$gara hu$ku$m”. Hu$ku$m 

se$bagai pondasi su$atu$ ne$gara diwu$ju$dkan dalam pe$ratu$ran pe$ru$ndang-

u$ndangan yang be$risi gagasan atau$ ide$ te$ntang konstitu$sionalisme$ gu$na 

me$wu$ju$dkan ke$adilan, ke$manfaatan, dan ke$pastian. Ole$h kare$nanya, se$mu$a 

tindakan yang dilaku$kan pe$ngu$asa mau$pu$n masyarakat diatu$r ole$h hu$ku$m, 

te$rmasu$k ke$giatan pe$nghimpu$nan dan pe$nyalu$ran dana dari masyarakat pada 

bank. De$ngan de$mikian, pe$me$rintah me$mbu$at U $ndang-U $ndang Nomor 7 

Tahu$n 1992 te$ntang Pe$rbankan yang se$karang te$lah me$ngalami pe$ru$bahan 

me$njadi U$ndang-U $ndang Nomor 10 Tahu$n 1998 te$ntang Pe$rbankan, de$ngan 

tu$ju$an u$ntu$k me$nciptakan ke$rangka hu$ku$m yang je$las dan te$rstru$ktu$r dalam 

pe$nge$lolaan se$ktor pe$rbankan di Indone$sia agar me$njaga stabilitas siste $m 

ke$u$angan nasional.  

Pe$rbankan dalam su$atu$ ne$gara be$rfu$ngsi se$bagai salah satu$ age$n 

pe$mbangu$nan (age$nt of de$ve$lopme$nt). Hal ini te$rjadi kare$na ke$giatan 

e$konomi masyarakat di se$ktor mone$te$r dan se$ktor rill saling be$rkaitan e$rat. 

Ke$du$a se$ktor ini se$lalu$ be$rinte$raksi dan saling me$me$ngaru$hi. Se$ktor riil tidak 

akan be$rfu$ngsi optimal jika se$ktor mone$te$r tidak be$rjalan de$ngan baik. Pe$ran 
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bank dalam me$nghimpu$n dan me$nyalu$rkan dana sangat pe$nting u$ntu$k 

me$ndu$ku$ng ke$lancaran aktivitas e$konomi di se$ktor riil. Me$lalu$i ke$giatan 

pe$rbankan ini, masyarakat dapat me$laku$kan inve$stasi, distribu$si, se$rta 

konsu$msi barang dan jasa, kare$na ke$tiga ke$giatan te$rse$bu$t tidak dapat 

dipisahkan dari pe$nggu$naan u$ang. Ke$lancaran inve$stasi, distribu$si, dan 

konsu$msi inilah yang me$njadi inti dari pe$mbangu$nan e$konomi dalam su$atu $ 

masyarakat. 

Dari ke$giatan pe$rbankan te$rse$bu$t maka mu$ncu$llah du$a je$nis bank yaitu $ 

Bank Konve$nsional dan Bank Syariah. Ke$du$anya saling be$rsaing de$ngan 

me$nampilkan be$rbagai produ$k dan ke$u$ntu$ngan yang akan didapatkan. Namu$n 

dari ke$du$a je$nis bank te$rse$bu$t, se$bagian be$sar masyarakat Indone$sia le$bih 

me$milih me$nggu$nakan Bank Konve$nsional dari pada Bank Syariah. Hal ini 

dikare$nakan Bank Konve$nsional adalah bank yang dalam ope$rasionalnya 

me$ne$rapkan me$tode$ bu$nga dalam me$masarkan produ$k-produ$knya salah 

satu$nya yaitu$ de$posito. De$posito me$ru$pakan simpanan yang pe$narikannya 

hanya dapat dilaku$kan pada waktu$ te$rte$ntu$ be$rdasarkan pe$rjanjian nasabah 

pe$nyimpan de$ngan bank.
1
 Tidak hanya itu$, de$posito ju$ga me$ru$pakan produ$k 

simpanan yang se$ring ditawarkan ole$h mayoritas Bank Konve$nsional. Salah 

satu$ Bank Konve$nsional yang me$nawarkan produ$k simpanan de$posito yaitu $ 

Bank Rakyat Indone$sia atau$ yang biasa kita se$bu$t de$ngan BRI. 

Bank Rakyat Indone$sia (BRI) adalah salah satu$ bank milik pe$me$rintah 

te$rbe$sar di Indone$sia yang me$nye$diakan be$rbagai jasa ke$u$angan. Didirikan 

                                                     
1 Pasal 1 angka (7) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 jo. Undang-Undang Nomor 10 

Tahun 1998  tentang Perbankan. 
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pada tahu$n 1895 dan me$miliki jaringan yang lu$as hingga ke$ pe$losok dae$rah, 

se$hingga dike$nal se$bagai bank yang me$layani masyarakat di be$rbagai lapisan. 

BRI me$nawarkan produ$k simpanan salah satu$nya de$posito. De$posito yang 

ditawarkan ole$h BRI u$mu$mnya me$miliki jangka waktu$ mu$lai dari 1, 3, 6, 12, 

24, atau$ bahkan hingga 36 bu$lan de$ngan se$toran awal pe$mbu$kaan me$lalu$i 

u$nit ke$rja BRI yaitu$ Rp. 10.000.000,- (se$pu$lu$h ju$ta ru$piah). De$ngan jangka 

waktu$ yang dipilih te$rse$bu$t, u$ang yang dide$positokan akan disimpan dan 

tidak dapat dicairkan hingga jangka waktu$ yang te$lah dise$pakati de$posan 

de$ngan bank. Namu$n jika de$posan me$narik dana de$positonya tidak se$su$ai 

de$ngan jangka waktu$ yang te$lah dise$pakati maka de$posan akan dike$nakan 

de$nda atau$ pe$nalti yang haru$s dibayarkan. 

Me$skipu$n be$gitu$, de$posito me$miliki ke$u$nggu$lan te$rse$ndiri 

dibandingkan de$ngan produ$k simpanan lainnya yaitu$ dari se$gi su$ku$ bu$nga 

yang dibe$rikan pada de$posito jau$h le$bih kompe$titif. Ole$h kare$na ke$u$nggu$lan 

te$rse$bu$t, dalam prose$s pe$ncairan de$posito haru$s dilaku$kan ole$h de$posan yang 

be$rsangku$tan de$ngan me$mbawa se$ju$mlah bu$kti dan pe$rsyaratan se$pe$rti Kartu$ 

Tanda Pe$ndu$du$k (KTP), bu$ku$ tabu$ngan, kartu$ de$bit, dan bilye$t de$posito. 

Te$tapi yang se$ring kali me$njadi ke$ndala dalam prose$s pe$ncairan de$posito 

yakni ke$tika de$posan yang be$rsangku$tan me$ninggal du$nia, maka haru$s 

digantikan de$ngan ahli warisnya. Di sini Bank Rakyat Indone$sia (BRI) 

me$ne$tapkan be$be$rapa pe$rsyaratan yang haru$s dipe$nu$hi ole$h ahli waris u$ntu$k 

me$laku$kan pe$ncairan de$posito te$ru$tama jika de$posito te$rse$bu$t nominalnya di 
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atas Rp. 500.000.000,- (lima ratu$s ju$ta ru$piah) maka ahli waris wajib 

me$mbawa Akta Keterangan Waris yang dibu$at ole$h Notaris. 

Be$rdasarkan Pasal 1 angka 1 U$ndang-U$ndang Nomor 2 Tahu$n 2104 

te$ntang Pe$ru$bahan atas U$ndang-U$ndang Nomor 30 Tahu$n 2004 te$ntang 

Jabatan Notaris,”Notaris adalah pe$jabat u$mu$m yang be$rwe$nang u$ntu$k 

me$mbu$at akta ote$ntik dan me$miliki ke$we$nangan lainnya se$bagaimana 

dimaksu$d dalam u$ndang-u$ndang ini atau$ be$rdasarkan u$ndang-u$ndang 

lainnya”. Notaris se$bagai pe$jabat u$mu$m adalah bagian dari ne$gara yang dibe$ri 

we$we$nang u$ntu$k me$njalankan se$bagian ke$ku$asaan ne$gara dalam me$mbu$at 

bu$kti te$rtu$lis yang sah dan ote$ntik di bidang hu$ku$m pe$rdata. Istilah “u$mu$m” 

di sini tidak be$rarti “alge$me$e$ne$” yakni we$we$nang yang me$le$kat pada jabatan 

Notaris be$rsifat khu$su$s, yaitu$ me$mbu$at akta ote$ntik. Jabatan Notaris bu$kanlah 

su$atu$ jabatan stru$ktu$ral dalam organisasi pe$me$rintahan te$tapi we$we$nang 

Notaris me$ru$pakan atribu$si, kare$na Notaris diangkat dalam jabatannya 

be$rdasarkan U $ndang-U$ndang Jabatan Notaris. Me$skipu$n Notaris dalam 

me$njalankan jabatannya diangkat ole$h ne$gara, te$tapi Notaris bu$kan 

me$ru$pakan Aparatu$r Sipil Ne$gara (ASN) yang me$ndapatkan gaji dari ne$gara.
2
 

Ole$h kare$na itu$, Notaris se$bagai pe$jabat u$mu$m yang be$rwe$nang me$mbu$at 

akta ote$ntik dapat dibe$bani tanggu$ng jawab atas pe$rbu$atannya be$rkaitan 

de$ngan pe$ke$rjaannya dalam me$mbu$at akta ote$ntik. 

Akta ote$ntik adalah akta yang dibu$at ole$h atau$ dihadapan Notaris 

me$nu$ru$t be$ntu$k dan tata cara yang dite$tapkan dalam U$ndang-U$ndang Jabatan 

                                                     
2 Sjaifurracham & Habib Adjie, 2011, Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam 

Pembuatan Akta, CV. Maju Mundur, Bandung, hal. 67. 
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Notaris.
3
 Akta ote$ntik Notaris me$ru$pakan alat bu$kti se$mpu$rna bagi para pihak 

yang me$laksanakan pe$rbu$atan hu$ku$m te$rte$ntu$ yang me$mu$at hak dan 

ke$wajiban para pihak yang diu$raikan se$cara je$las dalam akta ote$ntik yang 

dibu$at ole$h Notaris te$rse$bu$t.
4
 Akta ote$ntik Notaris me$miliki ke$ku$atan 

pe$mbu$ktian yang se$mpu$rna, tidak se$pe$rti akta di bawah tangan. Akta di 

bawah tangan adalah akta yang dibu$at se$ndiri ole$h pihak-pihak yang 

be$rke$pe$ntingan tanpa bantu$an pe$jabat u$mu$m. Se$dangkan akta ote$ntik 

me$ru$pakan produ$k Notaris yang sangat dibu$tu$hkan masyarakat de$mi 

te$rciptanya su$atu$ ke$pastian hu$ku$m.  

Akta ote$ntik se$bagai alat bu$kti yang ku$at me$miliki pe$ranan pe$nting 

dalam se$tiap hu$bu$ngan hu$ku$m dalam masyarakat, salah satu$nya dalam bidang 

pe$rbankan yaitu$ be$ru$pa Akta Keterangan Waris. Akta Keterangan Waris 

adalah akta ote$ntik yang dibu$at ole$h Notaris u$ntu$k me$mbu$ktikan siapa saja 

yang be$rhak atas harta pe$ninggalan se$se$orang yang te$lah me$ninggal du$nia. 

Harta te$rse$bu$t dapat be$ru$pa harta be$rge$rak atau$ tidak be$rge$rak, be$rwu$ju$d atau $ 

tidak be$rwu$ju$d, se$rta me$ncaku$p se$mu$a lalu$ lintas hu$ku$m te$rmasu$k simpanan 

harta ke$kayaan almarhu$m pada bank be$ru$pa de$posito. Bank se$bagai institu$si 

ke$u$angan me$me$rlu$kan jaminan ke$pastian hu$ku$m atas ahli waris yang sah 

se$be$lu$m me$laku$kan pe$ncairan dana de$posito se$hingga Akta Keterangan 

Waris haru$s dibu$at de$ngan sangat hati-hati dan pe$nu$h tanggu$ng jawab ole$h 

                                                     
3 Widhi Handoko, 2019, Dominasi Negara Terhadap Profesi Notaris (Antara Ide dan 

Realitas), Roda Publikasi Kreasi, Bogor, hal. 103. 
4  Abdul Bari Azed, 2005, Profesi Notaris sebagai Profesi Mulia, Media Ilmu, Jakarta, hal. 

68. 
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Notaris u$ntu$k me$nghindari ke$salahan yang dapat me$nimbu$lkan ke$ru$gian bagi 

pihak-pihak yang te$rlibat.  

Ole$h se$bab itu$, tanggu$ng jawab Notaris dalam hal ini me$lipu$ti 

ke$be$naran mate$riil atas Akta Keterangan Waris te$rse$bu$t. Ke$salahan dalam 

ide$ntifikasi ahli waris atau$ pe$mbu$atan su$rat dapat me$nye $babkan se$ngke$ta 

hu$ku$m di ke$mu$dian hari. Se$hingga, Notaris haru$s me$mastikan bahwa 

pe$mbu$atan Akta Keterangan Waris dilaku$kan be$rdasarkan data dan informasi 

yang be$nar se$rta se$su$ai de$ngan hu$ku$m yang be$rlaku$. Se$lain itu$, dalam 

pe$mbu$atan Akta Keterangan Waris ini, Notaris tidak hanya be$rtidak se$bagai 

saksi pe$mbu$atan su$rat, te$tapi ju$ga be$rtanggu$ng jawab pe$nu$h atas ke$absahan 

su$rat te$rse$bu$t. De$ngan de$mikian, be$rdasarkan u$raian yang pe$nu$lis jabarkan di 

atas, pe$nu$lis be$rke$inginan me$ne$liti dan me$mbahas le$bih dalam te$ntang 

bagaimana tanggu$ng jawab, ke$ndala, dan solu$si yang haru$s dihadapai Notaris 

dalam pe$mbu$atan Akta Keterangan Waris gu$na pe$ncairan dana de$posito 

be$rjangka pada Bank Rakyat Indone$sia , dalam su$atu$ pe$nu$lisan te$sis yang 

be$rju$du$l : “Tanggung Jawab Notaris Dalam Pembuatan Akta Keterangan 

Waris Guna Pencairan Dana Deposito Berjangka Pada Bank Rakyat 

Indonesia (Studi Kasus BRI Cabang Tambun Kabupaten Bekasi)”. 

B. Perumusan Masalah 

Be$rdasarkan u$raian dari latar be$lakang masalah di atas, pe$nu$lis me$ru$mu$skan 

masalah yang akan dibahas se$bagai be$riku$t  : 
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1. Bagaimana tanggu$ng jawab Notaris dalam pe$mbu$atan Akta Keterangan 

Waris gu$na pe$ncairan dana de$posito be$rjangka pada Bank Rakyat 

Indone$sia (Stu$di Kasu$s BRI Cabang Tambu$n Kabu$pate$n Be$kasi)? 

2. Apa ke$ndala dan solu$si yang dihadapi Notaris dalam pe$mbu$atan Akta 

Keterangan Waris gu$na pe$ncairan dana de$posito be$rjangka pada Bank 

Rakyat Indone$sia (Stu$di Kasu$s BRI Cabang Tambu$n Kabu$pate$n Be$kasi)? 

C. Tujuan Penelitian 

Adapu$n tu$ju$an pe$ne$litian dalam pe$nu$lisan te$sis ini adalah : 

1. U$ntu$k me$nge$tahu$i tanggu$ng jawab Notaris dalam pe$mbu$atan Akta 

Keterangan Waris gu$na pe$ncairan dana de$posito be$rjangka pada Bank 

Rakyat Indone$sia (Stu$di Kasu$s BRI Cabang Tambu$n Kabu$pate$n Be$kasi). 

2. U$ntu$k me$nge$tahu$i ke$ndala dan solu$si yang dihadapi Notaris dalam 

pe$mbu$atan Akta Keterangan Waris gu$na pe$ncairan dana de$posito 

be$rjangka pada Bank Rakyat Indone$sia (Stu$di Kasu$s BRI Cabang Tambu$n 

Kabu$pate$n Be$kasi). 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Te$oritis  :  

Hasil pe$ne$litian ini diharapkan dapat me$mbe$rikan kontribu$si pada 

pe$nge$mbangan te$ori hu$ku$m di bidang ke$notariatan, te$ru$tama dalam hal 

tanggu$ng jawab Notaris dalam pe$mbu$atan Akta Keterangan Waris gu$na 

pe$ncairan dana de$posito be$rjangka pada Bank Rakyat Indone$sia dan Bank 

lainnya. 
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2. Ke$gu$naan Praktis  :  

a. Bagi Masyarakat 

Hasil dari pe$ne$litian ini diharapkan dapat me$mbe$rikan pandu$an yang 

je$las me$nge$nai prose$du$r pe$mbu$atan Akta Keterangan Waris yang sah 

dan aku$rat, se$hingga ahli waris dapat me$nghindari pote$nsi masalah 

hu$ku$m atau$ se$ngke$ta dalam prose$s pe$ncairan dana de$posito. Pe$ne$litian 

ini ju$ga me$mbantu$ masyarakat me$mahami pe$ran dan tanggu$ng jawab 

Notaris dalam me$mastikan le$galitas dan ke$absahan doku$me$n yang 

dibu$tu$hkan u$ntu$k pe$ncairan dana waris lainnya di bank, se$hingga 

me$mpe$rmu$dah prose$s administrasi dan me$njamin hak-hak ahli waris 

te$rpe$nu$hi se$cara e$fe$ktif se$su$ai de$ngan ke$te$ntu$an hu$ku$m yang be$rlaku$. 

b. Bagi Mahasiswa 

Hasil dari pe$ne$litian dan pe$nu$lisan te$sis ini diharapkan dapat 

me$mbe$rikan wawasan me$ndalam me$nge$nai pe$ran dan tanggu$ng jawab 

Notaris dalam praktik hu$ku$m, khu$su$snya te$rkait prose$s pe$mbu$atan 

doku$me$n yang be$rkaitan de$ngan warisan dan ke$u$angan. Mahasiswa 

dapat me$mahami bagaimana te$ori yang dipe$lajari di ke$las dite$rapkan 

dalam situ$asi nyata, te$ru$tama dalam ranah hu$ku$m waris di pe$rbankan. 

Pe$ne$litian ini ju$ga dapat me$njadi re$fe$re$nsi pe$nting bagi mahasiswa 

yang ingin me$nge$mbangkan kajian te$ntang hu$ku$m ke$notariatan, hu$ku$m 

pe$rdata, atau$ ke$u$angan, se$rta me$mpe$rsiapkan diri u$ntu$k me$nghadapi 

tantangan di du$nia profe$sional. 
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c. Bagi Aparat Pe$ne$gak Hu$ku$m 

Hasil pe$ne$litian ini diharapkan dapat me$mbe$rikan pe$mahaman yang 

le$bih je$las te$ntang batasan dan ke$wajiban Notaris dalam prose $s 

pe$mbu$atan Akta Keterangan Waris, khu$su$snya bagi Notaris dan 

Pe$ngacara, pe$ne$litian ini dapat me$njadi pandu$an praktis u$ntu$k 

me$mastikan bahwa doku$me$n yang dibu$at se$su$ai de$ngan atu$ran hu$ku$m 

yang be$rlaku$, me$minimalkan pote$nsi se$ngke$ta hu$ku$m, dan 

me$ningkatkan aku$ntabilitas dalam me$njalankan profe$si me$re$ka. Se$lain 

itu$, pe$ne$litian ini dapat me$mbe$rikan gambaran bagaimana 

be$rkoordinasi de$ngan le$mbaga pe$rbankan dalam prose$s pe$ncairan dana 

de$posito dan dana waris lainnya, se$hingga praktisi hu$ku$m dapat 

me$mbantu$ klie$n se$cara e$fe$ktif dan e$fisie$n dalam hal warisan dan 

ke$u$angan. 

E. Kerangka Konseptual 

1. Tanggu$ng Jawab 

Me$nu$ru$t KBBI (Kamu$s Be$sar Bahasa Indone$sia), pe$nge$rtian tanggu$ng 

jawab adalah ke$adaan u$ntu$k wajib me$nanggu$ng se$gala se$su$atu$nya. Dalam 

hal ini be$rarti ke$sadaran se$se$orang akan ke$wajiban u$ntu$k me$nanggu$ng 

akibat dari pe$rbu$atannya.
5
 Tanggu$ng jawab adalah su$atu$ sikap siap u$ntu$k 

me$milih su$atu$ pilihan yang ingin dilaku$kan dalam hidu$p, dan siap 

me$nghadapi konse$ku$e$nsi atas pilihan yang su$dah dilaku$kan. De$ngan 

de$mikian, se$gala se$su$atu$ yang te$lah dilaku$kan se$haru$snya 

                                                     
5 Tim Penyusun Kamus, Kamus Besar Bahasa Indonesia, 

https://kbbi.web.id/tanggung%20jawab diakses tanggal 06 Oktober 2024 pkl.10.03 WIB. 

https://kbbi.web.id/tanggung%20jawab
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dipe$rtimbangkan dahu$lu$ se$cara me$ndalam dan tidak te$rbu$ru$-bu$ru$, kare$na 

me$nu$ru$t Facthu$l Mu$‟in orang yang tidak be$rtanggu$ng jawab adalah orang 

yang me$miliki control diri re$ndah dan te$rge$sa-ge$sa dalam me$milih su$atu $ 

pilihan.
6
 Jadi, tanggu$ng jawab itu$ haru$s me$miliki pe$ngu$asaan diri, mampu $ 

me$laksanakan tu$gas de$ngan baik se$cara individu$ mau$pu$n ke$lompok, dan 

me$miliki aku$ntabilitas yang tinggi.
7
 

2. Notaris 

Be$rdasarkan Pasal 1 Ju$ncto Pasal 15 U$ndang-U$ndang Nomor 2 

Tahu$n 2014 te$ntang Pe$ru$bahan atas U$ndang-U$ndang Nomor 30 Tahu$n 

2004 te$ntang Jabatan Notaris, Notaris adalah pe$jabat u$mu$m yang 

be$rwe$nang u$ntu$k me$mbu$at akta ote$ntik me$nge$nai se$mu$a pe$rbu$atan, 

pe$rjanjian, dan ke$te$tapan yang diharu$skan ole$h pe$ratu$ran pe$ru$ndang-

u$ndangan dan/atau$ yang dike$he$ndaki ole$h yang be$rke$pe$ntingan u$ntu$k 

dinyatakan dalam akta ote$ntik, me$njamin ke$pastian tanggal pe$mbu$atan 

akta, me$nyimpan akta, me$mbe$rikan grosse$, salinan, dan ku$tipan akta, 

se$mu$anya itu$ se$panjang pe$mbu$atan akta-akta itu$ tidak ju$ga ditu$gaskan 

atau$ dike$cu$alikan ke$pada pe$jabat lain atau$ orang lain yang dite$tapkan ole$h 

u$ndang-u$ndang. 

Notaris adalah satu$-satu$nya pe$jabat u$mu$m yang me$miliki 

ke$we$nangan u$ntu$k me$mbu$at akta ote$ntik se$bagai alat bu$kti yang ku$at. 

Notaris ialah ke$panjangan tangan ne$gara yang me$njalankan se$bagian tu$gas 

                                                     
6 Fatchul Mu‟in, 2014, Pendidikan Karakter Konstruksi Teoritik dan Praktik, Ar-Ruzz 

Media, Jogjakarta, hal. 219. 
7 Tim Sanggar Grasindo, 2010, Membiasakan Perilaku Sikap Terpuji, PT. Gramedia 

Widiasarana Indonesia, Jakarta, hal. 5. 
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ne$gara di bidang hu$ku$m pe$rdata. Dalam u$paya me$mbe$rikan pe$rlindu$ngan 

hu$ku$m di ranah hu$ku$m privat ke$pada warga ne$gara, ne$gara 

me$nde$le$gasikan se$bagian we$we$nangnya ke$pada Notaris u$ntu$k me$mbu$at 

akta ote$ntik. Ole$h kare$na itu$, dalam me$njalankan tu$gasnya, Notaris haru$s 

dipe$rlaku$kan se$bagai pe$jabat u$mu$m yang me$nge$mban tanggu$ng jawab 

ne$gara.
8
. 

3. Akta Keterangan Waris 

Me$nu$ru$t Prof. Subekti yang dimaksu$d Akta Keterangan Waris yaitu $ 

“Suaaatu Akta ke$te$rangan resmi yang dibuat oleh pejabat yang berwenang 

yang memuat siapa-siapa saja yang menjadi ahli waris dari seseorang yang 

telah meninggal dunia, sebagai dasar untuk membagi harta warisan atau 

keperluan lain”.
9
 Jadi, Akta Ke$te$rangan Waris adalah su$atu$ doku$me$n 

pe$mbu$ktian ahli waris te$ntang ke$be$naran bahwa me$re$ka adalah orang yang 

te$pat dan be$rhak me$warisi dari pe$waris.  

Se$jau$h ini, te$rdapat tiga pe$jabat umum atau$ instansi yang me$miliki 

we$we$nang, yakni Notaris dalam bentuk Akta Keterangan Waris diatur 

dalam Pasal 111 ayat (1) huruf c angka 5 PMA ATR/BPN No. 16 Tahun 

2021 yang menyatakan bahwa Notaris dapat membuat Akta Keterangan 

Waris sebagai bukti waris untuk semua Warga Negara Indonesia (WNI) 

tanpa membedakan golongan, Lu$rah be$se$rta Camat yang diatur dalam 

Pasal 111 ayat (1) huruf c angka 4 PMA ATR/BPN Nomor 16 Tahun 2021 

yang menyatakan bahwa Surat Keterangan Waris dapat dibuat dengan 

                                                     
8 Dody Radjasa Waluyo, 2001, Kewenangan Notaris Selaku Pejabat Umum, Media 

Notariat (Menor), Tangerang, hal. 63. 
9 Subekti, 2002, Pokok-Pokok Hukum  Perdata, Intermasa,  Jakarta, hal. 83. 
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disaksikan dua orang saksi serta diketahui lurah dan camat sah untuk 

penduduk asli, dan Balai Harta Pe $ninggalan (BHP) yang secara resmi 

diatur dalam Pasal 3 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 7 Tahun 

2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja BHP yang mengatur BHP 

berfungsi menerbitkan Surat Keterangan Waris untuk golongan timur 

asing. 

4. De$posito Be$rjangka 

Me$nu$ru$t Kamu$s Be$sar Bahasa Indone$sia (KBBI) de$posito 

me$ru$pakan u$ang yang disimpan dalam re$ke$ning dan biasanya me$miliki 

jangka waktu$ te$rte$ntu$, yang mana u$ang di dalamnya tidak bole$h ditarik 

ole$h nabasah se$be$lu$m jangka waktu$ yang dise$pakati.
10

 De$posito se$bagai 

salah satu$ be$ntu$k pe$nghimpu$nan dana dari masyarakat yang dilaku$kan 

ole$h Bank, adalah su$mbe$r pe$ndanaan bank yang mahal ole$h kare$na 

ke$wajiban pe$mbayaran bu$nganya yang re$latif be$sar dan/atau$ tinggi 

dibandingkan de$ngan be$ntu$k produ$k simpanan lainnya.
11

 

Hal inilah yang me$njadi daya tarik de$posito di mata masyarakat. 

Se$lain itu$, de$posito ju$ga me$miliki jangka waktu$ te$rte$ntu$ se$pe$rti 1, 3, 6, 12, 

24, dan 26 bu$lan. Dalam jangka waktu$ te$rse$bu$t de$posito baru$ dapat 

dicairkan se$su$ai ke$se$pakatan nasabah de$ngan Bank saat pe$ngaju$an 

de$posito te$rse$bu$t. 

 

                                                     
10 Tim Penyusun Kamus, Kamus Besar Bahasa Indonesia, https://kbbi.web.id/deposito 

diakses tanggal 06 Oktober 2024 pkl 13.06 WIB. 
11 Anjasmara Virgiawan, 2017, Deposito Sebagai Simpanan Nasabah Bank Berdasarkan 

Hukum Perjanjian Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, Lex Et Societatis, Vol. 5, 

No. 10, hal. 115. url: 18498-37344-1-SM (2).pdf. diakses 24 Mei 2025, pkl 14.26 WIB. 

https://kbbi.web.id/deposito
file:///C:/Users/LENOVO/Downloads/18498-37344-1-SM%20(2).pdf
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5. Bank Rakyat Indone$sia  

 PT. Bank Rakyat Indone$sia atau$ biasa disingkat me$njadi BRI, adalah 

se$bu$ah Badan U$saha Milik Ne$gara (BU$MN) yang me$nye$diakan be$rbagai 

macam jasa ke$u$angan. De$mi me$ndu$ku$ng ke$giatan bisnisnya, hongga akhir 

tahu$n 2022, bank ini me$miliki 449 u$nit kantor cabang dan 13.863 u$nit 

ATM yang te$rse$bar di se$ante$ro Indone$sia. Bank ini ju$ga me$miliki kantor 

di Ne$w York, Hong Kong, Singapu$ra, Cayman Islands, dan Taiwan. 

 Bank Rakyat Indone$sia (BRI) me$miliki be$be$rapa je$nis layanan 

se$pe$rti tabu$ngan, kre$dit, inve$stasi, layanan pe$rbankan digital, layanan 

kartu$, dan layanan inte$rnasional. Se$lain itu$, BRI ju$ga me$nye$diakan 

be$rbagai je$nis layanan tambahan se$pe$rti asu$ransi, safe$ de$posit box, dan 

layanan pe$ngiriman u$ang yang dapat me$mu$dahkan nasabah dalam 

me$laku$kan transaksi pe$rbankan.
12

 

F. Kerangka Teori 

1. Te$ori Pe$rtanggu$ngjawaban Hu$ku$m 

Dalam kamu$s hu$ku$m, tanggu$ng jawab adalah su$atu$ ke$haru$san bagi 

se$se$orang u$ntu$k me$laksanakan apa yang te$lah diwajibkan ke$padanya. 

Me$nu$ru$t hu$ku$m, tanggu$ng jawab adalah su$atu$ akibat atas konse$ku$e$nsi 

ke$be$basan se$se$orang te$ntang pe$rbu$atannya yang be$rkaitan de$ngan e$tik 

atau$ moral dalam me$laku$kan su$atu$ pe$rbu$atan.
13

 Se$lanju$tnya me$nu$ru$t Titik 

Triwu$lan pe$rtanggu$ngjawaban haru$s me$mpu$nyai dasar, yaitu$ hal yang 

                                                     
12 Tim Wikipedia, Wikipedia Ensiklopedia Bebas, 

https://id.wikipedia.org/wiki/Bank_Rakyat_Indonesia diakses tanggal 06 Oktober 2024 pkl 11.21 

WIB. 
13 Soekidjo Notoatmojo, 2010, Etika dan Hukum Kesehatan, Rineka Cipta, Jakarta, hal. 15. 

https://id.wikipedia.org/wiki/Bank_Rakyat_Indonesia
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me$nye$babkan timbu$lnya hak hu$ku$m bagi se$se$orang u$ntu$k me$nu$ntu$t orang 

lain se$kaligu$s be$ru$pa hal yang me$lahirkan ke$wajiban hu$ku$m orang lain 

u$ntu$k me$mbe$ri pe$rtanggu$ngjawabannya.
14

 

Me$nu$ru$t Hans Ke$lse$n dalam te$orinya te$ntang tanggu$ng jawab 

hu$ku$m me$nyatakan bahwa
15

 “Se$se$orang be$rtanggu$ng jawab se$cara hu$ku$m 

atas su$atu$ pe$rbu$atan te$rte$ntu$ atau$ bahwa dia me$miku$l tanggu$ng jawab atas 

su$atu$ sanksi dalam hal pe$rbu$atan yang be$rte$ntangan”. Ke$mu$dian, Hans 

Ke$lse$n ju$ga me$nge$mu$kakan bahwa
16

 “Ke$gagalan u$ntu$k me$laku$kan ke$hati-

hatian yang diharu$skan ole$h hu$ku$m dise$bu$t ke$khilafan (ne$glige$nce$), dan 

ke$khilafan biasanya dipandang se$bagai satu$ je$nis lain dari ke$salahan 

(cu$lpa), walau$pu$n tidak se$ke$ras ke$salahan yang te$rpe$nu$hi kare$na 

me$ngantisipasi dan me$nghe$ndaki, de$ngan atau$ tanpa maksu$d jahat, akibat 

yang me$mbahayakan”. Hans Ke$lse$n me$mbagi tanggu$ng jawab me$njadi 4 

(e$mpat) hal, yaitu$ :
17

 

a. Pe$rtanggu$ngjawaban individu$ yaitu$ se$orang individu$ be$rtanggu$ng 

jawab te$rhadap pe$langgaran yang dilaku$kannya se$ndiri. 

b. Pe$rtanggu$ngjawaban kole$ktif be$rarti bahwa se$orang individu $ 

be$rtanggu$ng jawab atas su$atu$ pe$langgaran yang dilaku$kan ole$h orang 

lain. 

                                                     
14 Titik Triwulan & Shinta Febrian, 2010, Perlindungan Hukum Bagi Pasien, Prestasi 

Pustaka, Jakarta, 2010, hal. 48. 
15 Hans Kelsen, 2007, General Theory of Law and State (Teori Umum Hukum dan Negara), 

Alih Bahasa oleh Somardi, BEE Media Indonesia, Jakarta, hal. 81. 
16 Ibid, hal. 83. 
17 Ibid, hal. 140. 
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c. Pe$rtanggu$ngjawaban be$rdasarkan ke$salahan be$rarti se$orang individu $ 

be$rtanggu$ng jawab atas pe$langgaran yang dilaku$kannnya kare$na 

se$ngaja dan dipe$rkirakan de$ngan tu$ju$an me$nimbu$lkan ke$ru$gian. 

d. Pe$rtanggu$ngjawaban mu$tlak yang be$rarti bahwa se$orang individu $ 

be$rtanggu$ng jawab atas pe$langgaran yang dilaku$kannya kare$na tidak 

se$ngaja dan tidak dipe$rkirakan. 

Se$dangkan tanggu$ng jawab be$rdasarkan hu$ku$m Islam te$ntu$ akan 

be$rhu$bu$ngan de$ngan tingkat ke$mampu$an individu$. U$lama u$shu$l 

me$ngistilahkannya de$ngan “ahliyah”
18

. Abu$ Zahrah me$ngartikannya 

de$ngan ke$mampu$an se$se$orang u$ntu$k me$ne$rima ke$wajiban dan me$ne$rima 

hak. De$ngan kata lain, orang itu$ pantas u$ntu$k me$nanggu$ng hak-hak orang 

lain, me$ne$rima hak-hak atas orang lain, dan pantas u$ntu $k 

me$laksanakannya.
19

 Wahbah Zu$haily, me$ngu$tip dari u$lama Hanafiyah, 

me$mbagi ahliyah dalam du$a bagian. Pe$rtama, ahliyah al-wu$ju$b adalah 

ke$pantasan se$se$orang u$ntu$k me$ne$rima hak-hak dan dike$nai ke$wajiban. 

Fu$qaha me$ngistilahkannya de$ngan “dzimmah”. Ke$du$a, ahliyah al-ada’ 

atau$ ke$cakapan u$ntu$k me$njalankan hu$ku$mnya yaitu$ ke$pantasan se$orang 

manu$sia u$ntu$k dipe$rhitu$ngkan se$gala tindakannya me$nu$ru$t hu$ku$m.  

                                                     
18 Abi „Amr, 1999, Al-Madkhal Al-Ushuliyah li Al-Istinbath min Al-Sunnat Al-Nabawiyyah, 

(Beirut: Dar Al-Kutub Al-„Ilmiyyah), hal. 87. 
19 Shindu Irwansyah, 2018, Pebuatan dan Petanggungjawaban Hukum Dalam Bingkai 

Ushul Fikih, Jurnal Peradaban dan Hukum Islam, Vol. 1, No. 1, hal. 99-100. url: Perbuatan dan 

Pertanggungjawaban Hukum dalam Bingkai Ushul Fikih - Neliti diakses 24 Mei 2025 pkl 14.29 

WIB. 

https://www.neliti.com/publications/335030/perbuatan-dan-pertanggungjawaban-hukum-dalam-bingkai-ushul-fikih
https://www.neliti.com/publications/335030/perbuatan-dan-pertanggungjawaban-hukum-dalam-bingkai-ushul-fikih
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Hal ini, baik dalam be$ntu$k u$capan atau$ pe$rbu$atan te$lah me$mpu$nyai 

akibat hu$ku$m.
20

 Jadi, me$nu$ru$t hu$ku$m Islam u$ntu$k dapat dikatakan 

se$se$orang itu$ dapat be$rtanggu$ngjawab maka  dilihat dari ke$mampu$annya, 

bisa saja se$se$orang yang te$lah de$wasa namu$n tidak me$miliki ke$mampu$an 

u$ntu$k me$laksanakan ke$wajibannya maka  statu$s hu$ku$mnya masih ahliyah 

al-wu$ju$b atau$ be$lu$m ahliyah al-ada’.
21

 

Di mana be$rdasarkan ke$du$a te$ori te$rse$bu$t jika disangku$t pau$tkan 

de$ngan Notaris se$bagai pe$jabat u$mu$m yang me$miliki tanggu$ng jawab 

pe$nu$h te$rhadap akta yang dibu$atnya, te$rmasu$k ke$absahan dan ke$ote$ntikan 

Akta Keterangan Waris. Maka be$rdasarkan te$ori pe$rtanggu$ngjawaban 

hu$ku$m ini, Notaris be$rtanggu$ng jawab se$cara pe$rdata, pidana, dan 

administratif$ jika dite$mu$kan ke$salahan, ke$lalaian atau$ pe$langgaran dalam 

me$njalankan tu$gasnya, baik itu$ dalam pe$mbu$atan akta yang tidak se$su$ai 

de$ngan hu$ku$m atau$ tidak me$me$nu$hi prose$du$r yang dite$tapkan. Notaris 

be$rtanggu$ng jawab u$ntu$k me$mastikan bahwa akta yang dibu$atnya 

me$miliki ke$ku$atan pe$mbu$ktian hu$ku$m yang se$mpu$rna, dalam hal ini 

be$rfu$ngsi u$ntu$k me$mfasilitasi pe$ncairan dana de$posito se$cara sah dan 

le$gal, se$rta me$nghindari pote$nsi se$ngke$ta atau$ masalah hu$ku$m di 

ke$mu$dian hari. 

2. Te$ori Ke$pastian Hu$ku$m 

Te$ori ke$pastian hu$ku$m adalah salah satu$ u$paya u$ntu$k me$ncapai 

ke$adilan. Ke$pastian hu$ku$m diwu$ju$dkan me$lalu$i pe$laksanaan dan 

                                                     
20 Wahbah Zuhaily, 1998, Ushul Al-Fiqh Al-Islami, (Damsyi: Dar Al-Fikr), hal. 163-164. 
21 Muhammad Khudari Beik, Ushul Fiqh, (Beirut: Dar Al-Fikr, T.TH), hal. 89-90. 
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pe$ne$gakan hu$ku$m yang be$rlaku$ se$cara adil tanpa me$mandang siapa 

pe$laku$nya. De$ngan adanya ke$pastian hu$ku$m, se$tiap orang dapat 

me$mpe$rkirakan konse$ku$e$nsi yang akan me$re$ka hadapi jika me$laku$kan 

su$atu$ tindakan hu$ku$m te$rte$ntu$. 

De$ngan ke$pastian hu$ku$m, maka akan me$mastikan bahwa se$se$orang 

dapat be$rtindak se$su$ai de$ngan atu$ran yang be$rlaku$, dan se$baliknya, tanpa 

ke$pastian hu$ku$m, individu$ tidak me$miliki pe$doman yang je$las u$ntu $k 

me$njalankan su$atu$ tindakan. Se$jalan de$ngan itu$, Gu$stav Radbru$ch ju$ga 

me$nyatakan bahwa ke$pastian hu$ku$m me$ru$pakan salah satu$ tu$ju$an u$tama 

dari hu$ku$m. 

Gu$stav Radbru$ch me$nje$laskan
22

 dalam te$ori ke$pastian hu$ku$m yang 

ia ke$mu$kakan ada 4 (e$mpat) hal me$ndasar yang me$miliki hu$bu$ngan e$rat 

de$ngan makna dari ke$pastian hu$ku$m itu$ se$ndiri, yaitu$ : 

a. Hu$ku$m me$ru$pakan hal positif yang me$miliki arti bahwa hu$ku$m positif 

adalah pe$ru$ndang-u$ndangan. 

b. Hu$ku$m itu$ haru$s didasarkan pada fakta, artinya hu$ku$m didasarkan pada 

ke$nyataan yang ada. 

c. Fakta haru$s diru$mu$skan de$ngan cara yang je$las se$hingga me$nghindari 

ke$ke$liru$an dalam pe$maknaan se$hingga mu$dah dilaksanakan. 

d. Hu$ku$m positif tidak bole$h mu$dah di u$bah. 

Pe$ndapat Gu$stav Radbru$ch te$ntang ke$pastian hu$ku$m te$rse$bu$t, 

didasarkan pada pe$mahamannya bahwa ke$pastian hu$ku$m adalah e$se$nsi 

                                                     
22 Sajipto Raharjo, 2006, Hukum Dalam Jagat Ketertiban, UKI Press, Jakarta, hal. 135-136. 
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dari hu$ku$m itu$ se$ndiri. Ia be$rpe$ndapat bahwa ke$pastian hu$ku$m me$ru$pakan 

salah satu$ hasil dari siste$m hu$ku$m, dan le$bih spe$sifik lagi, me$ru$pakan hasil 

dari pe$ratu$ran pe$ru$ndang-u$ndangan. 

Be$rbe$da pe$ndapat de$ngan Gu$stav Radbru$ch yang me$ngu$ngkapkan 

bahwa ke$pastian hu$ku$m adalah salah satu$ tu$ju$an dari hu$ku$m, Su$dikno 

Me$rtoku$su$mo me$ngu$ngkapkan bahwa ke$pastian hu$ku$m adalah se$bu$ah 

jaminan agar hu$ku$m dapat be$rjalan de$ngan se$me$stinya, artinya de$ngan 

ke$pastian hu$ku$m maka individu$ yang me$miliki hak adalah yang te$lah 

me$ndapatkan pu$tu$san dari ke$pu$tu$san hu$ku$m itu$ se$ndiri.  

Su$dikno me$nje$laskan bahwa me$skipu$n ke$pastian hu$ku$m be$rkaitan 

e$rat de$ngan ke$adilan akan te$tapi hu$ku$m se$rta ke$adilan itu$ se$ndiri adalah 

du$a hal yang be$rbe$da. Hu$ku$m me$miliki sifat-sifat u$mu$m yang me$ngikat 

se$tiap individu$ dan me$nyamaratakan, se$dangkan ke$adilan se$ndiri me$miliki 

sifat yang be$rbe$da yaitu$ su$bye$ktif dan individu$alistis se$rta tidak 

me$nyamaratakan. Dari ke$du$a sifat te$rse$bu$t maka te$rlihat je$las bahwa 

ke$adilan dan hu$ku$m adalah hal yang be$rbe$da.
23

 

Se$dangkan ke$pastian hu$ku$m dalam Islam be$rakar pada prinsip 

bahwa hu$ku$m syariat me$ru$pakan atu$ran ilahi yang be$rsifat te$tap, u$nive$rsal, 

dan adil. Su$mbe$r hu$ku$m u$tama dalam Islam adalah Al-Qu$r'an, As-Su$nnah, 

Ijma' (konse$nsu$s u$lama), dan Qiyas (analogi), yang me$mbe$rikan landasan 

kokoh u$ntu$k me$mastikan ke$je$lasan dan konsiste$nsi hu$ku$m. Hu$ku$m Islam 

be$rtu$ju$an u$ntu$k me$ncapai maqashid syariah, yaitu$ me$njaga agama, jiwa, 

                                                     
23 Peter Mahmud Marzuki, 2008, Pengantar Ilmu Hukum, Pustaka Kencana, Jakarta, hal. 

158. 
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akal, ke$tu$ru$nan, dan harta, se$hingga se$tiap hu$ku$m yang dite$rapkan 

be$rtu$ju$an u$ntu$k ke$maslahatan u$mat. Prinsip ini me$njadikan hu$ku$m Islam 

tidak hanya be$rsifat me$ngikat, te$tapi ju$ga me$mbe$rikan rasa ke$adilan dan 

ke$pastian bagi se$lu$ru$h u$mat manu$sia. 

Namu$n, ke$pastian hu$ku$m dalam Islam ju$ga diimbangi de$ngan 

fle$ksibilitas me$lalu$i ijtihad, yang me$mu$ngkinkan adaptasi hu$ku$m se$su$ai 

de$ngan konte$ks zaman dan situ$asi tanpa me$nyimpang dari dasar-dasar 

syariat. Fle$ksibilitas ini pe$nting agar hu$ku$m te$tap re$le$van, te$ru$tama dalam 

hal-hal yang be$rsifat te$knis atau$ tidak diatu$r se$cara rinci dalam su$mbe $r 

u$tama. De$ngan kombinasi antara prinsip yang te$tap dan ru$ang ijtihad, 

hu$ku$m Islam mampu$ me$mbe$rikan ke$pastian hu$ku$m yang harmonis de$ngan 

ke$bu$tu$han masyarakat se$kaligu$s me$mpe$rtahankan nilai-nilai ke$adilan dan 

ke$maslahatan. 

Ole$h kare$na itu$, dalam te$ori ke$pastian hu$ku$m ini me$ne$kankan 

pe$ntingnya ke$je$lasan dan ke$te$ratu$ran dalam prose$du$r hu$ku$m yang haru $s 

diiku$ti ole$h Notaris. Ke$pastian hu$ku$m me$njamin bahwa Notaris me$miliki 

pe$doman yang je$las dalam me$nyu$su$n dan me$nge$sahkan Akta Keterangan 

Waris, se$hingga doku$me$n te$rse$bu$t me$miliki ke$ku$atan hu$ku$m yang sah dan 

dapat diaku$i ole$h pihak pe$rbankan. De$ngan adanya ke$pastian hu$ku$m, ahli 

waris dan pihak bank dapat me$njalankan hak dan ke$wajiban me$re$ka se$su$ai 

de$ngan atu$ran yang be$rlaku$, se$rta me$minimalisir pote$nsi se$ngke$ta atau $ 

masalah hu$ku$m. Hal ini se$su$ai de$ngan pandangan bahwa ke$pastian hu$ku$m 

adalah salah satu$ tu$ju$an u$tama dari hu$ku$m, yakni me$mbe$rikan 
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pe$rlindu$ngan dan ke$pastian atas tindakan-tindakan hu$ku$m yang dilaku$kan 

ole$h individu$ atau$ badan hu$ku$m. 

G. Metode Penelitian 

U$ntu$k me$mpe$role$h data yang re$le$van pe$rlu$ su$atu$ me$tode$ yang digu$nakan 

dalam pe$ne$litian yaitu$ se$bagai be$riku$t :  

1. Je$nis Pe$ne$litian 

 Je$nis pe$ne$litian yang digu$nakan adalah yu$ridis e$mpiris de$ngan obje$k 

kajian pe$ne$litian hu$ku$m sosiologis, de$ngan kata lain adalah pe$ne$litian 

lapangan yaitu$ me$ngkaji ke$te$ntu$an hu$ku$m yang be$rlaku$ se$rta apa yang 

te$rjadi dalam ke$nyataannya di masyarakat.
24

 Me$nu$ru$t Abdu$l Kadir 

Mu$hammad, pe$ne$litian yu$ridis e$mpiris adalah “Pe$ne$litian yang dilaku$kan 

de$ngan me$ne$liti data se$ku$nde$r te$rle$bih dahu$lu$ u$ntu$k ke$mu$dian dilanju$tkan 

de$ngan me$ngadakan pe$ne$litian te$rhadap data prime$r di lapangan”.
25

 

 Pe$ne$litian ini me$ru$pakan su$atu$ pe$ne$litian yang dilaku$kan te$rhadap 

ke$adaan se$be$narnya atau$ ke$adaan nyata yang te$rjadi di masyarakat de$ngan 

tu$ju$an u$ntu$k me$nge$tahu$i dan me$ne$mu$kan fakta-fakta se$rta data yang 

dibu$tu$hkan me$nge$nai tanggu$ng jawab Notaris dalam pe$mbu$atan Akta 

Keterangan Waris gu$na pe$ncairan dana de$posito be$rjangka pada Bank 

Rakyat Indone$sia Cabang Tambu$n Kabu$pate$n Be$kasi. 

                                                     
24 Suharsimi Arikunto, 2002, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, Rineka Cipta, 

Jakarta, hal. 126. 
25 Abdul Kadir Muhammad, 2004, Hukum dan Penelitian Hukum, Citra Aditya, Bandung, 

hal. 134. 
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2. Me$tode$ Pe$nde$katan 

Me$tode$ pe$nde$katan yang digu$nakan dalam pe$ne$litian ini yaitu$ me$tode $ 

pe$nde$katan ku$alitatif. Me$nu$ru$t Mole$ong, pe$nde$katan ku$alitatif adalah 

je$nis pe$nde$katan yang me$nghasilkan pe$ne$mu$an-pe$ne$mu$an yang tidak 

dapat dicapai (dipe$role$h) de$ngan me$nggu$nakan prose$du$r-prose$du$r statistik 

atau$ cara-cara lain dari ku$antifikasi (pe$ngu$ku$ran).
26

 Ole$h kare$nanya, dapat 

disimpu$lkan bahwa pe$nde$katan ku$alitatif me$ru$pakan su$atu$ prose$du$r 

pe$ne$litian yang me$nghasilkan data de$skriptif analitis be$ru$pa kata-kata 

te$rtu$lis atau$ lisan dari re$sponde$n dan obse$rvasi te$rhadap tingkah laku$ yang 

nyata.
27

 

3. Je$nis dan Su$mbe$r Data  

Data yang dipe$role$h dari pe$ne$litian ini te$rdiri dari data prime$r dan data 

se$ku$nde$r. Adapu$n pe$nje$lasannya se$bagai be$riku$t : 

a. Data Prime$r 

 Data prime$r yang digu$nakan dalam pe$ne$litian ini dipe$role$h 

langsu$ng dari masyarakat yang be$rsangku$tan.  Hal ini dike$mu$kakan 

me$nu$ru$t Su$giyono bahwa data prime$r adalah data yang dipe$role$h 

langsu$ng dari su$mbe$r aslinya, yaitu$ orang atau$ obje$k yang me$njadi 

su$bye$k pe$ne$litian. Data prime$r diku$mpu$lkan me$lalu$i me$tode$ pe$ne$litian 

se$pe$rti wawancara, obse$rvasi, dan ku$e$sione$r.  

                                                     
26 Muhammad Hasan, dkk, 2022, Metode Penelitian Kualitatif, Tahta Media Group, 

Makassar, hal. 7-8. 
27 Ifa Hafiah Yakin, 2023, Metode Penelitian Kualitatif, Aksara Global Akademia, Garut, 

hal. 3. 
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 Dalam pe$ne$litian ini, Pe$nu$lis me$laku$kan wawancara ke$pada 

pihak-pihak yang te$rkait de$ngan masalah yang diangkat ole$h Pe$nu$lis 

yakni Notaris yang pe$rnah me$mbu$at Akta Keterangan Waris, dan pihak 

Bank Rakyat Indone$sia Cabang Tambu$n Kabu$pate$n Be$kasi. 

b. Data Se$ku$nde$r 

Data se$ku$nde$r me$nu$ru$t Su$giyono adalah su$mbe$r data yang tidak 

langsu$ng dite$rima ole$h pe$ngu$mpu$l data, bisa me$lalu$i orang lain atau $ 

le$wat doku$me$n.
28

 Data se$ku$nde$r yang digu$nakan dalam pe$ne$litian ini 

hanya se$bagai pe$le$ngkap data prime$r. Me$tode$ pe$ngu$mpu$lan datanya 

yaitu$ de$ngan cara me$ncari dan me$mbaca lite$ratu$r se$rta doku$me$n yang 

be$rhu$bu$ngan de$ngan masalah yang akan dite$liti dari pe$rpu$stakaan. Data 

se$ku$nde$r te$rdiri dari : 

1) Bahan Hu$ku$m Prime$r 

Me$nu$ru$t Mu$kti Fajar dan Yu$lianto Achamd, bahan hu$ku$m prime$r 

adalah bahan hu$ku$m yang be$rsifat au$toritatif, artinya bahan hu$ku$m 

yang me$ru$ju$k pada mate$ri hu$ku$m yang me$miliki ke$ku$atan me$ngikat 

kare$na dike$lu$arkan ole$h pe$me$rintah.
29

 Adapun bahan hukum primer 

yang digunakan yaitu : 

a) U$ndang-U$ndang Dasar Ne$gara Re$pu$blik Indone$sia Tahu$n 1945; 

b) Kitab U$ndang-U$ndang Hu$ku$m Pe$rdata; 

c) Kompilasi Hukum Islam; 

                                                     
28 Gifa Delyani Nursyafitri, https://dqlab.id/pengertian-data-sekunder-menurut-beberapa-

ahli diakses pada tanggal 24 November 2024 pkl 08.10 WIB. 
29 Burhan Ashofa,   2001,    Metode   Penelitian   Hukum,  Rineka  Cipta,  Jakarta, hal. 103. 

https://dqlab.id/pengertian-data-sekunder-menurut-beberapa-ahli
https://dqlab.id/pengertian-data-sekunder-menurut-beberapa-ahli


23 

 

 

 

d) U$ndang-U$ndang Nomor 7 Tahu$n 1992 jo. U$ndang-U$ndang 

Nomor 10 Tahu$n 1998 te$ntang Pe$rbankan; 

e) U$ndang-U$ndang Nomor 30 Tahu$n 2004 jo. U$ndang-U$ndang 

Nomor 2 Tahu$n 2014 te$ntang Jabatan Notaris; 

f) Kode$ E$tik Ikatan Notaris Indone$sia; 

g) Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 7 Tahun 2021 

tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Harta Peninggalan 

(BHP); 

h) Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 22 Tahun 2025 

tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Cuti, Perpindahan, 

Pemberhentian, dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris. 

2) Bahan Hu$ku$m Se$ku$nde$r 

Me$nu$ru$t Mole$ong bahan hu$ku$m se$ku$nde$r adalah bahan hu$ku$m yang 

me$mpe$rmu$dah prose$s pe$nilaian lite$ratu$re$ prime$r, yang me$nge$mas 

u$lang, me$nata ke$mbali, me$nginte$rpre$tasi u$lang, me$rangku$m, 

me$nginde$ks atau$ de$ngan cara lain “me$nambah nilai” pada informasi 

baru$ yang dilaporkan dalam lite$ratu$r prime$r.
30

 Maksu$dnya di sini, 

bahan hu$ku$m prime$r adalah bahan hu$ku$m yang me$mbe$rikan 

pe$nje$lasan me$nge$nai bahan hu$ku$m prime$r, diantaranya yang be$rasal 

dari bu$ku$, ju$rnal, artike$l, dan lainnya yang dapat dijadikan re$fe$re$nsi 

dalam pe$ne$litian ini. 

 

                                                     
30 Nabila Soleha Heryana, 

https://repository.upi.edu/35411/5/S_PKN_1501853_%20Chapter%203.pdf diakses pada tanggal 

24 November 2024 pkl 17.09 WIB. 

https://repository.upi.edu/35411/5/S_PKN_1501853_%20Chapter%203.pdf#:~:text=Sumber%20Data%20sekunder%20adalah%20bahan%20hukum%20yang%20mempermudah,dilaporkan%20dalam%20literature%20primer%20%28Moleong%2C%202007%2C%20hlm.%2011%29.
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3) Bahan Hu$ku$m Te$rsie$r 

Ialah bahan hu$ku$m yang me$mbe$rikan arahan mau$pu$n pe$nje$lasan 

atas bahan hu$ku$m prime$r dan se$ku$nde$r, se$pe$rti kamu$s, inte$rne$t, dan 

sarana-sarana pe$ndu$ku$ng lainnya.
31

 

4. Me$tode$ Pe$ngu$mpu$lan Data 

Me$tode$ pe$ngu$mpu$lan data adalah su$atu$ cara yang digu$nakan u$ntu$k 

me$nghimpu$n informasi dan fakta yang me$ndu$ku$ng se$bu$ah pe$ne$litian. 

Adapu$n me$tode$ pe$ngu$mpu$lan data yang dapat dilaku$kan yaitu$ : 

a. Data Prime$r 

Data prime$r yang digu$nakan dalam pe$ne$litian ini dilaku$kan de$ngan 

wawancara be$rsama pihak-pihak yang te$rkait u$ntu$k me$ndapatkan data-

data yang dipe$rlu$kan yaitu$ Notaris, dan pihak Bank Rakyat Indone$sia. 

b. Data Se$ku$nde$r 

Data se$ku$nde$r yang digu$nakan dalam pe$ne$litian ini yakni dilaku$kan 

me$lalu$i stu$di pu$staka de$ngan cara me$mbaca, me$ngkaji, dan 

me$nganalisis bahan hu$ku$m yang be$rkaitan de$ngan pe$ne$litian ini se$pe$rti 

pe$ratu$ran pe$ru$ndang-u$ndangan, bu$ku$-bu$ku$, hasil pe$ne$litian skripsi, 

te$sis, atau$pu$n dise$rtasi, doku$me$n-doku$me$n, ju$rnal, artike$l, dan su$mbe $r 

te$rtu$lis lainnya yang be$rkaitan de$ngan pe$rmasalahan yang dite$liti. 

                                                     
31 Muhaimin, 2020, Metode Penelitian Hukum, Mataram University Press, Mataram, hal. 

62. 
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5. Me$tode$ Analisis Data  

Me$tode$ analisis data yang digu$nakan dalam pe$ne$litian ini adalah me$tode $ 

analisis ku$alitatif. Be$rg me$nje$laskan bahwa pe$nde$ke$tan ku$alitatif 

me$ngindikasikan bahwa maksu$d ku$alitas adalah hal e$se$nsial te$rhadap sifat 

dasar su$atu$ be$nda. Pe$ne$litian ku$alitatif me$ngarah pada de$finisi, makna, 

konse$p, karakte$ristik, me$tafora, simbol, dan pe$maparan se$gala se$su$atu$.
32

 

Artinya, su$atu$ tata cara pe$ne$litian yang me$nghasilkan data de$skriptif 

analitis. Di mana de$skriptif analitis adalah data yang te$rku$mpu$l tidak 

me$nggu$nakan angka-angka dan pe$ngu$ku$ran, namu$n de$ngan me$ngu$raikan 

kalimat yang te$ratu$r, logis, dan e$fe$ktif. Se$hingga apa yang dinyatakan 

re$sponde$n se$cara te$rtu$lis atau$ lisan dapat dite$liti dan dipe$lajari se$bagai 

se$su$atu$ yang u$tu$h. 

H. Sistematika Penulisan 

Siste$matika dalam pe$nu$lisan hu$ku$m te$rbagi me$njadi 4 (e$mpat) bab, yaitu$ : 

BAB I :   PE$NDAHU$LU$AN 

Bab ini menjelaskan mengenai latar belakang masalah, 

pe$ru$mu$san masalah, tu$ju$an pe$ne$litian, manfaat pe$ne$litian, 

ke$rangka konse$ptu$al, ke$rangka te$ori, me$tode$ pe$ne$litian, 

siste$matika pe$nu$lisan, dan jadwal pe$ne$litian. 

 

 

                                                     
32 Sulistyawati, 2023, Buku Ajar Metode Penelitian Kualitatif, K-Media, Yogyakarta, hal. 2. 
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BAB II :     TINJAU$AN PU$STAKA 

Bab ini me$mbahas me$nge$nai tinjau$an umu$m te$ntang Notaris, 

tinjau$an u$mu$m te$ntang waris, tinjau$an u$mu$m te$ntang waris 

dalam perspektif Islam, tinjau$an u$mu$m te$ntang akta Notaris, 

dan tinjau$an u$mu$m te$ntang Bank Rakyat Indonesia. 

BAB III :   HASIL PE$NE$LITIAN DAN PE$MBAHASAN 

Bab ini me$njawab dan me$nje$laskan pe$ru$mu$san masalah yang 

diangkat ole$h pe$nu$lis me$nge$nai tanggu$ng jawab Notaris 

dalam pe$mbu$atan Akta Keterangan Waris gu$na pe$ncairan 

dana de$posito be$rjangka pada Bank Rakyat Indone$sia (Stu$di 

Kasu$s BRI Cabang Tambu$n Kabu$pate$n Be$kasi),serta  

ke$ndala dan solu$si yang dihadapi Notaris dalam pe$mbu$atan 

Akta Keterangan Waris gu$na pe$ncairan dana de$posito 

be$rjangka pada Bank Rakyat Indone$sia (Stu$di Kasu$s BRI 

Cabang Tambu$n Kabu$pate$n Be$kasi). 

BAB IV :  PE$NU$TU$P 

Dalam bab ini, pe$nu$lis akan me$ngu$raikan me$nge$nai 

ke$simpu$lan dari hasil pe$ne$litian yang te$lah dilaku$kan ole$h 

pe$nu$lis dan saran-saran yang me$ru$pakan su$mbangan 

pe$mikiran dari pe$nu$lis yang be$rkaitan de$ngan pe$ne$litian ini. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Tinjauan Umum Tentang Notaris 

1. Pengertian Notaris 

Dalam Kamu$s Be$sar Bahasa Indone$sia, Notaris dide$finisikan se$bagai 

“individu$ yang dibe$ri ke$we$nangan ole$h pe$me$rintah dalam hal ini 

Ke$me$nte$rian Hu$ku$m dan Hak Asasi Manu$sia u$ntu$k me$nge$sahkan dan 

me$nyaksikan be$rbagai doku$me$n hu$ku$m, se$pe$rti su$rat pe$rjanjian, wasiat, 

dan akta-akta lainnya”.
33

 Be$rdasarkan pe$nge$rtian te$rse$bu$t, Notaris 

me$ru$pakan pe$jabat yang diangkat ole$h ne$gara de$ngan tu$gas u$tama 

me$mbu$at akta ote$ntik yang me$miliki ke$ku$atan hu$ku$m formal. Notaris 

me$ru$pakan pe$jabat u$mu$m yang pe$ngangkatan dan pe$mbe$rhe$ntiannya 

be$rada di bawah ke$we$nangan pe$me$rintah, se$rta me$miliki hak dan 

ke$wajiban u$ntu$k me$mbe$rikan pe$layanan hu$ku$m ke$pada masyarakat dalam 

bidang te$rte$ntu$. Ke$te$ntu$an ini se$jalan de$ngan de$finisi yang te$rcantu$m 

dalam Pasal 1 Staatsblad Nomor 3 te$ntang Pe$ratu$ran Jabatan Notaris di 

Indone$sia (Re$gle$me$nt op he$t Notaris-Ambt in Indone$sië), yang 

me$nyatakan bahwa Notaris adalah pe$jabat u$mu$m yang se$cara khu$su$s 

dibe$rikan ke$we$nangan u$ntu$k me$mbu$at akta ote$ntik atas se$tiap tindakan 

hu$ku$m, pe$rjanjian, dan ke$te$tapan yang diwajibkan ole$h u$ndang-u$ndang 

atau$ dike$he$ndaki ole$h para pihak yang be$rke$pe$ntingan. Notaris ju$ga 

me$miliki ke$wajiban u$ntu$k me$njamin ke$absahan tanggal dan hari 

                                                     
33 Tim Penyusun Kamus, Kamus Besar Bahasa Indonesia, https://kbbi.web.id/Notaris di 

akses pada tanggal 01 Januari 2024 pkl 08.25 WIB. 

https://kbbi.web.id/notaris
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pe$mbu$atan akta, me$nyimpan doku$me$n asli, se$rta me$ne$rbitkan grosse $, 

salinan, dan ku$tipan se$su$ai ke$te$ntu$an, se$panjang ke$we$nangan te$rse$bu $t 

tidak dibe$rikan ke$pada pe$jabat atau$ pihak lain be$rdasarkan u$ndang-

u$ndang..
34

 

Be$rdasarkan ke$te$ntu$an Pasal 1 angka 1 U $ndang-U $ndang Nomor 30 

Tahu$n 2004 te$ntang Jabatan Notaris, dise$bu$tkan bahwa "Notaris adalah 

pe$jabat u$mu$m yang be$rwe$nang u$ntu$k me$mbu$at akta ote$ntik dan 

ke$we$nangan lainnya se$bagaimana dimaksu$d dalam u$ndang-u$ndang ini." 

Dalam konte$ks ini, Notaris me$miliki posisi yang u$nik se$bagai satu$-satu$nya 

pe$jabat u$mu$m yang se$cara hu$ku$m dibe$ri ke$we$nangan u$ntu$k me$nyu$su$n 

akta ote$ntik, yang me$miliki ke$ku$atan pe$mbu$ktian se$mpu$rna di hadapan 

hu$ku$m. Notaris be$rpe$ran se$bagai pe$rpanjangan tangan ne$gara dalam 

pe$laksanaan fu$ngsi-fu$ngsi hu$ku$m pe$rdata, di mana se$bagian ke$we$nangan 

ne$gara dalam me$mbe$rikan ke$pastian dan pe$rlindu$ngan hu$ku$m di ranah 

privat dilimpahkan ke$pada Notaris. Ole$h kare$na itu$, dalam me$njalankan 

tu$gas dan fu$ngsinya, Notaris haru$s dipe$rlaku$kan se$bagai pe$jabat u$mu$m 

yang me$njalankan mandat ne$gara dalam bidang pe$layanan hu$ku$m ke$pada 

masyarakat..
35

 

Ke$ndati Notaris me$ru$pakan pe$jabat u$mu$m yang diangkat dan 

dibe$rhe$ntikan ole$h pe$me$rintah, ke$du$du$kannya tidak sama de$ngan pe$gawai 

ne$ge$ri sipil se$bagaimana diatu$r dalam ke$te$ntu$an pe$ru$ndang-u$ndangan 

                                                     
34 Salim Hs, 2015, Teknik Pembuatan Suatu Akta (Konsep Teoritis, Kewenangan Notaris, 

Bentuk dan Minuta Akta), PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 33. 
35 Dody Radjasa Waluyo, Loc. cit. 
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me$nge$nai ke$pe$gawaian. Pe$me$rintah me$mbe$rikan ke$we$nangan dan 

me$ne$tapkan ke$wajiban bagi Notaris u$ntu$k me$mbe$rikan layanan hu$ku $m 

ke$pada masyarakat, khu$su$snya dalam hal pe$nyu$su$nan dan pe$nge$sahan 

akta, te$rmasu$k pe$mbu$atan pe$rjanjian yang me$me$rlu$kan be$ntu$k ote$ntik. 

Walau$pu$n be$rstatu$s se$bagai pe$jabat u$mu$m, Notaris tidak me$ne$rima gaji 

mau$pu$n pe$nsiu$n dari ne$gara, me$lainkan me$mpe$role$h pe$nghasilan dalam 

be$ntu$k honorariu$m atau$ imbalan jasa dari para pe$nggu$na layanan. Ole $h 

se$bab itu$, siste$m pe$rlindu$ngan hu$ku$m tidak hanya pe$rlu$ diarahkan ke$pada 

Notaris se$bagai pe$nye$le$nggara layanan hu$ku$m, te$tapi ju$ga ke$pada 

masyarakat se$bagai konsu$me$n atau$ pe$nggu$na jasa ke$notariatan, gu$na 

me$njamin ke$se$imbangan hu$bu$ngan hu$ku$m yang adil dan aku$ntabe$l.
36

 

Notaris tidak hanya be$rfu$ngsi se$bagai pe$nyu$su$n doku$me$n hu$ku$m, 

te$tapi ju$ga me$me$gang pe$ran pe$nting se$bagai pe$njaga inte$gritas siste $m 

hu$ku$m. Me$lalu$i akta yang disu$su$n se$cara ote$ntik ole$h Notaris, para pihak 

dalam su$atu$ pe$rjanjian me$mpe$role$h jaminan pe$rlindu$ngan hu$ku$m, 

me$ngingat akta Notaris me$miliki ke$ku$atan pe$mbu$ktian yang se$mpu$rna di 

hadapan pe$ngadilan. Hal ini be$rkontribu$si signifikan dalam me$minimalkan 

pote$nsi te$rjadinya se$ngke$ta hu$ku$m di ke$mu$dian hari.
37

 Ole$h kare$na itu $, 

profe$si Notaris me$nu$ntu$t pe$ngu$asaan yang kompre$he$nsif te$rhadap ilmu $ 

hu$ku$m se$rta tanggu$ng jawab yang tinggi dalam me$njalankan tu$gas 

pe$layanan ke$pada masyarakat. Ke$pe$rcayaan yang me$le$kat pada jabatan 

Notaris be$rasal dari mandat u$ndang-u$ndang dan ke$pe$rcayaan pu$blik, 

                                                     
36 Suhrawardi K. Lubis, 2006, Etika Profesi Hukum, Sinar Grafika, Jakarta,  hal. 34. 
37 R Soeroso, 2012, Hukum  Perdata di Indonesia, Prenada  Media, Jakarta,  hal. 21. 
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se$hingga dalam me$njalankan fu$ngsinya, Notaris wajib se$nantiasa 

me$nju$nju$ng tinggi e$tika profe$si, me$njaga martabat, dan me$nge$de$pankan 

ke$lu$hu$ran jabatan de$mi me$njaga kre$dibilitas profe$si dan ke$adilan hu$ku$m.
38

 

2. Syarat-syarat Menjadi Notaris 

Notaris se$bagai pe$jabat u$mu$m diangkat se$cara re$smi ole$h otoritas 

yang me$miliki ke$we$nangan u$ntu$k me$mbe$rikan pe$layanan hu$ku$m ke$pada 

se$lu$ru$h warga ne$gara. Dalam pe$laksanaan tu$gasnya, Notaris dibe$rikan 

ke$we$nangan u$ntu$k me$nge$sahkan doku$me$n te$rtu$lis yang be$rkaitan de$ngan 

be$rbagai tindakan hu$ku$m, pe$rjanjian, dan ke$pu$tu$san yang dibu$at ole$h para 

pihak yang me$nggu$nakan jasanya. Ole$h kare$na itu$, u$ntu$k dapat diangkat 

se$bagai Notaris di Indone$sia, se$se$orang wajib me$me$nu$hi se$ju$mlah 

pe$rsyaratan yang te$lah diatu$r se$cara je$las dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan 

Menteri Hukum dan HAM Nomor 22 Tahun 2025 tentang Syarat dan Tata 

Cara Pengangkatan, Cuti, Perpindahan, Pemberhentian, dan Perpanjangan 

Masa Jabatan Notaris. Adapu$n syarat-syarat te$rse$bu$t yaitu$ : 

a. Warga Ne$gara Indone$sia; 

b. Be$rtaqwa ke$pada Tu$han Yang Maha E$sa; 

c. Be$ru$mu$r paling se$dikit 27 (du$a pu$lu$h tu$ju$h) tahu$n; 

d. Se$hat jasmani dan rohani; 

e. Be$rijazah sarjana hu$ku$m dan lu$lu$san je$njang strata du$a ke$notariatan; 

f. Te$lah me$njalani magang atau$ nyata-nyata te$lah be$ke$rja se$bagai 

karyawan Notaris dalam waktu$ paling singkat 24 (du$a pu$lu$h e$mpat) 

                                                     
38 Marzuki Suparman, 2017, Etika dan Kode Etik Profesi Hukum, FH UII Press, 

Yogyakarta, hal. 64. 
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bu$lan be$rtu$ru$t-tu$ru$t pada kantor Notaris atau$ prakarsa se$ndiri atau$ atas 

re$kome$ndasi Organisasi Notaris se$te$lah lu$lu$s strata du$a ke$notariatan; 

g. Tidak be$rstatu$s se$bagai pe$gawai ne$ge$ri, pejabat ne$gara, advokat, atau $ 

tidak se$dang me$mangku$ jabatan lain yang ole$h u$ndang-u$ndang dilarang 

u$ntu$k dirangkap de$ngan jabatan Notaris; 

h. Tidak pe$rnah dijatu$hi pidana pe$njara be$rdasarkan pu$tu$san pe$ngadilan 

yang te$lah me$mpe$role$h ke$ku$atan hu$ku$m te$tap kare$na me$laku$kan tindak 

pidana yang diancam de$ngan pidana pe$njara 5 (lima) tahu$n atau$ le$bih.
39

 

Se$me$ntara me$nu$ru$t Ira Koe$soe$mawati dan Yu$nirman Rijan, masih 

ada be$be$rapa pe$rsyaratan u$ntu$k me$njadi Notaris di Indone$sia, yaitu$ : 

a. Se$cara u$mu$m, syarat me$njadi calon Notaris adalah orang yang 

be$rke$wargane$garaan Indone$sia; 

b. Me$miliki ke$de$wasaan yang matang. Maksu$dnya adalah calon Notaris 

haru$slah me$mpu$nyai ke$mampu$an hu$ku$m yang mu$mpu$ni dan 

ke$de$wasaan me$ntal yang baik, agar ke$pu$tu$san-ke$pu$tu$san yang diambil 

me$ru$pakan ke$pu$tu$san yang be$rku$alitas; 

c. Tidak me$miliki cacat kriminal. Di mana se$orang calon Notaris haru$slah 

te$rbe$bas dari catatan kriminal yang mana itu$ adalah salah satu$ cara 

u$ntu$k me$ndapatkan ke$pe$rcayaan masyarakat, kare$na ada ke$khawatiran 

bahwa jika se$se$orang pe$rnah be$rbu$at kriminal maka di masa de$pan ia 

tidak se$gan u$ntu$k me$ngu$langinya ke$mbali, me$skipu$n tidak ada jaminan 

                                                     
39 Habibi Adjie, 2008, Hukum Notaris Indonesia (Tasir Tematik Terhadap UU No. 30 

Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris), PT. Reflika Aditama, Bandung, hal. 55-56. 
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bahwa me$re$ka yang be$rsih dari catatan kriminal akan se$lamanya be$rsih, 

te$tapi pe$rsyaratan ini akan me$nyaring calon Notaris yang baik. 

d. Pe$nge$tahu$an hu$ku$m yang baik se$orang calon Notaris se$bagai wakil 

ne$gara dalam me$mbu$at akta ote$ntik yang sah se$cara hu$ku$m dan 

me$ndidik masyarakat awam te$rkait masalah pe$mbu$atan, pe$ngadu$an, 

se$rta hal lain te$rkait akta.
40

 

3. Tugas dan Kewenangan Notaris 

a. Tu$gas Notaris 

Pasal 1 U$ndang-U$ndang Jabatan Notaris tidak me$ngu$raikan 

se$cara le$ngkap se$lu$ru$h ke$wajiban yang haru$s dijalankan ole$h Notaris. 

Se$lain tu$gas u$tamanya dalam pe$mbu$atan akta ote$ntik, Notaris ju$ga 

me$me$gang tanggu$ng jawab u$ntu$k me$laku$kan pe$ndaftaran se$rta 

pe$nge$sahan te$rhadap su$rat-su$rat dan akta-akta yang dibu$at se$cara di 

bawah tangan. Se$lain itu$, Notaris be$rpe$ran me$mbe$rikan konsu$ltasi 

hu$ku$m dan me$nje$laskan ke$te$ntu$an pe$ru$ndang-u$ndangan ke$pada pihak-

pihak yang be$rke$pe$ntingan.  

Se$bagai pe$jabat u$mu$m, Notaris be$rtu$gas me$ngatu$r hu$bu$ngan 

hu$ku$m antar pihak se$cara te$rtu$lis dan ote$ntik be$rdasarkan ke$se$pakatan 

para pihak, yang pe$rannya dapat disamakan de$ngan hakim dalam 

me$mbe$rikan ke$adilan pada se$ngke$ta hu$ku$m. Dalam siste $m 

ke$notariatan, fu$ngsi u$tama Notaris adalah me$ru$mu$skan ke$he$ndak atau $ 

                                                     
40 Yanti Jacline Jennier Tobing, 2010, Pengawasan Majelis Pengawas Notaris dalam 

Pelanggaran Jabatan dan Kode Etik Notaris, Jurnal Media Hukum, hal. 23. 
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tindakan para pihak dalam be$ntu$k akta ote$ntik de$ngan te$tap me$matu$hi 

ke$te$ntu$an hu$ku$m yang be$rlaku$. 

Notaris wajib me$njalankan tu$gasnya se$cara inde$pe$nde$n, tidak 

me$mihak, dan tidak bole$h me$njadi pihak yang be$rke$pe$ntingan dalam 

akta yang dibu$atnya. Ole$h kare$na itu$, te$rdapat atu$ran hu$ku$m yang te$gas 

me$larang Notaris u$ntu$k be$rtindak se$bagai saksi atau$ pihak te$rkait dalam 

akta yang disu$su$nnya. Se$cara u$mu$m, tu$gas pokok Notaris adalah 

me$nyu$su$n akta ote$ntik baik yang diwajibkan ole$h pe$ratu$ran pe$ru$ndang-

u$ndangan mau$pu$n yang dibu$tu$hkan ole$h individu$ atau$ badan hu$ku$m 

te$rte$ntu$.
41

 

b. Ke$we$nangan Notaris 

Be$rdasarkan ru$mu$san dalam Pe$ratu$ran Jabatan Notaris (PJN), 

U $ndang-U $ndang Jabatan Notaris (U$U$JN), se$rta pe$ru$bahan U$U $JN, 

Notaris dikate$gorikan se$bagai pe$jabat u$mu$m (ope$nbaar ambte$nare$n). 

Se$se$orang dapat dianggap se$bagai pe$jabat u$mu$m apabila diangkat ole$h 

pe$me$rintah dan dibe$rikan ke$we$nangan u$ntu$k me$layani masyarakat 

dalam pe$mbu$atan alat bu$kti be$ru$pa akta ote$ntik. Ole$h kare$na itu$, 

Notaris se$bagai pe$jabat u$mu$m se$su$nggu$hnya me$njalankan se$bagian 

tu$gas dan ke$wajiban pe$me$rintah dalam pe$nye $diaan alat bu$kti gu$na 

me$nciptakan ke$pastian hu$ku$m, ke$te$rtiban, se$rta pe$rlindu$ngan hu$ku$m 

bagi masyarakat. Se$bagai pe$jabat pu$blik, Notaris diangkat ole$h ne$gara 

u$ntu$k me$laksanakan se$bagian dari tu$gas ne$gara di bidang hu$ku$m 

                                                     
41 Supriadi, 2006, Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia, Sinar Grafika, 

Jakarta, hal. 37. 
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pe$rdata. Dalam rangka me$mbe$rikan pe$rlindu$ngan hu$ku$m ke$pada warga 

ne$gara, ne$gara te$lah me$nde$le$gasikan se$bagian ke$we$nangannya ke$pada 

Notaris u$ntu$k pe$mbu$atan alat bu$kti te$rku$at be$ru$pa akta ote$ntik. 

Ke$we$nangan Notaris dijabarkan dalam Pasal 15 ayat (1) dan (2) 

U $U$JN Pe$ru$bahan yang be$rbu$nyi “Notaris be$rwe$rnang me$mbu$at akta 

ote$ntik me$nge$nai se$mu$a pe$rbu$atan, pe$rjanjian, dan pe$ne$tapan yang 

diharu$skan ole$h pe$ratu$ran pe$ru$ndang-u$ndangan dan/atau$ yang 

dike$he$ndaki ole$h yang be$rke$pe$ntingan u$ntu$k dinyatakan dalam akta 

ote$ntik, me$njamin ke$pastian tanggal pe$mbu$atan akta, me$nyimpan akta, 

me$mbe$rikan grosse$, salinan dan ku$tipan akta, se$mu$anya itu$ se$panjang 

pe$mbu$atan akta itu$ tidak ju$ga ditu$gaskan atau$ dike$cu$alikan ke$pada 

pe$jabat lain atau$ orang-orang lain yang dite$tapkan ole$h u$ndang-

u$ndang”. Se$lain itu$ Notaris ju$ga be$rwe$nang u$ntu$k : 

1) Me$nge$sahkan tanda tangan dan me$ne$tapkan ke$pastian tanggal su$rat 

di bawah tangan de$ngan me$ndaftar dalam bu$ku$ khu$su$s; 

2) Me$mbu$ku$kan su$rat-su$rat di bawah tangan de$ngan me$ndaftar dalam 

bu$ku$ khu$su$s; 

3) Me$mbu$at kopi dari su$rat-su$rat di bawah tangan be$ru$pa salinan yang 

me$mu$at u$raian se$bagaimana ditu$lis dan digambarkan dalam su$rat 

yang be$rsangku$tan; 

4) Me$laku$kan pe$nge$sahan ke$cocokan fotokopi de$ngan su$rat aslinya; 

5) Me$mbe$rikan pe$nyu$lu$han hu$ku$m se$hu$bu$ngan de$ngan pe$mbu$atan 

akta; 



35 

 

 

 

6) Me$mbu$at akta yang be$rkaitan de$ngan pe$rtanahan; atau$ 

7) Me$mbu$at akta risalah le$lang. 

Se$lain ke$we$nangan se$bagaimana dimaksu$d dalam ayat (1) dan ayat (2), 

Notaris me$mpu$nyai ke$we$nangan lain yang diatu$r dalam pe$ratu$ran 

pe$ru$ndang-u$ndangan.
42

 

Namu$n, be$rkaitan de$ngan ke$we$nangan yang haru$s dimiliki 

Notaris, Notaris hanya dipe$rke$nankan me$njalankan jabatannya di 

dae$rah yang te$lah dite$ntu$kan dalam U$U$JN. Apabila ke$te$ntu$an itu$ tidak 

diindahkan, akta yang dibu$at ole$h Notaris me$njadi tidak sah. Adapu$n 

ke$we$nangan yang dimiliki ole$h Notaris me$lipu$ti 4 (e$mpat) hal yaitu$ : 

1) Notaris haru$s be$rwe$nang se$panjang yang me$nyangku$t akta yang 

dibu$at itu$; 

2) Notaris haru$s be$rwe$nang se$panjang me$nge$nai orang-orang, u$ntu$k 

ke$pe$ntingan siapa akta itu$ dibu$at; 

3) Notaris haru$s be$rwe$nang se$panjang me$nge$nai te$mpat, di mana akta 

itu$ dibu$at; 

4) Notaris haru$s be$rwe$nang se$panjang me$nge$nai waktu$ pe$mbu$atan akta 

itu$.
43

 

Be$rdasarkan ke$we$nangan yang dimiliki ole$h Notaris, salah satu$ 

tu$gas pe$nting Notaris adalah me$laku$kan le$galisasi, yang se$cara hu$ku$m 

                                                     
42 Ghansam Anand, 2018, Karakteristik Jabatan Notaris di Indonesia, Prenadamedia 

Group, Jakartahal. 33. 
43 G.H.S. Lumban Tobing, 1991, Pengaturan Jabatan Notaris, Erlangga, Jakarta, hal. 49-

50. 
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be$rarti me$nge$sahkan akta di bawah tangan. Akta di bawah tangan 

me$ru$pakan doku$me$n yang u$mu$m digu$nakan dalam masyarakat. Banyak 

individu$ me$manfaatkan jasa Notaris u$ntu$k me$le$galisasi akta te$rse$bu $t 

de$ngan tu$ju$an agar doku$me$n te$rse$bu$t me$miliki ke$ku$atan pe$mbu$ktian 

yang le$bih ku$at apabila te$rjadi se$ngke$ta di masa me$ndatang. De$ngan 

de$mikian, prose$s le$galisasi ole$h Notaris be$rpe$ran pe$nting dalam 

me$ningkatkan ke$pastian hu$ku$m atas akta di bawah tangan. 

Pe$ngatu$ran me$nge$nai le$galisasi dan waarme$king se$cara khu$su$s 

diatu$r dalam Pasal 15 ayat (2) hu$ru$f (a) dan (b) U $ndang-U $ndang Nomor 

30 Tahu$n 2004 ju$ncto U$ndang-U$ndang Nomor 2 Tahu$n 2014 te$ntang 

Jabatan Notaris. Se$lain itu$, ke$te$ntu$an te$rkait le$galisasi ju$ga te$rcantu$m 

dalam Kitab U$ndang-U$ndang Hu$ku$m Pe$rdata (KU$HPe$rdata), te$patnya 

dalam Pasal 1874. Pasal te$rse$bu$t me$nyatakan bahwa tu$lisan-tu$lisan di 

bawah tangan, se$pe$rti akta yang ditandatangani se$cara pribadi, su$rat-

su$rat, re$giste$r, dan doku$me$n ru$mah tangga, dianggap se$bagai akta yang 

dibu$at tanpa campu$r tangan pe$jabat u$mu$m. De$ngan adanya 

pe$nandatanganan atau$ cap je$mpol yang dibu$bu$hi pe$rnyataan be$rtanggal 

ole$h se$orang Notaris atau$ pe$jabat yang ditu$nju$k ole$h u$ndang-u$ndang, 

yang me$nyatakan bahwa yang be$rsangku$tan me$nge$nal pihak yang 

me$nandatangani atau$ te$lah dipe$rke$nalkan ke$padanya, se$rta bahwa isi 

akta te$lah dije$laskan dan cap je$mpol te$rse$bu$t dibu$bu$hkan di hadapan 

pe$jabat u$mu$m, maka doku$me$n te$rse$bu$t me$mpe$role$h ke$ku$atan hu$ku$m 
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te$rte$ntu$. Le$bih lanju$t, u$ndang-u$ndang dapat me$ngatu$r tata cara 

pe$rnyataan dan pe$ncatatan te$rkait le$galisasi ini se$cara rinci. 

Le$galisasi me$ru$pakan prose$s pe$nge$sahan te$rhadap akta di bawah 

tangan, di mana pe$nandatanganan akta dilaku$kan ole$h para pihak di 

hadapan Notaris. Pada saat itu$, Notaris ju$ga me$mbe$rikan ke$pastian 

me$nge$nai tanggal pe$mbu$atan akta te$rse$bu$t. Se$be$lu$m me$laku$kan 

le$galisasi, Notaris wajib me$mastikan pihak-pihak yang me$mbacakan isi 

akta yang akan dile$galisasi. Para pihak haru$s me$mahami batasan 

ke$we$nangan yang diatu$r ole$h ke$te$ntu$an hu$ku$m te$rkait, yang me$ncaku$p 

fu$ngsi u$tama Notaris, yaitu$ pe$mbu$atan akta ote$ntik yang hanya dapat 

dilaku$kan ole$h atau$ di hadapan Notaris, se$pe$rti akta wasiat, pe$rjanjian 

kawin (hu$we$lijkse$ voorwaarde$n), ku$asa hipotik, pe$ndirian pe$rse$roan 

te$rbatas, dan lain se$bagainya. Se$lain akta ote$ntik yang me$njadi 

ke$we$nangan e$ksklu$sif Notaris, te$rdapat pu$la akta-akta yang se$lain dapat 

dibu$at ole$h Notaris, ju$ga dapat disu$su$n ole$h pe$jabat lain, misalnya akta 

pe$ngaku$an anak lu$ar kawin se$bagaimana diatu$r dalam Pasal 281 Kitab 

U $ndang-U $ndang Hu$ku$m Pe$rdata (BW) yang dapat dibu$at ole$h pe$gawai 

catatan sipil (bu$rge$rlijke$ stand), se$rta akta pe$ndaftaran dan balik nama 

tanah dalam bidang pe$rtanahan, pe$ndaftaran kapal, dan doku$me$n se$ru$pa 

lainnya. 

4. Kewajiban dan Larangan Notaris 

Ke$wajiban Notaris me$ru$pakan se$su$atu$ yang haru$s dilaku$kan ole$h 

Notaris, apabila tidak dilaksanakan atau$ dilanggar, maka atas pe$langgaran 
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te$rse$bu$t Notaris akan dike$nakan sanksi se$su$ai yang diatu$r dalam Pasal 16 

ayat (1) U$U$JNP dan Pasal 3 Kode$ E$tik Notaris yakni : 

a. Ke$wajiban Notaris dalam me$njalankan jabatannya me$nu$ru$t Pasal 16 

ayat (1) U$U $JNP : 

1) Be$rtindak amanah, ju$ju$r, se$ksama, mandiri, tidak be$rpihak, dan 

me$njaga ke$pe$ntingan pihak yang te$rkait dalam pe$rbu$atan hu$ku$m; 

2) Me$mbu$at akta dalam be$ntu$k Minu$ta Akta dan me$nyimpannya 

se$bagai bagian dari protocol Notaris; 

3) Me$le$katkan su$rat dan doku$me$n asli se$rta sidik jari pe$nghadap pada 

Minu$ta Akta; 

4) Me$nge$lu$arkan Grosse$ Akta, Salinan Akta, atau$ Ku$tipan Akta 

be$rdasarkan Minu$ta Akta; 

5) Me$mbe$rikan pe$layanan se$su$ai de$ngan ke$te$ntu$an dalam u$ndang-

u$ndang ini, ke$cu$ali ada alasan u$ntu$k me$nolaknya; 

6) Me$rahasiakan se$gala se$su$atu$ me$nge$nai akta yang dibu$atnya dan 

se$gala ke$te$rangan yang dipe$role$h gu$na pe$mbu$atan akta se$su$ai 

de$ngan su$mpah/janji jabatan, ke$cu$ali u$ndang-u$ndang me$ne$ntu$kan 

lain; 

7) Me$njilid akta yang dibu$at dalam 1 (satu$) bu$lan me$njadi bu$ku$ yang 

me$mu$at tidak le$bih dari 50 (lima pu$lu$h) akta, dan jika ju$mlah akta 

tidak dapat dimu$at dalam satu$ bu$ku$, akta te$rse$bu$t dapat dijilid 

me$njadi le$bih dari satu$ bu$ku$, dan me$ncatat ju$mlah Minu$ta Akta, 

bu$lan, dan tahu$n pe$mbu$atannya pada sampu$l se$tiap bu$ku$; 
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8) Me$mbu$at daftar dari akta prote$s te$rhadap tidak dibayar atau$ tidak 

dite$rimanya su$rat be$rharga; 

9) Me$mbu$at daftar akta yang be$rke$nan de$ngan wasiat me$nu$ru$t u$ru$tan 

waktu$ pe$mbu$atan akta se$tiap bu$lannya; 

10) Me$ngirimkan daftar akta se$bagaimana dimaksu$d dalam hu$ru$f I atau $ 

daftar nihil yang be$rke$naan de$ngan wasiat ke$ pu$sat daftar wasiar 

pada ke$me$ntrian yang me$nye$le$nggarakan u$ru$san pe$me$rintah di 

bidang hu$ku$m dalam waktu$ 5 (lima) hari pada minggu$ pe$rtama 

se$tiap bu$lan be$riku$tnya; 

11) Me$ncatat dalam re$portoriu$m tanggal pe$ngiriman daftar wasiat pada 

akhir bu$lan; 

12) Me$mpu$nyai cap atau$ ste$mpe$l yang me$mbu$at lambang Ne$gara 

Re$pu$blik Indone$sia dan pada ru$ang yang me$lingkarinya ditu$lis 

nama, jabatan, dan te$mpat ke$du$du$kan yang be$rsangku$tan; 

13) Me$mbacakan akta dihadapan pe$nghadap de$ngan dihadiri ole$h 

paling se$dikit 2 (du$a) orang saksi, 4 (e$mpat) orang saksi khu$su$s 

u$ntu$k pe$mbu$atan akta wasiat di bawah tangan, dan ditandatangani 

pada saat itu$ ju$ga ole$h pe$nghadap, saksi, dan Notaris; dan 

14) Me$ne$rima magang calon Notaris. 

b. Ke$wajiban Notaris yang diatu$r di dalam Pasal 3 Kode$ E$tik Notaris : 

1) Me$miliki moral, akhlak, se$rta ke$pribadian yang baik kare$na Notaris 

me$njalankan se$bagian ke$ku$asaan ne$gara di bidang hu$ku$m privat, 

yang mana me$ru$pakan jabatan ke$pe$rcayaan dan jabatan te$rhormat. 
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2) Me$nghormati dan me$nju$nju$ng tinggi harkat dan martabat jabatan 

Notaris yakni : 

a) Notaris haru$s me$nyadari bahwa pe$rilaku$ diri dapat me$mpe$ngaru$hi 

jabatan yang die$mbannya; 

b) Ke$hormatan me$ru$pakan bagian yang tidak te$rpisahkan dari 

pe$rku$mpu$lan. 

3) Be$rtindak ju$ju$r, mandiri, tidak be$rpihak, pe$nu$h rasa tanggu$ngjawab 

be$rdasarkan pe$ru$ndang-u$ndangan da nisi su$mpah jabatan Notaris 

yaitu$ : 

a) Ju$ju$r te$rhadap diri se$ndiri dan te$rhadap klie$n se$rta te$rhadap 

profe$si. 

b) Mandiri dalam arti dapat me$nye $le$nggarakan kantor se$ndiri, tidak 

be$rgantu$ng pada orang atau$ pihak lain se$rta tidak me$nggu$nakan 

jasa pihak lain yang dapat me$ngganggu$ ke$mandiriannya. 

c) Tidak be$rpihak be$rarti tidak me$mbe$la atau$ me$ngu$ntu$ngkan salah 

satu$ pihak dan se$lalu$ be$rtindak u$ntu$k ke$be$naran dan ke$adilan. 

d) Pe$nu$h rasa tanggu$ngjawab dalam arti se$lalu$ dapat 

me$mpe$rtanggu$ngjawabkan te$rhadap ke$pe$rcayaan yang 

die$mbannya. 

4) Me$ningkatkan ilmu$ pe$nge$tahu$an yang te$lah dimiliki tidak te$rbatas 

pada ilmu$ pe$nge$tahu$an hu$ku$m dan ke$notariatan de$ngan cara : 
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a) Me$nyadari ilmu$ se$lalu$ be$rke$mbang; dan 

b) Hu$ku$m tu$mbu$h dan be$rke$mbang be$rsama de$ngan pe$rke$mbangan 

masyarakat. 

5) Me$ngu$tamakan pe$ngabdian ke$pada ke$pe$ntingan masyarakat dan 

ne$gara. 

6) Me$mbe$rikan jasa pe$mbu$atan akta dan jasa ke$notariatan lainnya 

u$ntu$k masyarakat yang tidak mampu$ tanpa me$mu$ngu$t honorariu$m. 

7) Me$ne$tapkan satu$ kantor di te$mpat ke$du$du$kan dan kantor te$rse$bu$t 

me$ru$pkan satu$-satu$nya kantor bagi Notaris yang be$rsangku$tan dalam 

me$laksanakan tu$gas dan jabatannya se$hari-hari. 

8) Me$masang satu$ bu$ah papan nama di de$pan atau$ di lingku$ngan 

kantornya de$ngan u$ku$ran 100cm x 40cm; 150cm x 60cm; atau $ 

200cm x 80cm. 

9) Hadir, me$ngiku$ti dan be$rpartisipasi aktif dalam se$tiap ke$giatan yang 

dise$le$nggarakan ole$h pe$rku$mpu$lan, se$rta me$nghormati, me$matu$hi, 

dan me$laksanakan se$tiap dan se$lu$ru$h ke$pu$tu$san pe$rku$mpu$lan. 

10) Me$mbayar u$ang iu$ran pe$rku$mpu$lan se$cara te$rtib. 

11) Me$mbayar u$ang du$ka u$ntu$k me$mbantu$ ahli waris te$man se$jawat 

yang me$ninggal du$nia. 

12) Me$laksanakan dan me$matu$hi se$mu$a ke$te$ntu$an te$ntang honorariu$m 

yang dite$tapkan pe$rku$mpu$lan. 
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13) Me$njalankan jabatan Notaris te$ru$tama dalam pe$mbu$atan, 

pe$mbacaan, dan pe$nandatanganan akta dilaku$kan di kantornya, 

ke$cu$ali kare$na alasan-alasan yang sah. 

14) Me$nciptakan su$asana ke$ke$lu$argaan dan ke$be$rsamaan dalam 

me$laksanakan jabatan dan ke$giatan se$hari-hari. 

15) Me$mpe$rlaku$kan se$tiap klie$n yang datang de$ngan baik, tidak 

me$mbe$dakan statu$s e$konomi dan/atau$ statu$s sosialnya. 

Me$nu$ru$t C.S.T. Kansil dan Christine$ S.T. Kansil, dalam 

me$laksanakan tu$gasnya, Notaris wajib me$nyadari tanggu$ng jawab yang 

me$le$kat pada jabatannya de$ngan be$ke$rja se$cara mandiri, ju$ju$r, tidak 

me$mihak, se$rta pe$nu$h rasa tanggu$ng jawab. Notaris haru$s me$njalankan 

tu$gasnya di satu$ kantor yang te$lah dite$tapkan se$su$ai ke$te$ntu$an u$ndang-

u$ndang, tanpa me$libatkan pe$rantara atau$ pihak lain. Se$lain itu$, Notaris 

dilarang me$nggu$nakan me$dia massa u$ntu$k tu$ju$an promosi dalam 

pe$laksanaan tu$gas dan jabatannya. Ole$h kare$na itu$, nilai-nilai u$tama yang 

te$rkandu$ng dalam ke$te$ntu$an ini adalah ke$me$rde$kaan (ke$mandirian), 

ke$ju$ju$ran, se$rta ke$adilan (obje$ktivitas). 

5. Pengangkatan dan Pemberhentian Notaris 

Pe$ngangkatan Notaris diatu$r dalam Peraturan Menteri Hukum dan 

HAM Nomor 22 Tahun 2025 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, 

Cuti, Perpindahan, Pemberhentian, dan Perpanjangan Masa Jabatan 

Notaris, yang mana pe$ngangkatan Notaris dilaku$kan ole$h me$nte$ri yang 

me$mbidangi u$ru$san hu$ku$m yakni Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia 
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sesuai dalam Pasal 1 angka 14 U$ndang-U$ndang Nomor 2 Tahu$n 2014 

te$ntang Jabatan Notaris. Prose$s pe$ngangkatan dan pe$mbe$rhe$ntian Notaris 

ole$h me$nte$ri te$lah dimu$lai se$jak dibe$rlaku$kannya U$ndang-U$ndang Nomor 

33 Tahu$n 1954 te$ntang Wakil Notaris Se$me$ntara. Se$be$lu$mnya, 

pe$ngangkatan Notaris me$njadi we$we$nang Gu$be$rnu$r Je$nde$ral (Ke$pala 

Ne$gara), se$bagaimana diatu$r dalam Pasal 3 Re$gle$me$nt op he$t Notaris 

Ambt in Indone$sië (Staatsblad 1860 Nomor 3). 

Se$tiap profe$si pasti e$miliki be$be$rapa pe$rsyartan yang haru$s dipe$nu$hi 

me$njadi bagian dari profe$si te$rse$bu$t, be$gitu$ pu$la de$ngan Notaris. Syarat 

u$ntu$k dapat diangkat me$njadi se$orang Notaris te$rcantu$m dalam Pasal 2 

ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 19 Tahun 2019 yang 

isinya : 

a. Warga Ne$gara Indone$sia; 

b. Be$rtakwa ke$pada Tu$han Yang Maha E$sa; 

c. Be$ru$mu$r paling se$dikit 27 (du$a pu$lu$h tu$ju$h) tahu$n; 

d. Se$hat jasmani dan rohani yang dinyatakan de$ngan su$rat ke$te$rangan 

se$hat dari dokte$r dan psikiate$r; 

e. Be$rijazah sarjana hu$ku$m dan lu$lu$san je$njang strata du$a ke$notariatan; 

f. Te$lah me$njalani magang atau$ nyata-nyata te$lah be$ke$rja se$bagai 

karyawan Notaris dalam waktu$ paling singkat 24 (du$a pu$lu$h e$mpat) 

bu$lan be$rtu$ru$t-tu$ru$t pada kantor Notaris atas prakarsa se$ndiri atau $ 

re$kome$ndasi organisasi Notaris se$te$lah lu$lu$s strata du$a ke$notariatan; 
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g. Tidak be$rstatu$s se$bagai pe$gawai ne$ge$ri, pe$jabat ne$gara, advokat, atau $ 

tidak se$dang me$mangku$ jabatan lain yang ole$h u$ndang-u$ndang di 

larang u$ntu$k dirangkap de$ngan jabatan Notaris; dan 

h. Tidak pe$rnah dijatu$hi pidana pe$njara be$rdasarkan pu$tu$san pe$ngadilan 

yang te$lah me$mpe$role$h ke$ku$atan hu$ku$m te$tap kare$na me$laku$kan tindak 

pidana yang diancam de$ngan pidana pe$njara 5 (lima) tahu$n atau$ le$bih. 

Se$be$lu$m me$njalankan jabatannya, Notaris wajib me$ngu$capkan 

janji/su$mpah me$nu$ru$t agamanya masing-masing di hadapan me$nte$ri atau $ 

pe$jabat yang ditu$nju$k. Pe$jabat yang ditu$nju$k u$ntu$k me$laku$kan 

pe$nyu$mpahan Notaris adalah Ke$pala Kantor Wilayah De$parte$me$n Hu$ku $m 

dan Hak Asasi Manu$sia, dalam hal Ke$pala Kantor Wilayah De$parte$me $n 

Hu$ku$m dan Hak Asasi Manu$sia be$rhalangan, maka su$mpah/janji jabatan 

Notaris dilaku$kan dihadapan Ke$pala Divisi Pe$layanan Hu$ku$m. 

Me$nu$ru$t G.H.S Lu$mban Tobing, isi su$mpah dan janji jabatan 

Notaris dapat dibagi me$njadi 2 (du$a) yaitu$ :
44

 

a. Be$love$nde$ : pada bagian ini Notaris be$rsu$mpah akan patu$h se$tia ke$pada 

Ne$gara Re$pu$blik Indone$sia dan U$ndang-U $ndang dasarnya, se$rta 

me$nghormati se$mu$a pe$mbe$sar-pe$mbe$sar hakim pe$ngadilan dan 

pe$mbe$sar-pe$mbe$sar lainnya. Bagian ini dinamakan politie$ke$ e$e$d. 

b. Zu$lve$ringse$e$d : pada bagian ini Notaris be$rjanji me$njalankan tu$gasnya 

de$ngan ju$ju$r, se$ksama, dan tidak be$rpihak, se$rta akan me$naati de$ngan 

se$te$liti-te$litinya se$mu$a pe$ratu$ran-pe$ratu$ran jabatan Notaris yang se$dang 

                                                     
44 Ibid, hal. 31. 
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be$rlaku$ atau$ yang akan diadakan, dan me$rahasiakan se$rapat-rapatnya isi 

akta-akta se$laras de$ngan ke$te$ntu$an-ke$te$ntu$an pe$ratu$ran-pe$ratu$ran itu $. 

Bagian ini dinamakan be$roe$pse$e$d (su$mpah jabatan). 

Be$rdasarkan Pasal 4 ayat (2) U$ndang—U$ndang Nomor 30 Tahu$n 

2004 jo U$ndang-U$ndang Nomor 2 Tahu$n 2014 te$ntang Jabatan Notaris isi 

su$mpah/janji be$rbu$nyi se$bagai be$riku$t : 

“Saya be$rsu$mpah/be$rjanji: Bahwa saya akan patu$h dan se$tia ke$pada 

Ne$gara Re$pu$blik Indone$sia, Pancasila, dan U$ndang-U$ndang Dasar Ne$gara 

Re$pu$blik Indone$sia Tahu$n 1945, U$ndang-U$ndang te$ntang Jabatan Notaris, 

se$rta pe$ratu$ran pe$ru$ndang-u$ndangan lainnya. Bahwa saya akan 

me$njalankan jabatan saya de$ngan amanah, ju$ju$r, saksama, mandiri, dan 

tidak be$rpihak. Bahwa saya akan me$njaga sikap, tingkah laku$ saya, dan 

akan me$njalankan ke$wajiban saya se$su$ai de$ngan kode$ e$tik profe$si, 

ke$hormatan, martabat, dan tanggu$ng jawab saya se$bagai Notaris. Bahwa 

saya me$rahasiakan isi akta dan ke$te$rangan yang dipe$role$h dalam 

pe$laksanaan jabatan saya. Bahwa saya u$ntu$k dapat diangkat dalam jabatan 

ini, baik se$cara langsu$ng mau$pu$n tidak langsu$ng, de$ngan nama atau$ dalih 

apapu$n, tidak pe$rnah dan tidak akan me$mbe$rikan atau$ me$njanjikan se$su$atu $ 

ke$pada siapapu$n.” 

 Se$hu$bu$ngan de$ngan ke$te$ntu$an Pasal 4 di atas, pe$ngu$capan su$mpah 

atau$ janji ole$h Notaris me$ru$pakan su$atu$ aspe$k yang sangat fu$ndame$ntal. 

Jika se$orang Notaris tidak me$ngu$capkan su$mpah atau$ janji dalam waktu $ 

maksimal du$a bu$lan se$te$lah pe$ngangkatannya, maka pe$ngangkatan 



46 

 

 

 

te$rse$bu$t be$rpote$nsi dibatalkan ole$h me$nte$ri se$bagaimana diatu$r dalam 

Pasal 5 dan Pasal 6 U$ndang-U$ndang Nomor 30 Tahu$n 2004 te$ntang 

Jabatan Notaris. Se$lain itu$, se$te$lah pe$ngu$capan su$mpah atau$ janji, Notaris 

wajib mu$lai me$laksanakan tu$gasnya paling lambat dalam jangka waktu$ 60 

(e$nam pu$lu$h) hari, se$su$ai de$ngan ke$te$ntu$an Pasal 7 ayat (1) U$ndang-

U$ndang Nomor 2 Tahu$n 2014 te$ntang Jabatan Notaris yang me$ne$tapkan 

batas waktu$ pe$laksanaan tu$gas se$jak tanggal pe$ngambilan su$mpah atau $ 

janji, maka yang be$rsangku$tan wajib me$me$nu$hi hal-hal se$bagai be$riku$t: 

a. Me$njalankan jabatannya de$ngan nyata; 

b. Me$nyampaikan be$rita acara su$mpah/janji jabatan Notaris ke$pada 

me$nte$ri, organisasi Notaris, dan maje$lis pe$ngawas dae$rah; dan 

c. Me$nyampaikan alamat kantor, contoh tanda tangan, dan paraf, se$rta 

te$raan cap atau$ ste$mpe$l jabatan Notaris be$rwarna me$rah ke$pada me$nte$ri 

dan pe$jabat lain yang be$rtanggu$ng jawab di bidang pe$rtanahan, 

organisasi Notaris, ke$tu$a pe$ngadilan ne$ge$ri, maje$lis pe$ngawas dae$rah, 

se$rta bu$pati/walikota di te$mpat Notaris diangkat. 

Prose$s pe$mbe$rhe$ntian jabatan Notaris ju$ga haru$s diatu$r de$ngan ke$tat 

u$ntu$k me$mastikan ku$alitas dan profe$sionalisme$ te$tap te$rjaga dalam praktik 

Notaris. Pe$mbe$rhe$ntian jabatan Notaris di atur dalam Peraturan Menteri 

Hukum dan HAM Nomor 22 Tahun 2025, yang mana dapat dibe$dakan 

me$njadi pe$mbe$rhe$ntian karena usia pensiun atau tidak memperpanjang 

jabatan, pemberhentian atas permintaan sendiri, pemberhentian karena 

tidak mampu jasmani/rohani, serta pemberhentian sementara dan tidak 
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hormat. Pe$mbe$rhe$ntian karena usia pensiun atau tidak memperpanjang 

jabatan di atur di dalam Pasal 69 dan 70 yang isinya: 

a. Notaris yang telah mencapai usia 65 tahun otomatis berhenti menjabat 

sejak hari ulang tahun yang ke-65. 

b. Jika Notarismemilih atau memenuhi syarat perpanjangan masa jabatan 

hingga usia 70 (tujuh puluh) tahun, ia wajib memberitahukan 

pemberhentian kepada Majelis Pengawas Daerah (MPD) dan Menteri 

Hukum dan HAM paling cepat 180 (seratus delapan puluh) hari atau 

paling lambat 60 (enam puluh) hari sebelum mencapai usia 

pensiun/perpanjangan. Hal ini sebagaimana di atur dalam Putusan MK 

Nomor 84/PUU-XXII/2024 yang mana Mahkamah Konstitusi 

mengabulkan sebagian pengujian materi terhadap pasal 8 ayat (1) huruf 

b dan ayat (2) UUJN. Pengujian tersebut terkait dengan batas usia 

jabatan Notaris yang sebelumnya hanya dapat diperpanjang hingga 67 

tahun (enam puluh tujuh) dan dapat diperpanjang kembali sampai umur 

70 (tujuh puluh) tahun. 

c. Ke$gagalan melapor akan menghambat pemberhentian otomatis oleh 

Menteri Hukum dan HAM melalui sistem, dan diikuti penunjukan 

Notaris pengganti protokol oleh MPD. 

Pe$mbe$rhe$ntian atas permintaan sendiri terdapat dalam Pasal 71 

sampai 75 yang isinya : 

a. Notaris dapat mengundurkan diri dengan mengajukan permohonan 

resmi kepada Menteri Hukum dan HAM. 
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b. Harus menyertakan dokumen pendukung seperti SK pengangkatan, 

berita acara sumpah/janji, Akta pernyataan berhenti, serta usulan dan 

pernyataan kesediaan Notaris pengganti protokol. 

c. Setelah diverifikasi, Menteri Hukum dan HAM akan menerbitkan SK 

pemberhentian dan penunjukan Notaris pengganti dalam waktu paling 

lama 30 hari. 

d. Pe$mbe$rhe$ntian berlaku sejak SK ditetapkan , dan serah terima protokol 

ke Notaris pengganti harus dilakukan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari. 

Pemberhentian Notaris karena tidak mampu jasmani/rohani di atur 

dalam Pasal 76 sampai 80 yang isinya : 

a. Jika Notaris tidak mampy menjalankan jabatan terus-menerus lebih dari 

3 (tiga) tahun karena alasan jasmani atau rohani, ia wajib melapor ke 

MPD dalam 30 (tiga puluh) hari. 

b. Dokumen pendukung seperti sertifikasi ketidakmampuan, berita acara 

sumpah, Akta pernyataan, dan usulan Notaris pengganti protokol. 

c. Setelah diverifikasi, Menteri Hukum dan HAM menetapkan SK 

pemberhentian dan penunjukan pengganti protokol dalam 30 (tiga 

puluh) hari. 

d. Serah terima protokol dilakukan dalam 20 (tiga puluh) hari setelah SK 

terbit. 

Pe$mbe$rhe$ntian Notaris sementara diatur dalam Pasal 86 sampai 88 

sedangkan pemberhentian tidak hormat diatur dalam Pasal 89 sampai 94 

yang mana isinya : 
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a. Pemberhentian sementara isinya : 

1) Diberlakukan jika Notaris mengalami keadaan seperti : dalam proses 

pailit, pengampunan, penahanan, atau melakukan perbuatan tervela 

atau pelanggaran kode etik. 

2) Menteri Hukum dan HAM memberhentikan sementara setelah 

usulan dari Majelis Kode Etik (MPP) dan MPD, dalam waktu 

maksimal 30 (tiga puluh) hari, dengan serah terima protokol dalam 

14 (empat belas) hari. 

b. Pemberhentian tidak hormat isinya : 

1) Alasan : pailit, pengampunan lebih dari 3 (tiga) tahun, pelanggaran 

kode etik berat, atau menghina jabatan Notaris. 

2) Menteri Hukum dan HAM akan memberhentikan dan 

memerintahkan serah terima protokol dalam 30 (tiga puluh) hari usai 

usulan dari MPP/MPD. 

3) Jika dipidana penjara lebih dari sama dengan 5 (tahun), amka 

pemberhentian otomatis berlaku. 

B.  Tinjauan Umum Tentang Waris 

1. Pengertian Hukum Waris 

Se$cara u$mu$m, hu$ku$m waris me$ru$pakan cabang hu$ku$m yang 

me$ngatu$r te$ntang pe$ngalihan harta ke$kayaan se$se$orang yang te$lah 

me$ninggal du$nia ke$pada ahli warisnya, te$rmasu$k konse$ku$e$nsi hu$ku$m yang 

timbu$l akibat pe$rpindahan te$rse$bu$t. Dalam hu$ku$m waris be$rlaku$ asas 
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bahwa hanya hak dan ke$wajiban yang be$rkaitan de$ngan ke$kayaan dan 

harta be$nda yang dapat diwariskan. Ke$tika se$se$orang me$ninggal du$nia, 

se$cara otomatis se$lu$ru$h hak dan ke$wajibannya be$ralih ke$pada para ahli 

warisnya. Pada dasarnya, warisan me$ncaku$p prose$s pe$ne$ru$san dan 

pe$ngalihan harta pe$ninggalan, baik yang be$rwu$ju$d mau$pu$n tidak 

be$rwu$ju$d, dari pe$waris ke$pada ahli waris. Namu$n de$mikian, dalam 

praktiknya, prose$s pe$ngalihan te$rse$bu$t dapat be$rbe$da-be$da te$rgantu$ng pada 

je$nis pe$ralihan yang te$rjadi, se$pe$rti hibah, hadiah, hibah wasiat, atau $ 

pe$rsoalan lain yang re$le$van. 

De$finisi hu$ku$m waris sangat variatif antara yang satu$ de$ngan yang 

lain, jadi u$ntu$k me$ne$laah le$bih dalam pe$nge$rtian hu$ku$m waris dari 

be$rbagai pakar di bidangnya se$bagai su$mbe$r yaitu$ : 

a. Prof. Gre$gor Van De$r Bu$rght 

Hu$ku$m waris adalah himpu$nan atu$ran, yang me$ngatu$r akibat-akibat 

hu$ku$m harta ke$kayaan pada ke$matian, pe$ralihan harta ke$kayaan yang 

ditinggalkan orang yang me$ninggal du$nia dan akibat-akibat hu$ku$m 

yang ditimbu$lkan pe$ralihan ini bagi para pe$ne$rimanya baik dalam 

hu$bu$ngan dan pe$rimbangan di antara me$re$ka de$ngan yang lain, mau$pu $n 

de$ngan pihak ke$tiga.
45

 

b. Prof. R. Wirjono Prodjodikoro 

Me$nu$tu$rkan bahwa hu$ku$m waris se$bagai soal apakah dan 

bagaimanakah be$rbagai hak-hak dan ke$wajiban-ke$wajiban te$ntang 

                                                     
45 Gregor Van Der Burght, 1995, Hukum Waris, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 52. 



51 

 

 

 

ke$kayaan se$orang ke$tika me$ninggal du$nia akan be$ralih ke$pada orang 

yang masih hidu$p. Dalam kata lain hu$ku$m waris dapat diru$mu$skan 

se$bagai salah satu$ pe$ratu$ran hu$ku$m yang me$ngatu$r te$ntang be$ralihnya 

harta warisan dari pe$waris kare$na ke$matian ke$pada ahli waris.
46

 

c. Prof. Ali Afandi 

Hu$ku$m waris adalah hu$ku$m yang me$ngatu$r te$ntang ke$kayaan yang 

ditinggalkan se$se$orang yang me$ninggal du$nia se$rta akibatnya bagi para 

ahli warisnya.
47

 

Be$rdasarkan de$finisi-de$finisi yang te$lah dike$mu$kakan, dapat 

disimpu$lkan bahwa hu$ku$m waris me$ru$pakan ku$mpu$lan norma hu$ku $m 

yang me$ngatu$r pe$rpindahan atau$ pe$ralihan harta ke$kayaan dari pe$waris 

ke$pada ahli waris se$bagai akibat ke$matian, baik yang me$miliki hu$bu$ngan 

ke$ke$rabatan mau$pu$n pihak lain. Dalam konte$ks ini, te$rdapat ke$te$ntu$an 

khu$su$s yang te$rmu$at dalam Pasal 2 Kitab U$ndang-U$ndang Hu$ku$m Pe$rdata 

(KU$HPe$rdata), yang me$nyatakan bahwa se$orang anak yang masih dalam 

kandu$ngan dianggap te$lah lahir apabila hal te$rse$bu$t me$ngu$ntu$ngkan bagi 

ke$pe$ntingannya, se$dangkan bayi yang me$ninggal saat dilahirkan dianggap 

se$olah-olah tidak pe$rnah ada. 

 

 

                                                     
46 R. Wirjono Prodjodikoro, 1980, HUKUM WARISAN DI INDONESIA, Sumur Bandung 

Cet. Ke-6, Bandung, hal. 43. 
47 Ali Afandi, 2004, Hukum  Waris, Rineka Cipta, Jakarta, hal. 15. 
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2. Unsur-Unsur Hukum Waris 

a. Pe$waris (e$fflate$r) 

Me$ru$ju$k pada Pasal 830 Kitab U$ndang-U$ndang Hu$ku$m Pe$rdata 

(KU$HPe$rdata), banyak pihak me$nyatakan bahwa pe$waris adalah 

individu$ yang te$lah me$ninggal du$nia. Dalam konte$ks hu$ku$m waris, 

ke$be$radaan harta ke$kayaan yang ditinggalkan ole$h orang te$rse$bu$t 

me$njadi hal yang fu$ndame$ntal, se$hingga syarat mu$tlak u$ntu$k se$se$orang 

dapat dise$bu$t se$bagai pe$waris adalah te$lah me$ninggal du$nia dan 

me$ninggalkan harta be$nda yang dapat diwariskan.
48

 Adapu$n syarat-

syarat te$rjadinya pe$warisan dalam KU$HPe$rdata yaitu$ : 

1) Syarat yang be$rhu$bu$ngan de$ngan pe$wais u$ntu$k te$rjadinya pe$warisan 

maka si pe$waris haru$s su$dah me$ninggal du$nia/mati, se$bagaimana 

yang dise$bu$tkan dalam Pasal 830 KU $HPe$rdata yakni matinya 

pe$waris dike$tahu$i se$cara su$nggu$h-su$nggu$h (mati hakiki), te$lah 

me$ninggal yang dinyatakan ole$h pe$ngadilan. 

2) Syarat yang be$rhu$bu$ngan de$ngan ahli waris orang-orang yang 

be$rhak atas harta pe$ninggalan haru$s su$dah ada atau$ masih hidu$p 

se$cara nyata, yaitu$ dia yang me$nu$ru$t ke$nyataan me$mang be$nar-be$nar 

masih hidu$p, dapat dibu$ktikan de$ngan panca indra dna hidu$p se$cara 

hu$ku$m, yiatu$ dia tidak dike$tahu$i se$cara ke$nyataan masih hidu$p. 

Dalam hal ini te$rmasu$k ju$ga bayi dalam kandu$ngan ibu$nya (Pasal 1 

ayat 2 KU $HPe$rdata). 

                                                     
48 Anasitus Amanat, 2001, Membagi Warisan Berdasarkan Pasal-Pasal Hukum Perdata 

(BW), PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 6. 
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b. Ahli Waris (e$rfge$naam) 

Ahli waris (e$rfge$naam) dide$finisikan se$bagai individu$ yang 

me$miliki hak u$ntu$k me$ne$rima warisan. Dalam Kitab U $ndang-U $ndang 

Hu$ku$m Pe$rdata (KU$HPe$rdata), ahli waris me$ncaku$p anggota ke$lu$arga 

se$darah yang sah mau$pu$n yang lahir di lu$ar pe$rkawinan, se$rta su$ami 

atau$ istri yang masih hidu$p paling lama (Pasal 832 KU$HPe$rdata). 

Se$lanju$tnya, Pasal 833 KU$HPe$rdata me$nyatakan bahwa se$lu$ru$h ahli 

waris se$cara otomatis me$mpe$role$h hak milik atas se$lu$ru$h barang, hak, 

dan piu$tang yang ditinggalkan ole$h pe$waris.  

Adapu$n syarat u$ntu$k me$njadi ahli waris diatu$r dalam ke$te$ntu$an 

pe$warisan be$rdasarkan u$ndang-u$ndang (ab inte$state$) se$bagaimana 

te$rcantu$m dalam Pasal 832 KU$HPe$rdata, yang me$nye$bu$tkan bahwa 

ke$lu$arga se$darah baik yang sah me$nu$ru$t u$ndang-u$ndang mau$pu$n yang 

lahir di lu$ar pe$rkawinan, se$rta su$ami atau$ istri yang hidu$p paling lama, 

be$rhak me$njadi ahli waris. Apabila tidak te$rdapat ke$lu$arga se$darah dari 

su$ami atau$ istri yang masih hidu$p te$rse$bu$t, maka se$lu$ru$h harta 

pe$ninggalan me$njadi milik ne$gara yang wajib me$lu$nasi u$tang-u$tang 

pe$waris. Ahli waris me$nu$ru$t u$ndang-u$ndang (ab inte$stato) me$mpe$role $h 

hak waris se$cara hu$ku$m kare$na ke$du$du$kannya se$ndiri (u$it e$ige$nhoofde$) 

dan be$rdasarkan hu$bu$ngan darah de$ngan pe$waris, se$bagaimana diatu$r 

dalam KU$HPe$rdata.
49

 

Pe$nggolongan ahli waris me$nu$ru$t hu$ku$m waris KU$HPe$rdata yaitu$ : 

                                                     
49 Effendi Perangin, 2001, Hukum Waris, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 4. 
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1) Golongan pe$rtama, yaitu$ te$rdiri dari su$ami/iste$ri, dan anak-anak 

pe$waris be$se$rta ke$tu$ru$nannya dari anak-anak. Pasal yang me$ngatu$r 

golongan pe$rtama ini adalah Pasal 852, 852a ayat 1, dan 852a ayat 2 

KU$HPe$rdata.  

2) Golongan ke$du$a, yaitu$ te$rdiri dari bapak dan ibu$, atau$ salah satu$ dari 

bapak/ibu$, be$se$rta sau$dara dan ke$tu$ru$nannya. Pasal yang me$ngatu$r 

golongan ke$du$a ini adalah Pasal 854, 855, 856, 857 KU$HPe$rdata. 

3) Golongan ke$tiga, yang te$rdiri dari kake$k, ne$ne$k, dan se$te$ru$snya, 

be$rse$rta ke$lu$arga  dalam garis lu$ru$s ke$ atas, baik dalam garis 

se$bapak mau$pu$n dalam garis se$ibu$. Pasal-pasal yang me$ngatu$r 

golongan ke$tiga ini adalah Pasal 851, 853, 858 KU$HPe$rdata. 

4) Golongan ke$e$mpat, yang te$rdiri dari sau$dara ke$du$a orang tu$a se$rta 

se$kalian ke$tu$ru$nan me$re$ka sampai de$rajat ke$e$nam. Hali waris 

golongan ke$e$mpat ini te$rmasu$k dalam pe$nge$rtian ke$lu$arga se$darah 

dalam garis me$nyimpan yang le$bih jau$h. Pasal yang me$ngatu$r 

pe$mbagian ahli waris golongan ke$e$mpat ini adalah Pasak 850, 858, 

861 KU$HPe$rdata. 

c. Le$gitime$ Portie$ 

Le$gitime$ portie$ me$ru$pakan bagian hak mu$tlak yang wajib 

dite$rima ole$h para ahli waris dan tidak dapat diabaikan atau$ dihilangkan 

me$lalu$i ke$te$ntu$an dalam wasiat (te$stame$nt). Re$gu$lasi me$nge$nai 

le$gitime$ portie$ dianggap ole$h u$ndang-u$ndang se$bagai su$atu$ pe$mbatasan 

te$rhadap ke$be$basan individu$ dalam me$nyu$su$n wasiat se$su$ai de$ngan 
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ke$he$ndak pribadinya. Hak atas le$gitime$ portie$ baru$ mu$ncu$l ke$tika 

se$se$orang se$cara sah diaku$i se$bagai ahli waris me$nu$ru$t ke$te$ntu$an 

u$ndang-u$ndang. Individu$ yang be$rhak me$ne$rima bagian mu$tlak ini 

dise$bu$t le$gitimaris. Le$gitimaris me$miliki hak u$ntu$k me$ngaju$kan 

pe$mbatalan te$rhadap wasiat yang me$langgar haknya se$rta me$nu$ntu $t 

pe$ngu$rangan (inkorting) atas se$gala be$ntu$k pe$mbe$rian warisan, baik 

be$ru$pa e$fste$lling, le$gaat, mau$pu$n hibah (sche$nking) yang me$ngu$rangi 

haknya. Bagian mu$tlak (le$gitime$ portie$) ini hanya dibe$rikan ke$pada ahli 

waris dalam garis ke$tu$ru$nan lu$ru$s ke$ atas mau$pu$n ke$ bawah, se$hingga 

pasangan su$ami/istri, sau$dara, paman, dan bibi tidak te$rmasu$k dalam 

golongan yang be$rhak atas le$gitime$ portie$ dan dapat dike$cu$alikan dari 

hak me$ne$rima warisan se$cara ke$se$lu$ru$han. Be$sarnya bagian mu$tlak 

(le$gitime$ portie$) bagi anak-anak sah yaitu$ : 

1) Jika hanya se$orang anak sah saja, be$sarnya 1/2 dari bagian jika ia 

me$waris tanpa wasiat. 

2) Jika hanya 2 orang anak sah saja, be$sarnya 2/3 dari bagian jika ia 

me$waris tanpa wasiat. 

3) Jika 3 orang atau$ le$bih anak sah, be$sarnya 3/4 dari bagian jika ia 

me$waris tanpa wasiat (Pasal 914 KU$HPe$rdata). 

Apabila se$orang anak me$ninggal du$nia le$bih dahu$lu$, maka hak 

atas bagian mu$tlak (le$gitime$ portie$) yang se$me$stinya me$njadi miliknya 

akan dialihkan ke$pada anak atau$ cu$cu$nya me$lalu$i me$kanisme $ 

plaatsve$rvu$lling (pe$rwakilan). Be$saran bagian mu$tlak bagi ahli waris 
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dalam garis ke$tu$ru$nan lu$ru$s ke$ atas dite$tapkan se$be$sar se$te$ngah dari 

bagian yang dipe$role$hnya apabila me$waris tanpa adanya wasiat, 

se$bagaimana diatu$r dalam Pasal 915 Kitab U $ndang-U $ndang Hu$ku$m 

Pe$rdata (KU $HPe$rdata). Se$lanju$tnya, apabila tidak te$rdapat ahli waris 

yang be$rhak atas le$gitime$ portie$, pe$waris me$miliki ke$be$basan u$ntu$k 

me$wariskan se$lu$ru$h harta pe$ninggalannya ke$pada pihak lain me$lalu $i 

hibah se$masa hidu$p atau$ de$ngan me$mbu$at wasiat, se$su$ai ke$te$ntu$an 

Pasal 917 KU$HPe$rdata. 

Konse$p le$gitime$ portie$ dije$laskan dalam Pasal 913 Kitab U$ndang-

U $ndang Hu$ku$m Pe$rdata (KU$HPe$rdata), yang me$nyatakan bahwa 

“Bagian mu$tlak atau$ le$gitime$ portie$ me$ru$pakan porsi te$rte$ntu$ dari harta 

pe$ninggalan yang wajib dibe$rikan ke$pada ahli waris dalam garis lu$ru$s 

me$nu$ru$t ke$te$ntu$an u$ndang-u$ndang. Dalam hal ini, pe$waris tidak 

dipe$rke$nankan u$ntu$k me$ngalihkan bagian te$rse$bu$t, baik me$lalu $i 

pe$mbe$rian se$masa hidu$p mau$pu$n me$lalu$i wasiat..”
50

 

C.  Tinjauan Umum Tentang Waris Dalam Perspektif Islam 

1. Pengertian Hukum Waris Islam 

Hu$ku$m yang me$ngatu$r me$nge$nai pe$rpindahan hak atas harta warisan 

dari se$orang pe$waris ke$pada ahli warisnya, yang dalam konte$ks hu$ku$m 

Islam dike$nal de$ngan istilah fiqih mawaris, me$miliki be$be$rapa de$finisi. 

Salah satu$nya te$rcantu$m dalam Bab 1 Ke$te$ntu$an U$mu$m Pasal 171 hu$ru$f 

(a) KHI, yang me$nyatakan bahwa hu$ku$m ke$warisan me$ru$pakan ke$te$ntu$an 

                                                     
50 Anasitus, Op. Cit, hal. 78. 
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yang me$ngatu$r pe$mindahan ke$pe$milikan harta pe$ninggalan (tirkah) dari 

pe$waris, se$kaligu$s me$ne$tapkan pihak-pihak yang be$rhak me$njadi ahli 

waris be$se$rta bagian masing-masing..
51

 Se$lain itu$ pe$nge$rtian hu$ku$m waris 

ju$ga dike$mu$kakan se$bagai be$riku$t : 

a. Me$ru$ju$k pada Pasal 171a KHI yaitu$ “Hu$ku$m yang me$ngatu$r te$ntang 

pe$mindahan hak ke$pe$milikan harta pe$ninggalan (tirkah) pe$waris, 

me$ne$tikan siapa-siapa yang be$rhak me$najdi ahli wars dan be$rapa 

bagiannya masing-maisng.” 

b. Se$bagaimana pe$nje$lasan Amir Syarifu$ddin yakni “Pe$nge$rtian hu$ku $m 

waris Islam ialah se$pe$rangkat ke$te$ntu$an yang me$ngatu$r cara-cara 

pe$ralihan hak dari se$se$orang yang me$ninggal du$nia ke$pada orang yang 

masih hidu$p yang ke$te$ntu$an-ke$te$ntu$an te$rse$bu$t  be$rdasarkan wahyu $ 

illahi yang te$rdapat dalam Al-Qu$ran dan pe$nje$lasannya dibe$rikan ole $h 

Nabi Mu$hammad SAW, dalam istilah bahasa Arab dise$bu$t faraidh.
52

 

c. Ahmad Zahari be$rpe$ndapat bahwa hu$ku$m ke$warisan Islam adalah 

“su$atu$ be$ntu$k hu$ku$m yang me$ngatu$r me$nge$nai pe$ralihan hak milik 

te$rhadap harta warisan dari pe$waris ke$pada orang yang me$miliki hak 

u$ntu$k me$ne$rimanya me$nge$nai be$sar bagiannya masing-masing se$rta 

kapan dan bagaimana cara pe$ralihan te$rse$bu$t dilaksanakan se$su$ai 

de$ngan ke$te$ntu$an dan pe$tu$nju$k Al-Qu$ran dan Al-Hadist, se$rta Ijtihad 

para u$lama.” 

                                                     
51 Tim Redaksi Fokus Media, 2005, Kompilasi Hukum Islam, Fokus Media, Bandung, hal. 

56. 
52 Dalam Tinuk, 2018, Hukum Waris dalam Islam : Dilengkapi Contoh KasusdDan 

Penyelesaiannya, UMM Pres, Malang, hal 13. 
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Be$rdasarkan u$raian dari be$be$rapa de$finisi se$be$lu$mnya, dapat 

disimpu$lkan bahwa hu$ku$m waris me$ru$pakan cabang ilmu$ yang me$ngatu $r 

te$ntang pe$rpindahan se$rta pe$mbagian harta pe$ninggalan dari pe$waris yang 

te$lah me$ninggal du$nia ke$pada ahli waris yang masih hidu$p, de$ngan 

pe$mbagian te$rse$bu$t dilaku$kan se$su$ai de$ngan ke$te$ntu$an dan me$kanisme $ 

pe$nye $le$saian yang dise$pakati. Di Indone$sia, pe$ngatu$ran te$rse$bu$t diatu $r 

se$cara khu$su$s dalam Kompilasi Hu$ku$m Islam (KHI). 

2. Rukun dan Syarat Waris Islam 

a. Ru$ku$n Waris 

Ru$ku$n atau$ u$nsu$r waris dalam ilmu$ faraidh ada tiga dan masing-masing 

u$nsu$r te$rse$bu$t haru$slah te$rpe$nu$hi, apabila salah satu$ ru$ku$n/u$nsu$r waris 

tidak te$rpe$nu$hi maka tidak akan te$rjadi pe$warisan. Tiga ru$ku$n waris 

te$rse$bu$t ialah al-mu$warits, al-warist, dan al-mau$ru$st.
53

 

1) Al-Mawarits 

Pe$waris (al-mu$warits), me$nu$ru$t Pasal 171 hu$ru$f (b) KHI 

me$nde$finisikan pe$waris adalah orang yang pada saat me$ninggalnya 

atau$ yang dinyatakan me$ninggal be$rdasarkan pu$tu$san pe$ngadilan 

be$ragama Islam, me$ninggalkan ahli waris dan harta pe$ninggalan.
54

 

 

 

                                                     
53 Muhammad Ali Ash-Shabuni, 1999, Al-Mawaris Fi Al Syari’atil Islamiyah, Terj. Zaini 

Dahlan, Trigenda Karya, Bandung, hal. 39. 
54 Syarief Husein & Akhmad Khisni, 2018, Hukum Waris Islam di Indonesia (Studi 

Perkembangan Hukum Kewarisan dalam Kompilasi Hukum Islam dan Praktek di Pengadilan 

Agama), Jurnal Akta, Vol. 5, No. 1, hal. 79. url: 

https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/akta/article/view/2533 diakses 16 Juni 2025 pkl 20:46 WIB. 

https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/akta/article/view/2533%20diakses%2016%20Juni%202025
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2) Al-Warist 

Ahli waris atau$ al-warits, me$nu$ru$t Pasal 171 hu$u$rf (c) KHI 

me$nde$finisikan ahli waris adalah orang yang pada saat me$ninggal 

du$nia me$miliki hu$bu$ngan darah atau$ hu$bu$ngan pe$rkawinan de$ngan 

pe$waris be$ragama Islam dan tidak te$rhalang kare$na hu$ku$m u$ntu$k 

me$njadi ahli waris. 

3) Al-Mau$ru$ts 

Harta warisan atau$ al-mau$ru$ts, me$nu$ru$t Pasal 171 hu$ru$f (e$) KHI 

me$nde$finisikan harta warisan adalah harta bawaan ditambah bagian 

dari harta be$rsama se$te$lah digu$nakan u$ntu$k ke$pe$rlu$an pe$waris 

se$lama sakit sampai me$ninggalnya, biaya pe$ngu$ru$san je$nazah 

(tajhiz), pe$mbayaran hu$tan dan pe$mbe$rian u$ntu$k ke$rabat. 

b. Syarat Waris 

Dalam ilmu$ faraidh, te$rdapat tiga syarat u$tama u$ntu$k me$mpe$role$h hak 

waris. Pe$rtama, pe$waris (mu$warits) haru$s te$lah me$ninggal du$nia, baik 

se$cara faktu$al mau$pu$n se$cara hu$ku$m dinyatakan me$ninggal. Ke$du$a, 

ahli waris haru$s masih hidu$p pada saat pe$waris me$ninggal du$nia, baik 

se$cara nyata mau$pu$n se$cara hu$ku$m dinyatakan hidu$p. Ke$tiga, haru$s 

dike$tahu$i se$cara je$las hu$bu$ngan nasab antara pe$waris dan ahli waris, 

yang me$lipu$ti garis ke$tu$ru$nan, ikatan pe$rkawinan, se$rta statu$s 

pe$rwalian. 
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3. Asas-Asas Hukum Waris Islam 

Asas-asas hu$ku$m waris Islam te$rdiri dari: ijabri, bilate$ral, individu$al, 

ke$adilan be$rimbang, dan akibat ke$matian. Adapu$n pe$nje$lasannya akan 

diu$raikan se$bagai be$riku$t : 

a. Asas Ijbari 

Asas ijbari yang te$rdapat dalam hu$ku$m waris Islam me$ngandu$ng 

arti pe$ngalihan harta dari se$se$orang yang me$ninggal du$nia ke$pada ahli 

warisnya be$rlaku$ de$ngan se$ndirinya me$nu$ru$t ke$te$tapan Allah tanpa 

digantu$ngkan ke$pada ke$he$ndak pe$waris atau$ ahli warisnya. 

Asas ijbari dapat dilihat dari be$rbagai se$gi, yaitu$ pe$rtama dari 

pe$ngalihan harta yang pasti te$rjadi se$te$lah orang me$ninggal du$nia. Hal 

ini dije$laskan dalam Al-Qu$ran Su$rah An-Nisa ayat 7 :   

ا وَ ْ ل ا كَ  رَ َ ا ت مَّ يبٌ مِ صِ َ اءِ ن سَ ِّ ن ل ِ ل ُونَ وَ ب رَ قْ َ الْْ انِ وَ دَ ِ ل ا وَ ْ ل ا كَ  رَ َ ا ت مَّ يبٌ مِ صِ َ الِ ن جَ لرِّ ِ          ل

 ُ ه نْ لَّ مِ َ ا ق مَّ ُونَ مِ ب رَ قْ َ لْْ ا انِ وَ دَ ِ ال وضً رُ فْ ا مَ ً يب َصِ ۚ ن رَ  ُ ث وْ كَ َ  أ

Artinya : “Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta pe$ninggalan ke$du$a 

orang tu$a dan ke$rabatnya dan bagi pe$re$mpu$an ada hak bagian (pu$la) 

dari harta pe$ninggalan ke$du$a orang tu$a dan ke$rabatnya, baik se$dikit 

mau$pu$n banyak, me$nu$ru$t bagian yang te$lah dite$tapkan.” 

Be$rdasarkan pe$nge$rtian nasib atau$ bagian, dapat dipahami bahwa 

dalam pe$mbagian harta pe$ninggalan pe$waris, tidak dipe$rlu$kan adanya 

janji pe$mbe$rian hak ke$pada ahli waris se$be$lu$m pe$waris me$ninggal 
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du$nia. De$mikian pu$la, ahli waris tidak be$rke$wajiban u$ntu$k se$cara aktif 

me$nu$ntu$t haknya ke$pada pe$waris yang masih hidu$p.
55

 

Dalam konte$ks u$nsu$r ijbari, apabila dilihat dari se$gi ku$antitas 

harta yang te$lah dite$tapkan u$ntu$k masing-masing ahli waris, hal ini 

te$rce$rmin dalam istilah mafru$dan yang be$rarti se$su$atu$ yang te$lah 

dite$ntu$kan atau$ dipe$rhitu$ngkan se$cara pasti. Ke$te$ntu$an yang te$lah 

dite$tapkan ole$h Allah te$rse$bu$t be$rsifat wajib u$ntu$k dilaksanakan ole$h 

hamba-Nya, se$hingga sifat ke$wajiban ini me$ndorong manu$sia u$ntu$k 

me$laksanakan pe$mbagian warisan se$su$ai de$ngan ke$te$ntu$an yang diatu $r 

dalam Al-Qu$r‟an. 

Se$lain itu$, u$nsu$r ijbari ju$ga dapat dipahami dari ke$pastian 

pe$ne$rima harta warisan, yaitu$ individu$-individu$ yang me$miliki 

hu$bu$ngan ke$ke$rabatan dan ikatan pe$rkawinan de$ngan pe$waris, 

se$bagaimana diatu$r dalam Al-Qu$r‟an pada Su$rah An-Nisa ayat 11, 12, 

17, dan 33. 

b. Asas Bilate$ral 

Asas bilate$ral dalam hu$ku$m waris Islam me$ru$ju$k pada prinsip di mana 

se$se$orang me$mpe$role$h hak atau$ bagian warisan dari ke$du$a garis 

ke$tu$ru$nan, yaitu$ dari ke$rabat se$be$lah ayah (laki-laki) mau$pu$n ke$rabat 

se$be$lah ibu$ (pe$re$mpu$an). Prinsip ke$bilate$ralan ini me$miliki du$a dime$nsi 

saling me$warisi yang dije$laskan dalam Al-Qu$r‟an pada Su$rah An-Nisa 

ayat 7, 11, 12, dan 17, yaitu$ warisan yang dibe$rikan antara anak dan 

                                                     
55 Mohammad Daud Ali, Ibid John Burton, 1990, The Sources Of Islamic Law, (Oxford 

Ednburgh University Press), hal. 211. 
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orang tu$a, se$rta antara sau$dara-sau$dara apabila pe$waris tidak me$miliki 

ke$tu$ru$nan mau$pu$n orang tu$a. 

c. Asas Individu$al 

Asas individu$al dalam hu$ku$m waris Islam me$ngandu$ng makna bahwa 

harta pe$ninggalan pe$waris dibagikan se$cara te$rpisah ke$pada masing-

masing ahli waris, se$hingga se$tiap ahli waris me$mpe$role$h bagian yang 

dapat dimiliki se$cara pribadi. Dalam imple$me$ntasinya, se$lu$ru$h harta 

warisan dinilai dalam be$ntu$k te$rte$ntu$ u$ntu$k ke$mu$dian didistribu$sikan 

ke$pada para ahli waris se$su$ai de$ngan proporsi yang te$lah dite$tapkan. 

De$ngan de$mikian, se$tiap ahli waris me$miliki hak atas bagiannya se$cara 

mandiri tanpa ke$te$rgantu$ngan pada ahli waris lainnya, yang 

me$nce$rminkan ke$mampu$an individu$ dalam me$ne$rima hak dan 

me$laksanakan ke$wajiban (ahliyat al-ada). 

d. Asas Ke$adilan Be$rimbang 

Dalam pe$rspe$ktif hu$ku$m waris Islam, baik pihak laki-laki mau$pu$n 

pe$re$mpu$an me$miliki hak u$ntu$k me$ne$rima harta warisan se$cara 

proporsional. Ke$se$imbangan dalam pe$mbagian te$rse$bu$t didasarkan 

pada pe$rbe$daan tanggu$ng jawab yang die$mban masing-masing dalam 

stru$ktu$r ke$hidu$pan ke$lu$arga. Laki-laki, se$bagai ke$pala ke$lu$arga (pu$blic 

family), me$miliki tanggu$ng jawab u$tama dalam me$mbe$rikan nafkah 

dan pe$me$nu$han ke$bu$tu$han e$konomi ru$mah tangga, se$dangkan 

pe$re$mpu$an, dalam pe$rannya se$bagai pe$nge$lola u$ru$san dome$stik 

(dome$stic family), be$rfoku$s pada pe$ngatu$ran dan pe$me$liharaan ru$mah 
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tangga. Ole$h kare$na itu$, ke$te$ntu$an Al-Qu$r‟an yang me$mbe$rikan bagian 

du$a kali lipat ke$pada laki-laki dibandingkan pe$re$mpu$an me$nce$rminkan 

ke$se$imbangan be$ban tanggu$ng jawab yang dite$tapkan se$cara normatif 

dalam ke$hidu$pan ke$lu$arga. 

e. Asas Akibat Ke$matian 

Asas akibat ke$matian dalam hu$ku$m ke$warisan Islam me$nu$nju$kkan 

bahwa ke$warisan hanya te$rjadi apabila se$se$orang te$lah me$ninggal 

du$nia. Artinya, pe$ralihan ke$pe$milikan harta dari pe$waris ke$pada ahli 

waris hanya dapat be$rlangsu$ng se$te$lah ke$matian pe$waris te$rse$bu$t. 

De$ngan de$mikian, se$lama se$se$orang yang me$miliki harta masih hidu$p, 

harta te$rse$bu$t tidak dapat dikate$gorikan se$bagai warisan dan tidak dapat 

dialihkan ke$pada pihak lain dalam konte$ks ke$warisan. Se$gala be$ntu $k 

pe$mindahan harta ole$h se$se$orang yang masih hidu$p, baik dilaku$kan 

se$cara langsu$ng mau$pu$n dite$tapkan u$ntu$k be$rlaku$ se$te$lah ke$matiannya, 

tidak te$rmasu$k dalam ru$ang lingku$p hu$ku$m waris Islam, me$lainkan 

te$rgolong se$bagai be$ntu$k hibah atau$ wasiat. 

D.  Tinjauan Umum Tentang Akta Notaris 

1. Pengertian Akta Otentik 

Menurut Pasal 1868 KUHPerdata mengatakan bahwa “Akta otentik 

adalah akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-

undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang 
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berkuasa untuk itu, ditempat dimana akta dibuatnya”.
56

 Dengan demikian, 

akta otentik adalah akta yang dibuat oleh pejabat umum yang diberikan 

wewenang untuk membuatnya menurut bentuk dan tata cara yang 

ditetapkan dalam undang-undang yang berisikan perjanjian atau kemauan 

dari para pihak. Otentik artinya karena dibuat dihadapan seorang pejabat 

umum yang ditunjuk untuk itu yang dalam hal ini biasanya adalah seorang 

Notaris, sehingga akta yang dibuat dihadapan Notaris tersebut dapat 

digunakan sebagai alat bukti di depan pengadilan. Syarat akta Notaris 

sebagai akta otentik yakni dijelaskan dalam Pasal 15 ayat (1) UUJN yang 

mana menegaskan bahwa salah satu kewenangan Notaris yaitu membuat 

akta otentik secara umum dengan batasa sepanjang : 

a. Tidak dikecualikan kepada pejabat lain yang ditetapkan oleh undang-

undang. 

b. Menyangkut akta yang harus dibuat atau berwenang membuat akta 

otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang 

diharuskan oleh aturan hukum atau dikehendaki oleh yang 

bersangkutan. 

c. Mengenai subjek hukum (orang atau badan hukum) untuk kepentingan 

siapa akta itu dibuat atau dikehendaki oleh yang berkepentingan. 

d. Berwenang mengenai tempat, di mana akta itu dibuat, hal ini seusia 

dengan tempat kedudukan dan wilayah jabatan Notaris. 

                                                     
56 Hikmah D. Hayatdian, 2013, Kajian Hukum Surat Kuasa di Bawah Tangan Sebagai 

Dasar Pembatalan Akta Jaminan Fidusia, Jurnal Hukum Unsrat, Vol. 1, No. 1, hal. 127. 
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e. Mengenai waktu pembuatan akta, dalam hal ini Notaris harus menjamin 

kepastian waktu menghadap para pihak yang tercantuk dalam akta. 

Akta yang dibuat di hadapan Notaris, berkedudukan sebagai akta 

otentik, menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan UUJN, hal ini sesuai 

dengan pendapat Philipus M. Hadjon, bahawa syarat otentik yaitu :
57

 

a. Di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang (bentuknya 

baku); 

b. Dibuat oleh dan di hadapan pejabat umum. 

Dikemukakan pula oleh Irawan Soerodjo, bahwa ada 3 (tiga) unsur 

esenselia agar terpenuhinya syarat formal suatu akta otentik, yakni :
58

 

a. Di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang; 

b. Dibuat oleh dan di hadapan pejabat umum; 

c. Akta yang dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang 

untuk itu dan di tempat di mana akta itu dibuat. 

Pasal 1868 BW yang merupakan sumber untuk otensitas akta Notaris 

juga merupakan dasar legalitas eksistensi akta Notaris, dengan syarat-

syarat sebagai berikut : 

a. Akta itu harus dibuat oleh (door) atau dihadapan (ten overstaan) 

seorang pejabat umum. 

b. Akta itu harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-

undang. 

                                                     
57 Philipus M. Hadjon, 2001, Formulir Pendaftaran Tanah Bukan Akta Otentik, Post, 

Surabaya, hal. 3. 
58 Irawan Soerodjo, 2003, Kepatsian Hukum Hak Atas Tanah di Indonesia, Arloka, 

Surabaya, hal. 148. 
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c. Pejabat umum oleh atau di hadapan siapa akta itu dibuat, harus 

mempunyai wewenang untuk membuat akta tersebut.  

2. Jenis-jenis Akta Notaris 

Dalam praktik kenotariatan di Indonesia, akta yang dibuat oleh 

Notaris merupakan bentuk akta otentik, yaitu akta yang dibuat sesuai 

dengan ketentuan undang-undang oleh pejabat umum yang berwenang. 

Akta otentik ini memiliki kekuatan pembuktian sempurna (volledig 

bewijs). Akta yang dibuat oleh Notaris terbagi ke dalam 2 (dua) jenis, 

yaitu akta relaas (relaasakte) dan akta partij (partijenakte), yang 

penjelasannya sebagai berikut : 

a. Akta Relass (relaasakte) 

Akta relaas adalah akta otentik yang berisi pernyataan atau keterangan 

mengenai peristiwa atau keadaan yang disaksikan sendiri oleh Notaris, 

atau yang terjadi di hadapan Notaris. Dalam hal ini, Notaris bertindak 

sebagai saksi fakta atau mencatat kejadian, bukan hanya mencatat 

kehendak para pihak. Adapun contoh akta relaas antara lain : 

1) Akta risalah rapat umum pemegang saham (RUPS); 

2) Akta van verklaring (pernyataan tentang kondisi fisik atau moral); 

3) Akta pengangkatan atau pengunduran diri pengurus badan hukum 

Karena sifatnya mencatat kejadian, akta relaas biasanya tidak memuat 

kehendak para pihak, tetapi lebih menekankan pada fakta atau peristiwa 

yang terjadi. Notaris membuatnya berdasarkan pengamatannya sendiri. 

Bukan hanya itu, menurut Pasal 38 ayat (1) huruf b UUJN, akta relaas 
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ditandatangani hanya oleh Notaris dan para penghadap yang hadir atau 

menyaksikan langsung oleh Notaris, karena menyangkut peristiwa yang 

terjadi di hadapan atau oleh Notaris sendiri. 

b. Akta Partij (partijenakte) 

Berbeda dengan akta relaas, akta partij adalah akta yang berisi 

kehendak, perjanjian, atau keterangan dari para pihak yang dituangkan 

dalam bentuk otentik oleh Notaris. Dalam hal ini, Notaris bertindak 

sebagai pencatat kehendak para pihak dan membuatkan dalam bentuk 

akta otentik sesuai dengan format dan ketentuan hukum yang berlaku. 

Adapun contoh akta partij yaitu : 

1) Akta pendirian PT, CV, yayasan, dan koperasi; 

2) Akta keterangan waris; 

3) Akta jual beli, hibah, dan perjanjian hutang-piutang; 

4) Akta perjanjian kerja sama atau perikatan lainnya. 

Dalam akta partij, yang yang paling penting adalah kehendak para 

pihak. Notaris memastikan bahwa isi akta telah dipahami oleh para 

pihak, dan semua syarat formil maupun materil telah dipenuhi sebelum 

akta ditandatangani., karena Menurut Pasal 38 ayat (1) huruf a UUJN, 

akta partij ditandatangani oleh para penghadap (pihak-pihak yang 

berkepentingan) dan Notaris, serta saksi-saksi bila diperlukan.3 Dalam 

akta ini, Notaris berkewajiban memberikan penjelasan hukum agar 

tidak terjadi kekeliruan atau ketidakseimbangan dalam isi perjanjian. 
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E.  Tinjauan Umum Tentang Bank Rakyat Indonesia 

1. Sejarah Bank Rakyat Indonesia 

Bank Rakyat Indone$sia (BRI) me$ru$pakan salah satu$ le$mbaga 

pe$rbankan milik ne$gara te$rbe$sar di Indone$sia. Le$mbaga ke$u$angan ini 

awalnya didirikan di Pu$rwoke$rto, Jawa Te$ngah ole$h Rade$n Be$i Aria 

Wirjaatmadja de$ngan nama De$ Poe$rwoke$rtosche$ Hu$lpe$n Spaarbank de$r 

Inlandsche$ Hoofde$n, yang be$rarti "Bank Bantu$an dan Simpanan Milik 

Kau$m Priyayi Pu$rwoke$rto". Bank ini didirikan de$ngan tu$ju$an u$tama u$ntu $k 

me$mbe$rikan layanan ke$u$angan ke$pada masyarakat pribu$mi Indone$sia. 

Tanggal pe$ndiriannya, yaitu$ 16 De$se$mbe$r 1895, ke$mu$dian dite$tapkan 

se$bagai hari ke$lahiran re$smi Bank Rakyat Indone$sia (BRI). 

Pada masa pasca-ke$me$rde$kaan Re$pu$blik Indone$sia, be$rdasarkan 

ke$te$ntu$an dalam Pe$ratu$ran Pe$me$rintah Nomor 1 Tahu$n 1946 Pasal 1, Bank 

Rakyat Indone$sia dite$tapkan se$bagai bank milik pe$me$rintah pe$rtama di 

Re$pu$blik Indone$sia. Namu$n, pada masa pe$rju$angan me$mpe$rtahankan 

ke$me$rde$kaan tahu$n 1948, ope$rasional Bank Rakyat Indone$sia se$mpat 

te$rhe$nti se$me$ntara waktu$. Aktivitasnya baru$ ke$mbali be$rjalan se$te$lah 

te$rcapainya Pe$rjanjian Re$nville$ pada tahu$n 1949, de$ngan nama baru$ yaitu $ 

Bank Rakyat Indone$sia Se$rikat. Se$lanju$tnya, me$lalu$i Pe$ratu$ran Pe$me$rintah 

Pe$ngganti U$ndang-U$ndang (PE$RPU$) Nomor 41 Tahu$n 1960, didirikan 

Bank Kope$rasi Tani dan Ne$layan (BKTN) se$bagai hasil pe$le$bu$ran antara 

Bank Rakyat Indone$sia, Bank Tani Ne$layan, dan Ne$de$rlandsche$ Hande$ls 

Maatschappij (NHM). Ke$mu$dian, be$rdasarkan Pe$ne$tapan Pre$side $n 
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(Pe$npre$s) Nomor 9 Tahu$n 1965, BKTN diinte$grasikan ke$ dalam stru$ktu $r 

Bank Indone$sia de$ngan nama Bank Indone$sia U $ru$san Kope$rasi Tani dan 

Ne$layan. Se$te$lah be$rope$rasi se$lama satu$ bu$lan, dite$rbitkan Pe$ne$tapan 

Pre$side$n Nomor 17 Tahu$n 1965 yang me$ngatu$r pe$mbe$ntu$kan bank 

tu$nggal de$ngan nama Bank Ne$gara Indone$sia. Dalam re$gu$lasi te$rse$bu$t, 

Bank Indone$sia U$ru$san Kope$rasi, Tani, dan Ne$layan (se$be$lu$mnya BKTN) 

diinte$grasikan dan be$ru$bah me$njadi Bank Ne$gara Indone$sia U$nit II Bidang 

E$kspor Impor (E$xim). 

Be$rdasarkan U$ndang-U$ndang Nomor 14 Tahu$n 1967 te$ntang 

U$ndang-U$ndang Pokok Pe$rbankan dan U$ndang-U$ndang Nomor 13 Tahu$n 

1968 me$nge$nai Bank Se$ntral, fu$ngsi Bank Indone$sia dike$mbalikan se$bagai 

bank se$ntral, se$me$ntara Bank Ne$gara Indone$sia U$nit II yang me$mbidangi 

se$ktor ru$ral dan e$kspor impor dipisahkan me$njadi du$a e$ntitas bank yang 

te$rpisah, yaitu$ Bank Rakyat Indone$sia dan Bank E$kspor Impor Indone$sia. 

Se$lanju$tnya, U $ndang-U$ndang Nomor 21 Tahu$n 1968 me$ne$tapkan ke$mbali 

tu$gas pokok Bank Rakyat Indone$sia se$bagai bank u$mu$m. 

Se$jak tanggal 1 Agu$stu$s 1992, be$rdasarkan U $ndang-U$ndang 

Pe$rbankan Nomor 7 Tahu$n 1992 dan Pe$ratu$ran Pe$me$rintah Nomor 21 

Tahu$n 1992, statu$s Bank Rakyat Indone$sia be$ru$bah me$njadi Pe$rse$roan 

Te$rbatas (PT). Pada pe$riode$ te$rse$bu$t, ke$pe$milikan saham Bank Rakyat 

Indone$sia masih se$pe$nu$hnya (100%) dimiliki ole$h Pe$me$rintah Re$pu$blik 

Indone$sia. Ke$mu$dian, pada tahu$n 2003, Pe$me$rintah Indone$sia me$ngambil 

ke$pu$tu$san u$ntu$k me$le$pas 30% saham bank te$rse$bu$t, se$hingga me$njadikan 
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Bank Rakyat Indone$sia se$bagai pe$ru$sahaan pu$blik de$ngan nama re$smi PT. 

Bank Rakyat Indone$sia (Pe$rse$ro) Tbk, yang hingga saat ini masih 

digu$nakan. 

2. Produk Simpanan Bank Rakyat Indonesia 

Se$iring be$rtambahnya ju$mlah bank, pe$rsaingan u$ntu$k me$narik dana 

dari masyarakat se$makin me$ningkat. Se$mu$a bank be$rlomba me$nghimpu$n 

dana dari masyarakat yang nantinya akan disalu$rkan ke$mbali ke$pada 

masyarakat yang me$mbu$tu$hkan baik u$ntu$k tu$ju$an produ$ktif mau$pu$n 

konsu$mtif, kare$na bagi bank dana me$ru$pakan pe$rsoalan yang paling 

u$tama. Tanpa adanya dana, bank tidak akan be$rfu$ngsi se$bagaimana 

layaknya. Dana bank be$rasal dari modal se$ndiri dan modal cadangan 

hanya se$be$sar 7% (tu$ju$h pe$rse$n) sampai de$ngan 8% (de$lapan pe$rse$n) dari 

total aktiva pada bank te$rse$bu$t. Dana yang dihimpu$n dari masyarakat 

biasanya disimpan dalam be$ntu$k tabu$ngan, giro, dan de$posito. Adapu$n 

pe$nje$lasannya yaitu$ : 

a. Tabu$ngan BRI 

Tabu$ngan me$nu$ru$t U$ndang-U$ndang Pe$rbankan No. 10 Tahu$n 

1998 adalah simpanan masyarakat yang pe$narikannya dapat dilaku$kan 

ole$h pe$nabu$ng se$waktu$-waktu$ pada saat dike$he$ndaki dan me$nu$ru $t 

syarat-syarat te$rte$ntu$ yang te$lah dite$tapkan ole$h bank pe$nye$le$nggara. 

Adapu$n be$be$rapa produ$k tabu$ngan BRI yaitu$ : Simpe$de$s (Simpe$de $s 

U $mu$m, Simpe$de$s Bisa, Simpe$de$s U$MI, Simpe$de$s U$saha, dan 

Simpe$de$s TKI), Britama (Britama U$mu$m, Britama Bisnis, Britama X, 
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Britama Re$ncana, dan Britama Valas), Britama Ju$nio, Simpe $l 

(Simpanan Pe$lajar), dan Tabu$nganKu$. 

b. Giro 

Produ$k Giro BRI adalah re$ke$ning simpanan yang me$mbe$rikan 

ke$mu$dahan dalam be$rtransaksi u$ntu$k bisnis atu$a individu$ yang 

me$mbu$tu$hkan limit transaksi be$sar. Giro BRI be$rbe$da se$pe$rti tabu$ngan, 

Giro BRI tidak difasilitasi bu$ku$ tabu$ngan dan kartu$ ATM te$tapi 

difasilitasi me$nggu$nakan ce$k atau$ Bilye $t Giro (BG), namu$n pe$narikan 

dapat dilaku$kan se$waktu$-se$waktu$. BRI me$mpu$nyai 2 produ$k giro yaitu $ 

Giro BRI Ru$piah dan Giro BRI Valas. Se$lain itu$, Giro ju$ga nanti akan 

difalisilitasi de$ngan platform Qlola by BRI, yang me$mu$dahkan nasabah 

dalam me$nge$lola transaksi bisnisnya se$cara online$. 

c. De$posito 

De$posito me$ru$pakan produ$k simpanan dalam ru$piah milik 

de$posan yang pe$narikannya dilaku$kan se$te$lah jangka waktu$ te$rte$ntu $ 

me$nu$ru$t pe$rjanjian antara bank de$ngan pe$nyimpan (de$posan). Apabila 

waktu$ yang dite$ntu$kan habis, de$posan dapat me$narik de$posito 

be$rjangka te$rse$bu$t atau$ me$mpe$rpanjang de$ngan pe$riode$ yang 

diinginkan. Prose$du$r pe$mbu$kaan simpanan de$posito dimu$lai de$ngan 

pe$nje$lasan dari pe$jabat bank, jika di Bank BRI biasanya Cu$stome$r 

Se$rvice$ (CS) me$mbe$rikan pe$nje$lasan ke$pada calon de$posan me$nge$nai 

se$gala se$su$atu$ yang haru$s diisi dalam formu$lir AR-01 se$pe$rti ide$ntitas 

diri, nama ibu$ kandu$ng, dll. Se$te$lah formu$lir AR-01 ini di isi maka di 
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cocokkan de$ngan ide$ntitas asli be$ru$pa KTP, bu$ku$ tabu$ngan, dan ju$ga 

kartu$ ATM yang haru$s dilampirkan se$bagai syarat pe$mbu$kaan re$ke$ning 

de$posito. Se$te$lah itu$, Cu$stome$r Se$rvice$ (CS) akan me$nginpu$t data-data 

nasabah yang dipe$rlu$kan ke$ dalam siste$m de$ngan me$nawarkan jangka 

waktu$ yang di pilih apakah 1, 3, 6, 12, 24, bahkan 36 bu$lan, dan tidak 

lu$pa Cu$stome$r Se$rvice$ (CS) akan me$nje$laskan be$rapa su$ku$ bu$nga 

pe$rjangka waktu$ yang dipilih, kare$na be$rbe$da jangka waktu$ maka 

be$rbe$da ju$ga su$ku$ bu$nganya.
59

  

Su$ku$ bu$nga de$posito BRI akan dibayarkan se$tiap bu$lan ke$ 

re$ke$ning indu$k de$posan, namu$n bu$nga de$posito BRI se$lalu$ me$ngiku$ti 

su$ku$ bu$nga Bank Indone$sia yang mana tidak se$lalu$ stabil. Se$lain itu$, 

de$posito BRI ke$tika datang langsu$ng ke$ U$nit Ke$rja minimal de$posito 

yaitu$ se$be$sar Rp. 10.0000.000,00 (se$pu$lu$h ju$ta ru$piah). Se$te$lah 

pe$nginpu$tan data-data nasabah yang dipe$rlu$kan, maka Cu$stome$r 

Se$rvice$ (CS) akan me$mbu$atkan nota pe$nye$toran de$posito yang 

ditandatangani ole$h Cu$stome$r Se$rvice$ (CS) dan ju$ga calon de$posan 

yang mana pe$mbu$ku$annya akan dilaku$kan di Te$lle$r dan ditandatangani 

ole$h Te$lle$r. Ke$mu$dian, se$te$lah pe$mbu$ku$an pe$mbu$kaan re$ke$ning 

de$posito se$le$sai, nota pe$nye$toran de$posito te$rse$bu$t akan dike$mbalikan 

ke$pada Cu$stome$r Se$rvice$ (CS) dan Cu$stome$r Se$rvice$ (CS) akan 

me$mbu$atkan tanda bu$kti de$posito be$ru$pa bilye$t de$posito yang 

ditandatangani ole$h pe$jabat bank yang be$rwe$nang se$u$sai de$ngan 

                                                     
59 Suparman Man S. & Endang, 2004, Hukum Asuransi, PT. Akumni, Bandung, hal. 92. 
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nomimal yang di de$positokan, se$rta bilye$t de$posito ini nantinya 

digu$nakan u$ntu$k pe$ncairan de$posito se$su$ai de$ngan jangka waktu$ yang 

dipilih. Namu$n, ke$tika su$dah te$rle$wat dari jangka waktu$ yang dipilih 

maka de$posito te$rse$bu$t akan dipe$rpanjang otomatis.  

De$posito dikatakan me$njadi produ$k simpanan yang me$miliki 

risiko re$ndah kare$na de$posito me$miliki jaminan LPS (Le$mbaga 

Pe$njamin Simpanan) de$ngan syarat te$rte$ntu$. Jaminan dari LPS 

(Le$mbaga Pe$njamin Simpanan) te$rse$bu$t be$rlaku$ jika de$posito yang 

dijaminkan nominalnya ku$rang dari Rp. 2.000.000.000,00 (du$a milyar 

ru$piah) dan su$ku$ bu$nga maskimal 17,5% (tu$ju$h be$las koma lima 

pe$rse$n). Ole$h kare$na iru$, bagi de$posan yang me$mpu$nyai de$posito yang 

nilainya le$bih dari Rp. 2.000.000.000,00 (du$a milyar ru$piah) $atau 

bu$nganya me$le$wati pre$se$ntase$, maka LPS (Le$mbaga Pe$njamin 

Simpanan) tidak akan me$njamin dana de$posito milik de$posan te$rse$bu$t. 

Hal itu$ dise$babkan de$posito me$ru$pakan produ$k ke$na pajak. Jadi, 

ke$u$ntu$ngan yang de$posan te$rima te$rle$bih dahu$lu$ haru$s be$ru$ru$san 

de$ngan potongan pajak yang be$sarnya sampai 20% (du$a pu$lu$h) pe$rse$n. 

Me$skipu$n be$gitu$, masih ada 80% (de$lapan pu$lu$h) pe$rse$n ke$u$ntu$ngan 

yang bisa dite$rima.
60

 

                                                     
60 Annisa Sulistyo Rini, https://finansial.bisnis.com/read/20240313/90/1748046/cara-

menghitung-bunga-deposito-rp100-juta-per-bulan-dan-rumusnya diakses pada tanggal 24 Mei 

2025 pkl 15.14 WIB. 

https://finansial.bisnis.com/read/20240313/90/1748046/cara-menghitung-bunga-deposito-rp100-juta-per-bulan-dan-rumusnya
https://finansial.bisnis.com/read/20240313/90/1748046/cara-menghitung-bunga-deposito-rp100-juta-per-bulan-dan-rumusnya
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BAB III 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Tanggung Jawab Notaris dalam Pembuatan Akta Keterangan Waris 

Guna Pencairan Dana Deposito Berjangka Pada Bank Rakyat Indonesia 

(Studi Kasus BRI Cabang Tambun Kabupaten Bekasi) 

Dalam siste$m hu$ku$m Indone$sia, Notaris me$miliki pe$ranan se$ntral 

dalam me$njamin ke$pastian hu$ku$m me$lalu$i akta ote$ntik yang dibu$atnya. Salah 

satu$ produ$k hu$ku$m Notaris yang me$me$gang pe$ran pe$nting dalam praktik 

pe$rbankan dan pe$warisan adalah Akta Ke$te$rangan Waris (AKW). Akta 

Keterangan Waris (AKW) me$njadi doku$me$n vital dalam prose$s pe$ncairan 

dana simpanan nasabah yang te$lah me$ninggal du$nia, khu$su$snya dalam be$ntu $k 

de$posito be$rjangka. Dalam konte$ks ini, Bank Rakyat Indone$sia se$lanju$tnya 

dise$bu$t Bank BRI, khu$su$snya Cabang Tambu$n Kabu$pate$n Be$kasi, se$ringkali 

me$nghadapi pe$rmohonan pe$ncairan dana ole$h pihak yang me$ngaku$ se$bagai 

ahli waris. Ole$h kare$na itu$, Bank BRI me$nsyaratkan adanya Akta Keterangan 

Waris (AKW) se$bagai dasar hu$ku$m yang sah u$ntu$k me$yakinkan bahwa dana 

disalu$rkan ke$pada pihak yang be$nar dan be$rhak se$cara hu$ku$m. 

Akta Ke$te$rangan Waris (AKW) yang dibu$at ole$h Notaris me$miliki 

ke$du$du$kan hu$ku$m yang ku$at apabila disu$su$n se$su$ai de$ngan ke$te$ntu$an 

pe$ru$ndang-u$ndangan yang be$rlaku$. Dasar hu$ku$m yang me$njadi landasan bagi 

pe$mbu$atan  Akta Keterangan Waris (AKW) antara lain adalah U $ndang-

U$ndang Nomor 2 Tahu$n 2014 te$ntang Pe$ru$bahan atas U$ndang-U$ndang 
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Nomor 30 Tahu$n 2004 te$ntang Jabatan Notaris (U$U $JN), Kitab U $ndang-

U$ndang Hu$ku$m Pe$rdata (BW), se$rta be$rbagai pe$ratu$ran pe$laksana lainnya 

yang re$le$van. Me$ru$ju$k pada ke$te$ntu$an Pasal 15 U$U $JN, Notaris dibe$rikan 

ke$we$nangan u$ntu$k me$mbu$at akta ote$ntik, te$rmasu$k Akta Keterangan Waris 

(AKW), yang se$cara yu$ridis me$miliki ke$ku$atan pe$mbu$ktian se$mpu$rna dan 

me$ngikat para pihak yang be$rsangku$tan di hadapan hu$ku$m. Ole$h kare$na itu$, 

prose$s pe$mbu$atan Akta Keterangan Waris (AKW) ole$h Notaris haru$s 

dilaksanakan de$ngan ke$hati-hatian, ke$te$litian, se$rta didasarkan pada doku$me$n 

dan bu$kti otentik yang dapat dipe$rtanggu$ngjawabkan se$cara hu$ku$m, gu$na 

me$nghindari te$rjadinya se$ngke$ta atau$ pe$nyalahgu$naan informasi yang dapat 

me$ru$gikan pihak-pihak te$rkait. 

Dalam konte$ks pe$laksanaan ke$we$nangan te$rse$bu$t, Notaris tidak hanya 

be$rtindak se$bagai pe$jabat u$mu$m yang me$njalankan tu$gas ke$notariatan 

se$mata-mata atas dasar le$galitas normatif, me$lainkan ju$ga se$bagai pe$nye$dia 

jasa hu$ku$m yang me$layani ke$pe$ntingan masyarakat. Notaris be$rada dalam 

posisi strate$gis yang me$nje$mbatani ke$pe$ntingan hu$ku$m klie$n de$ngan 

ke$te$ntu$an pe$ru$ndang-u$ndangan, se$hingga pe$laksanaan tu$gasnya me$me$rlu$kan 

pe$rpadu$an antara ke$patu$han te$rhadap hu$ku$m dan tanggu$ng jawab profe$sional 

dalam me$mbe$rikan layanan. Hu$bu$ngan antara Notaris dan klie$n se$jatinya 

me$ru$pakan be$ntu$k hu$bu$ngan ke$pe$rdataan yang be$rsifat kontraktu$al, yang 

be$rlandaskan pada ke$pe$rcayaan, ke$se$pahaman, dan itikad baik dari ke$du$a 

be$lah pihak. Ole$h kare$na itu$, me$skipu$n Notaris me$miliki otoritas pu$blik, 

pe$laksanaan ke$we$nangannya te$tap haru$s me$mpe$rtimbangkan prinsip-prinsip 
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pe$layanan jasa hu$ku$m se$cara profe$sional, obje$ktif, dan be$rinte$gritas tinggi, 

agar akta yang dihasilkan, te$rmasu$k Akta Keterangan Waris (AKW), be$nar-

be$nar me$nce$rminkan ke$be$naran hu$ku$m dan ke$he$ndak para pihak. 

Le$bih lanju$t, ke$be$radaan Notaris dalam masyarakat sangat be$rgantu$ng 

pada ke$be$rlanju$tan hu$bu$ngan antara ke$bu$tu$han hu$ku$m masyarakat de$ngan 

ku$alitas layanan yang dibe$rikan. Klie$n me$ndatangi kantor Notaris pada 

dasarnya kare$na me$mbu$tu$hkan bantu$an hu$ku$m dalam be$ntu$k jasa pe$mbu$atan 

akta yang sah dan me$miliki ke$ku$atan hu$ku$m yang me$ngikat. Ole$h kare$na itu $, 

dalam me$njalankan profe$sinya, Notaris ditu$ntu$t u$ntu$k me$mbe$rikan pe$layanan 

te$rbaik, me$ngingat jasa ke$notariatan me$ru$pakan be$ntu$k ke$giatan u$saha yang 

pada u$mu$mnya lahir dari ke$se$pakatan ke$du$a be$lah pihak pe$nye$dia dan 

pe$ne$rima jasa, yang be$rtu$ju$an me$ncapai ke$pastian dan pe$rlindu$ngan hu$ku$m. 

Fakta ini me$nu$nju$kkan bahwa pe$ran Notaris tidak akan be$rmakna apabila 

tidak didasarkan pada ke$bu$tu$han hu$ku$m dari masyarakat. De$ngan de$mikian, 

profe$sionalitas dan ku$alitas layanan me$njadi fondasi u$tama yang haru$s 

se$nantiasa dijaga ole$h Notaris dalam me$njalankan pe$ran dan tanggu$ng 

jawabnya se$bagai pe$jabat u$mu$m se$kaligu$s pe$nye$dia jasa hu$ku$m. 

Produ$k hu$ku$m yang dihasilkan ole$h Notaris, dalam be$ntu$k akta ote$ntik, 

me$miliki pe$ran yang sangat pe$nting se$bagai alat bu$kti te$rtu$lis yang me$miliki 

ke$ku$atan pe$mbu$ktian paling se$mpu$rna dalam siste$m hu$ku$m Indone$sia. 

Ke$be$radaan akta ote$ntik te$rse$bu$t me$njadi u$nsu$r kru$sial dalam me$njamin 

ke$pastian dan pe$rlindu$ngan hu$ku$m dalam be$rbagai aspe$k ke$hidu$pan 

masyarakat bu$kan hanya dalam du$nia pe$rbankan, namu$n dalam hu$bu$ngan 
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bisnis, transaksi pe$rtanahan, ke$giatan sosial, se$rta dalam hal pe$warisan. 

Se$iring de$ngan me$ningkatnya komple$ksitas inte$raksi sosial dan e$konomi, 

baik di tingkat nasional, re$gional, mau$pu$n global, ke$bu$tu$han akan doku$me$n 

le$gal yang sah dan dapat dipe$rtanggu$ngjawabkan se$cara hu$ku$m pu$n se$makin 

me$ningkat. Dalam konte$ks ini, pe$ran Notaris me$njadi se$makin signifikan 

kare$na produ$k hu$ku$m yang dihasilkannya tidak hanya me$me$nu$hi ke$bu$tu$han 

administratif, te$tapi ju$ga me$njadi fondasi u$tama dalam me$wu$ju$dkan ke$pastian 

hu$ku$m dalam be$rbagai be$ntu$k hu$bu$ngan hu$ku$m di masyarakat. 

Be$rdasarkan U$ndang-U$ndang Nomor 30 Tahu$n 2014 te$ntang 

Pe$ru$bahan atas U $ndang-U$ndang Nomor 2 Tahu$n 2004 te$ntang Jabatan 

Notaris (U$U$JN), Pasal 15 ayat (1) me$nye$bu$tkan bahwa “Notaris be$rwe$nang 

me$mbu$at akta ote$ntik me$nge$nai se$mu$a pe$rbu$atan, pe$rjanjian, dan ke$te$tapan 

yang diharu$skan ole$h pe$ratu$ran pe$ru$ndang-u$ndangan dan/atau$ yang 

dike$he$ndaki ole$h yang be$rke$pe$ntingan u$ntu$k dinyatakan dalam akta ote$ntik, 

me$njamin ke$pastian tanggal pe$mbu$atan akta, me$nyimpan akta, me$mbe$rikan 

grosse$, salinan dan ku$tipan akta, se$mu$anya itu$ se$panjang pe$mbu$atan akta-

akta itu$ tidak ju$ga ditu$gaskan atau$ dike$cu$alikan ke$pada pe$jabat lain atau $ 

orang lain yang dite$tapkan ole$h u$ndang-u$ndang.” 

Dari bu$nyi Pasal 15 ayat (1) U$U$JN di atas, maka dapat disimpu$lkan 

bahwa Notaris se$bagai pe$jabat yang dibe$ri ke$we$nangan ole$h ne$gara u$ntu$k 

me$mbu$at alat bu$kti dalam be$ntu$k akta ote$ntik dalam hal ini be$rwe$nang 

me$mbu$at Akta Ke$te$rangan Waris (AKW). Dimana Akta Keterangan Waris 

ini adalah su$rat yang dijadikan dasar adanya hak bagi pihak ahli waris u$ntu$k 
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me$laku$kan pe$rbu$atan hu$ku$m atas su$atu$ warisan yang ditinggalkan pe$waris.
61

 

Di Indone$sia, ke$te$ntu$an pe$mbu$atan Surat Keterangan Waris dapat dilakukan 

oleh tiga pe$jabat umum atau$ instansi yang me$miliki we $we$nang, yakni Notaris 

dalam bentuk Akta Keterangan Waris diatur dalam Pasal 111 ayat (1) huruf c 

angka 5 PMA ATR/BPN No. 16 Tahun 2021 yang menyatakan bahwa 

Notaris dapat membuat Akta Keterangan Waris sebagai bukti waris untuk 

semua Warga Negara Indonesia (WNI) tanpa membedakan golongan, Lu$rah 

be$se$rta Camat yang diatur dalam Pasal 111 ayat (1) huruf c angka 4 PMA 

ATR/BPN Nomor 16 Tahun 2021 yang menyatakan bahwa Surat Keterangan 

Waris dapat dibuat dengan disaksikan dua orang saksi serta diketahui lurah 

dan camat sah untuk penduduk asli, dan Balai Harta Pe $ninggalan (BHP) yang 

secara resmi diatur dalam Pasal 3 Peraturan Menteri Hukum dan HAM 

Nomor 7 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja BHP yang mengatur 

BHP berfungsi menerbitkan Surat Keterangan Waris untuk golongan timur 

asing. 

Dari ke$te$ntu$an di atas maka dapat dike$tahu$i bahwa Akta Ke$te$rangan 

Waris (AKW) u$ntu$k Warga Ne$gara Indone$sia (WNI) dibu$at ole$h Notaris. 

Kare$na de$ngan adanya Akta Keterangan Waris (AKW) te$rse$bu$t maka kita 

dapat me$nge$tahu$i de$ngan te$pat dan siapa saja yang be$rhak atas harta yang 

ditinggalkan ole$h pe$waris. Dalam hal ini, Akta Keterangan Waris (AKW) 
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yang digu$nakan gu$na pe$ncairan dana de$posito be$rjangka pada Bank Rakyat 

Indone$sia (BRI), yang mana Bank BRI me$nsyaratkan apabila de$posito di atas 

Rp. 500.000.000,00 (lima ratu$s ju$ta ru$piah) maka Akta Keterangan Waris 

(AKW) wajib dibu$at ole$h Notaris u$ntuk seluruh Warga Ne$gara Indone$sia 

(WNI). Se$dangkan de$posito di bawah nominal Rp. 500.000.000,00 (lima 

ratu$s ju$ta ru$piah) cu$ku$p Surat Keterangan Waris yang dibu$at ole$h De$sa 

de$ngan dike$tahu$i ole$h Camat te$mpat tinggal pe$waris.
62

 

Ahli waris yang datang ke$ Bank BRI he$ndak me$ncairkan dana de$posito 

be$rjangka te$rse$bu$t haru$s me$mbawa doku$me$n-doku$me$n pe$ndu$ku$ng, se$pe$rti :
63

 

1. Bu$ku$ tabu$ngan pe$waris yang me$ninggal dunia; 

2. Kartu$ Tanda Pe$ndu$du$k (KTP) pe$waris yang me$ninggal dunia (jika masih 

ada) dan fotocopy nya; 

3. Bilye$t de$posito; 

4. Fotocopy Akta Ke$matian yang dike$lu$arkan ole$h Dinas Ke$pe$ndu$du$kan dan 

Pe$ncatatan Sipil se$te$mpat; 

5. Surat Keterangan Waris dan/atau Akta Ke$te$rangan Waris; 

6. Fotocopy KTP se$lu$ru$h ahli waris; 

7. Fotocopy su$rat nikah Almarhu$m/Almarhu$mah; 

8. Fotocopy Kartu$ Ke$lu$arga; 

9. Su$rat ku$asa pe$ncairan dana se$bagai yang me$wakili se$lu$ru$h ahli waris 

apabila se$lu$ru$h ahli waris be$rhalangan hadir, dan apabila ahli waris adalah 
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tu$nggal maka haru$s me$mbu$at su$rat pe$rnyataan di atas mate$rai bahwa ahli 

waris tu$nggal akan me$ncairkan dana dari re$ke$ning pe$mbe$ri waris de$ngan 

me$nye$rtakan nomor re$ke$ning dalam su$rat pe$rnyataan be$rmate$rai te$rse$bu$t. 

10. Fotocopy Su$rat Wasiat (jika ada). 

Se$lu$ru$h doku$me$n pe$ndu$ku$ng yang dise$rahkan ole$h ahli waris wajib 

dapat dibu$ktikan ke$asliannya me$lalu$i pe$nu$nju$kan doku$me$n asli pada saat 

prose$s pe$ncairan dana de$posito be$rjangka dilaku$kan. Dalam tahapan ini, ahli 

waris yang te$lah me$mpe$role$h ku$asa u$ntu$k me$laku$kan pe$ncairan diwajibkan 

me$ngisi formu$lir pe$nu$tu$pan re$ke$ning atas nama pe$waris yang te$lah 

me$ninggal du$nia se$bagai bagian dari prose$du$r administratif pe$rbankan. 

Se$lanju$tnya, doku$me$n asli akan dipe$riksa dan dicocokkan ole$h pihak bank 

gu$na me$mastikan ke$absahan dan keotentikannya se$belu$m dana dapat 

dicairkan. Se$te$lah se$lu$ru$h prose$s pe$ncairan se$le$sai dan dinyatakan sah ole$h 

pihak bank, doku$me$n asli te$rse$bu$t akan dike$mbalikan ke$pada ahli waris atau $ 

pihak yang be$rsangku$tan se$su$ai ke$te$ntu$an yang be$rlaku$. 

Dalam hal se$orang pe$waris me$ninggalkan du$a istri atau$ le$bih be$se$rta 

anak-anak yang sah, dan se$lu$ru$h pihak te$rse$bu$t me$ru$pakan bagian dari 

pe$rkawinan yang diaku$i se$cara hu$ku$m se$rta dapat me$mbu$ktikan statusnya 

se$bagai ahli waris yang sah me$lalu$i Akta Ke$te$rangan Waris (AKW) yang 

dibu$at ole$h Notaris, maka se$cara yu$ridis masing-masing pihak me$miliki hak 

yang se$tara atas pe$ncairan dana de$posito be$rjangka pe$ninggalan pe$waris. 

Namu$n, gu$na me$nghindari pote$nsi konflik atau$ pe$rse$lisihan di hadapan pihak 

bank, maka bank akan me$nyarankan agar para ahli waris te$rle$bih dahu$lu $ 
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me$laku$kan mu$syawarah be$rsama u$ntu$k me$ncapai ke$se$pakatan me$nge$nai 

pe$mbagian hak waris. Dalam konte$ks ini, pihak bank hanya be$rpe$ran se$bagai 

fasilitator administratif dan tidak turut campu$r dalam substansi pe$mbagian 

warisan. Se$te$lah para ahli waris me$ncapai ke$se$pakatan yang ditu$angkan 

se$cara te$rtu$lis me$nge$nai proporsi pe$mbagian dana, baru$lah bank 

me$laksanakan prose$s pe$ncairan de$posito be$rjangka se$su$ai de$ngan 

ke$se$pakatan te$rse$bu$t.
64

 

Se$hu$bu$ngan de$ngan komple$ksitas pe$rsyaratan hukum yang me$ngatu $r 

pe$ranan ahli waris dalam prose$s pe$warisan di atas, Notaris me$miliki tanggu$ng 

jawab pe$nting dalam pe$nyu$su$nan Akta Keterangan Waris (AKW). Dalam hal 

ini, Notaris wajib me$mpe$rhatikan se$ju$mlah aspe$k hu$ku$m yang me$ndasar 

gu$na me$mastikan ke$absahan dan ke$be$rlaku$an akta te$rse$bu$t di hadapan hu$ku$m 

mau$pu$n le$mbaga ke$u$angan. Salah satu$ hal yang haru$s me$njadi pe$rhatian 

u$tama adalah me$nge$nai te$mpat tinggal te$rakhir dari pe$waris. Te$mpat tinggal 

te$rakhir pe$waris haru$s se$cara je$las dise$bu$tkan dalam Akta Keterangan Waris 

(AKW) kare$na hal te$rse$bu$t be$rkaitan e$rat de$ngan yu$risdiksi hu$ku$m yang 

be$rlaku$, se$rta akan me$me$ngaru$hi pe$ne$ntu$an domisili hukum dalam prose$s 

administratif dan yu$ridis te$rkait warisan.
65

 

Pe$rlu$ dite$gaskan bahwa te$mpat me$ninggalnya pe$waris tidak se$lalu $ 

me$njadi faktor yang me$ne$ntu$kan dalam pe$rsoalan warisan. Hal ini 

dise$babkan kare$na dalam hu$ku$m waris, yang le$bih re$le$van adalah te$mpat 
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domisili te$rakhir pe$waris se$be$lu$m wafat, yang me$nu$nju$kkan ke$te$rikatan 

hu$ku$m se$rta administrasi sipil dari pe$waris yang mana nanti te$rcantu$m dalam 

su$rat ke$matian. De$ngan de$mikian, Notaris haru$s be$rhati-hati dan ce$rmat 

dalam me$ne$lu$su$ri dan me$ncantu$mkan informasi me$nge$nai domisili te$rakhir 

pe$waris, agar tidak me$nimbu$lkan ke$ke$liru$an hu$ku$m di ke$mu$dian hari, 

te$ru$tama dalam hal ve$rifikasi ahli waris ole$h le$mbaga pe$rbankan se$pe$rti Bank 

Rakyat Indone$sia.
66

 Ole$h kare$na itu$, tanggu$ng jawab Notaris me$njadi sangat 

signifikan dalam me$njamin bahwa bank tidak salah dalam me$nye$rahkan dana 

ke$pada pihak yang tidak be$rhak. Ke$salahan dalam pe$mbu$atan Akta 

Keterangan Waris (AKW) dapat be$rdampak pada mu$ncu$lnya se$ngke$ta waris 

di ke$mu$dian hari, se$rta me$nimbu$lkan pote$nsi ke$ru$gian baik bagi bank 

mau$pu$n para ahli waris lainnya yang mu$ngkin tidak te$rcantu$m dalam 

doku$me$n te$rse$bu$t. 

Salah satu$ pe$rtanggu$ngjawaban Notaris yakni te$rhadap pe$laksanaan 

pe$mbagian warisan yang mana se$be$narnya Notaris tidak wajib u$ntu$k 

me$laksanakannya, namu$n dalam hal ini be$rgantu$ng ke$pada klie$n yang ingin 

me$laksanakan pe$mbagian warisan se$ndiri atau$ dise$rahkan ke$pada Notaris. 

Jika dise$rahkan ke$pada Notaris, maka Notaris akan me$nge$ce$k te$rle$bih dahu$lu $ 

kepada Dinas Pusat Daftar Wasiat, apakah ada wasiat te$rhadap warisan yang 

ditinggalkan. Jika me$mang ada wasiat maka haru$s dipe$rtimbangkan te$rle$bih 

dahu$lu$ ole$h pihak ke$lu$arga atau$ ole$h se$mu$a ahli waris bahwasannya se$tu$ju$ 

atau$ tidak te$rkait de$ngan wasiat te$rse$bu$t. Jika me$mang se$tu$ju$ maka Notaris 
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me$minta pe$rse$tu$ju$an ke$lu$arga apakah wasiat te$rse$bu$t akan dilaksanakan 

se$ndiri atau$ dibantu$ ole$h Notaris, jika dibantu$ ole$h Notaris maka Notaris akan 

me$me$riksa apakah pe$mbagian me$nu$ru$t isi su$rat wasiat me$langgar u$ndang-

u$ndang yang be$rlaku$ atau$ tidak. Jika de$mikian adanya, maka baru$lah 

diadakan pe$rbaikan atas dasar pe$rmintaan para le$gitimaris (yaitu$ de$ngan 

inkorting atau$ pe$ngu$rangan). Se$baliknya jika tidak ada yang me$nu$ntu$t, maka 

pe$mbagian dilaku$kan me$nu$ru$t isi su$rat wasiat.
67

 Ole$h kare$nanya pe$nting bagi 

Notaris dalam me$mbu$at Akta Keterangan Waris (AKW) pe$rlu$ me$laku$kan 

pe$nge$ce$kan apakah ada su$rat wasiat atau$ tidak di Pusat Daftar Wasiat.  

Se$te$lah dike$tahu$i ke$be$radaan atau$ ke$tiadaan su$rat wasiat dari pe$waris, 

maka ke$wajiban yang haru$s dilaksanakan ole$h Notaris adalah me$laku$kan 

ve$rifikasi se$cara ce$rmat te$rhadap se$lu$ru$h doku$me$n yang me$njadi pe$rsyaratan 

administratif. Doku$me$n-doku$me$n te$rse$bu$t antara lain be$ru$pa Kartu$ Tanda 

Pe$ndu$du$k (KTP) para ahli waris, Kartu$ Ke$lu$arga (KK), Akta Pe$rkawinan, 

se$rta Akta Ke$lahiran. Se$lu$ru$h doku$me$n te$rse$bu$t pe$rlu$ dipadankan de$ngan 

ke$te$rangan dari saksi-saksi yang dihadirkan, yang biasanya be$rju$mlah du$a 

orang dan me$ru$pakan individu$ yang me$miliki hu$bu$ngan ke$de$katan de$ngan 

pe$waris, baik se$cara ke$ke$rabatan mau$pu$n lingku$ngan sosial. Saksi dari 

ke$lu$arga de$kat atau$ se$darah tidak dilarang se$cara hu$ku$m u$ntu$k me$mbe$rikan 

ke$te$rangan, bahkan ju$stru$ le$bih baik apabila yang be$rsangku$tan me$mahami 

riwayat ke$lu$arga pe$waris se$cara langsu$ng. Apabila pe$waris tidak me$miliki 
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ke$lu$arga de$kat, maka saksi dapat diambil dari te$tangga yang me$miliki 

hu$bu$ngan e$rat dan inte$ns de$ngan pe$waris se$lama hidu$pnya.
68

 

Ke$te$rangan dari saksi bu$kan hanya dipe$rlu$kan u$ntu$k me$ncocokkan data 

administratif se$mata, me$lainkan ju$ga u$ntu$k me$ngu$ngkapkan fakta-fakta 

su$bstantif yang tidak te$rtu$ang dalam doku$me$n re$smi. Hal-hal te$rse$bu$t 

me$lipu$ti ke$mu$ngkinan adanya anak pe$waris lain yang akta ke$lahirannya tidak 

dipe$rlihatkan, ke$be$radaan pe$rjanjian pe$rkawinan, pote$nsi pe$rnikahan lain 

yang pe$rnah dilaku$kan ole$h pe$waris, se$rta aspe$k-aspe$k lainnya yang 

be$rpote$nsi me$mpe$ngaru$hi pe$ne$tapan ahli waris yang sah, te$tapi tidak 

te$rce$rmin dalam be$rkas re$smi yang te$rse$dia. 

Se$jalan de$ngan itu$, pe$ranan du$a orang saksi pe$ngu$at adalah u$ntu$k 

me$ne$gaskan ke$be$naran isi doku$me$n mau$pu$n pe$rnyataan para ahli waris. Ole$h 

kare$na itu$, para saksi pe$ngu$at yang diaju$kan haru$s me$mbe$rikan ke$te$rangan 

se$cara ju$ju$r dan be$nar, se$rta me$mahami se$pe$nu$hnya isi dari akta yang akan 

dibu$at. Notaris wajib me$ncantu$mkan di bagian akhir akta su$atu$ pe$rnyataan 

bahwa saksi pe$ngu$at te$lah me$nge$tahu$i dan me$mbe$narkan se$lu$ru$h isi akta 

te$rse$bu$t. Apabila dipe$rlu$kan u$ntu$k me$mpe$rte$gas ke$absahan dan ke$ju$ju$ran 

para saksi, Notaris dapat me$minta me$re$ka me$ngu$capkan su$mpah di hadapan 

pe$jabat yang be$rwe$nang. Ke$te$ntu$an me$nge$nai ke$wajiban saksi u$ntu $k 

me$ngangkat su$mpah ini diatu$r dalam Pasal 1911 Kitab U$ndang-U$ndang 

Hu$ku$m Pe$rdata (KU$HPe$rdata) yang me$nyatakan bahwa "se$tiap saksi 
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diwajibkan me$nu$ru$t agamanya u$ntu$k be$rsu$mpah atau$ be$rjanji bahwa ia akan 

me$mbe$rikan ke$te$rangan yang se$be$nar-be$narnya". 

Se$lain itu$, pe$rtanggu$ngjawaban Notaris dalam pe$mbu$atan Akta 

Keterangan Waris se$jalan de$ngan te$ori pe$rtanggu$ngjawaban yang 

dike$mu$kakan Hans Ke$lse$n yaitu$ : 

1. Pe$rtanggu$ngjawaban individu$ ini me$ngandu$ng makna bahwa se$orang 

individu$ be$rtanggu$ng jawab se$pe$nu$hnya atas pe$rbu$atan me$lawan hu$ku $m 

yang dilaku$kan se$cara pribadi. Dalam konte$ks ini, Notaris se$bagai pe$jabat 

u$mu$m yang dibe$ri we$we$nang u$ntu$k me$mbu$at akta ote$ntik be$rtanggu$ng 

jawab se$cara pe$rdata, pidana, mau$pu$n administratif atas se$tiap tindakan 

me$lawan hu$ku$m yang dilaku$kan se$cara se$ngaja atau$ akibat ke$lalaiannya 

se$ndiri. 

2. Pe$rtanggu$ngjawaban kole$ktif ini te$rjadi ke$tika se$orang individu$ tu$ru $t 

be$rtanggu$ng jawab atas pe$rbu$atan me$lawan hu$ku$m yang dilaku$kan ole$h 

orang lain. Dalam lingku$p jabatan Notaris, be$ntu$k tanggu$ng jawab ini 

dapat mu$ncu$l apabila te$rdapat pe$langgaran atau$ ke$salahan administratif 

yang dilaku$kan ole$h staf atau$ karyawan di kantor Notaris, di mana Notaris 

se$bagai pimpinan kantor te$tap dapat dimintai pe$rtanggu$ngjawaban atas 

ke$lalaian pe$ngawasan te$rhadap bawahannya. 

3. Pe$rtanggu$ngjawaban be$rdasarkan ke$salahan (liability base$d on fau$lt) ini 

dike$nakan apabila pe$rbu$atan me$lawan hu$ku$m te$rjadi kare$na ke$se$ngajaan 

atau$ ke$lalaian yang dapat dipe$rkirakan se$be$lu$mnya dan be$rpote$nsi 

me$nimbu$lkan ke$ru$gian. Dalam hal ini, Notaris dapat dimintai 
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pe$rtanggu$ngjawaban jika produ$k hu$ku$m be$ru$pa akta yang dike$lu$arkan 

dibu$at se$cara se$ngaja u$ntu$k me$ngu$ntu$ngkan pihak te$rte$ntu$ atau$ me$ru$gikan 

pihak lain. 

4. Pe$rtanggu$ngjawaban mu$tlak (strict liability) ini be$rlaku$ me$skipu$n 

pe$rbu$atan me$lawan hu$ku$m dilaku$kan tanpa u$nsu$r ke$se$ngajaan atau$ tanpa 

adanya du$gaan se$be$lu$mnya. Artinya, ke$lalaian se$ke$cil apapu$n yang 

me$nimbu$lkan ke$ru$gian pada pihak lain te$tap me$nimbu$lkan tanggu$ng 

jawab hu$ku$m bagi Notaris. Ole$h kare$na itu$, Notaris ditu$ntu$t u$ntu$k 

me$laksanakan tu$gasnya se$cara profe$sional, te$liti, dan pe$nu$h ke$hati-hatian 

dalam pe$mbu$atan se$tiap akta ote$ntik. 

Te$rkait de$ngan pe$rtanggu$ngjawaban Notaris se$cara pe$rdata, pidana, dan 

administrasi maka akan dije$laskan se$bagai be$riku$t : 

1. Tanggu$ng jawab Notaris se$cara pe$rdata  

Dalam konte$ks hu$ku$m pe$rdata, Notaris se$bagai pe$jabat u$mu$m 

me$miliki tanggu$ng jawab yang sangat pe$nting te$rhadap ke$absahan dan 

ke$be$naran mate$riil akta ote$ntik yang dibu$atnya. Tanggu$ng jawab pe$rdata 

ini tidak te$rle$pas dari pe$ranan Notaris se$bagai pihak yang dibe$ri 

ke$we$nangan ole$h ne$gara u$ntu$k me$mbu$at alat bu$kti tertulis yang me$miliki 

ke$ku$atan pe$mbu$ktian se$mpu$rna se$bagaimana diatu$r dalam Pasal 1868 

Kitab U$ndang-U$ndang Hu$ku$m Pe$rdata (KU$HPe$rdata). 

Tanggu$ng jawab Notaris se$cara pe$rdata te$ru$tama timbu$l apabila akta 

ote$ntik yang dibu$atnya me$nimbu$lkan ke$ru$gian bagi para pihak atau$ pihak 

ke$tiga kare$na adanya u$nsu$r ke$lalaian (ne$glige$nce$), ke$se$ngajaan 
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(inte$ntional act), atau$ pe$langgaran te$rhadap ke$wajiban hu$ku$m Notaris 

se$bagaimana diatu$r dalam pe$ratu$ran pe$ru$ndang-u$ndangan, khu$su$snya 

U$ndang-U$ndang Nomor 30 Tahu$n 2004 te$ntang Jabatan Notaris jo. 

U$ndang-U$ndang Nomor 2 Tahu$n 2014 (U$U$JN).  

Tanggu$ng jawab pe$rdata Notaris me$ngacu$ pada prinsip pe$rbu$atan 

me$lawan hu$ku$m (onre$chtmatige$ daad) se$bagaimana diatu$r dalam Pasal 

1365 KU$HPe$rdata, yang me$nyatakan bahwa se$tiap pe$rbu$atan me$lawan 

hu$ku$m yang me$nimbu$lkan ke$ru$gian pada orang lain, me$wajibkan 

pe$laku$nya u$ntu$k me$ngganti ke$ru$gian te$rse$bu$t.
69

 Dalam konte$ks ini, 

Notaris dapat dianggap me$laku$kan pe$rbu$atan me$lawan hu$ku$m apabila : 

a. Me$langgar ke$wajiban yang dite$ntu$kan dalam pe$ratu$ran pe$ru$ndang-

u$ndangan; 

b. Be$rtindak be$rte$ntangan de$ngan ke$su$silaan atau$ ke$patu$tan; 

c. Me$langgar hak su$bye$ktif pihak lain; 

d. Me$ngabaikan ke$wajiban ke$hati-hatian (pru$de$ntial du$ty) dalam 

me$laksanakan tu$gas jabatannya. 

De$ngan de$mikian, apabila dalam pe$mbu$atan akta Notaris te$rbu$kti 

me$laku$kan ke$lalaian atau$ ke$salahan se$hingga menimbulkan ke$ru$gian 

ke$pada salah satu$ pihak yang be$rke$pe$ntingan, Notaris dapat dimintakan 

ganti ru$gi se$cara pe$rdata. 

Namu$n dalam hal pe$rtaggu$ngjawaban Notaris se$cara pe$rdata, 

Notaris haru$s me$me$nu$hi u$nsu$r-u$nsu$r tanggu$ng jawab pe$rdata se$pe$rti : 
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a. Adanya pe$rbu$atan me$lawan hu$ku$m, pe$rbu$atan ini bisa be$ru$pa tindakan 

aktif (se$pe$rti pe$malsu$an isi akta) atau$ ke$lalaian (se$pe$rti tidak 

me$me$riksa ke$absahan doku$me$n para pihak se$cara ce$rmat). 

b. Adanya u$nsu$r ke$salahan atau$ ke$lalaian (fau$lt), ke$salahan ini dapat 

be$ru$pa ke$se$ngajaan atau$ ke$tidakse$ngajaan. Notaris wajib me$laksanakan 

pe$ke$rjaannya de$ngan standar ke$hati-hatian yang tinggi. Apabila ia gagal 

me$njalankan ke$wajiban ini, maka ke$lalaian te$rse$bu$t dapat me$njadi 

dasar pe$rtanggu$ngjawaban. 

c. Adanya ke$ru$gian, di mana pihak yang me$rasa diru$gikan dapat 

me$mbu$ktikan bahwa akibat pe$rbu$atan atau$ ke$lalaian Notaris, me$re$ka 

me$ngalami ke$ru$gian, baik se$cara mate$riil mau$pu$n immate$rial. 

d. Adanya hu$bu$ngan kau$sal (cau$sal re$lationship), yakni haru$s ada 

hu$bu$ngan se$bab akibat antara ke$salahan atau$ ke$lalaian Notaris de$ngan 

timbu$lnya ke$ru$gian yang dide$rita ole$h pihak yang be$rke$pe$ntingan. 

Se$te$lah ke$-4 (e$mpat) u$nsu$r te$rse$bu$t te$rpe$nu$hi maka Notaris dapat 

diminta u$ntu$k be$rtanggu$ng jawab se$cara pe$rdata, dan be$ntu$k 

pe$rtanggu$ngjawaban Notaris se$cara pe$rdata biasanya be$ru$pa ke$wajiban 

u$ntu$k me$mbe$rikan ganti ru$gi ke$pada pihak yang diru$gikan.
70

 Ganti ru$gi ini 

dapat me$lipu$ti :  

a. Ganti ru$gi mate$riil, yakni ke$ru$gian yang dapat dihitu$ng se$cara nyata, 

se$pe$rti ke$hilangan hak atas waris akibat akta waris yang salah. 

b. Ganti ru$gi immate$rial, se$pe$rti hilangnya re$pu$tasi atau$ nama baik. 
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c. Pe$mbatalan atau$ pe$rnyataan tidak sahnya akta, jika te$rbu$kti te$rdapat 

cacat hu$ku$m dalam prose$s pe$mbu$atan akta te$rse$bu$t. 

Namu$n de$mikian, tanggu$ng jawab Notaris me$miliki batasan te$rte$ntu$. 

Notaris tidak dapat dimintakan pe$rtanggu$ngjawaban atas ke$be$naran 

mate$riil dari ke$te$rangan yang disampaikan ole$h para pe$nghadap apabila 

Notaris te$lah me$laksanakan tu$gasnya se$su$ai de$ngan prose$du$r yang 

be$rlaku$, misalnya te$lah me$me$riksa doku$me$n ide$ntitas, me$ngkonfirmasi 

ke$te$rangan saksi, se$rta me$mbaca dan me$nje$laskan isi akta ke$pada para 

pe$nghadap se$be$lu$m ditandatangani.
71

 Dalam hal ini, tanggu$ng jawab atas 

isi mate$riil akta te$tap be$rada pada para pe$nghadap, se$dangkan Notaris 

hanya be$rtanggu$ng jawab atas ke$be$naran formil akta, yaitu$ me$mastikan 

bahwa se$lu$ru$h prose$du$r pe$mbu$atan akta dilaksanakan se$su$ai ke$te$ntu$an 

hu$ku$m.
72

 

2. Tanggu$ng jawab Notaris se$cara pidana 

Tanggu$ng jawab Notaris se$cara pidana te$rhadap akta yang dibu$atnya 

me$ru$pakan bagian pe$nting dari pe$rlindu$ngan hu$ku$m baik bagi masyarakat 

mau$pu$n inte$gritas profe$si notariat. Se$bagai pe$jabat u$mu$m yang be$rwe$nang 

me$mbu$at akta ote$ntik, Notaris tidak hanya be$rtanggu$ng jawab se$cara 

pe$rdata, te$tapi ju$ga dapat dimintai pe$rtanggu$ngjawaban pidana apabila 

dalam pe$laksanaan tu$gasnya te$rbu$kti me$laku$kan pe$rbu$atan me$langgar 

hu$ku$m yang me$me$nu$hi u$nsu$r-u$nsu$r tindak pidana. Dalam konte$ks ini, 
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tanggu$ng jawab pidana Notaris me$ngacu$ pada ke$te$ntu$an dalam Kitab 

U$ndang-U$ndang Hu$ku$m Pidana (KU$HP), khu$su$snya Pasal 263 te$ntang 

pe$malsu$an su$rat, Pasal 264 te$ntang pe$malsu$an su$rat ote$ntik, Pasal 266 

te$ntang pe$nye$rtaan ke$te$rangan palsu$ dalam akta ote$ntik, se$rta Pasal 55 dan 

56 me$nge$nai pe$nye $rtaan dalam tindak pidana. Tindak pidana te$rse$bu$t 

dapat te$rjadi apabila Notaris se$cara se$ngaja atau$ lalai me$mbu$at, me$nyu$ru $h 

me$mbu$at, atau$ me$masu$kkan ke$te$rangan palsu$ ke$ dalam akta ote$ntik yang 

be$rakibat me$nimbu$lkan ke$ru$gian bagi pihak lain. 

Agar pe$rtanggu$ngjawaban pidana dapat dibe$bankan ke$pada Notaris, 

haru$s te$rpe$nu$hi u$nsu$r-u$nsu$r pokok yakni adanya pe$rbu$atan me$lawan 

hu$ku$m, ke$salahan (dalam be$ntu$k se$ngaja atau$ lalai), timbu$lnya akibat 

yang dilarang, se$rta adanya pe$rtanggu$ngjawaban pribadi dari pe$laku $. 

Pe$rbu$atan me$lawan hu$ku$m dalam jabatan Notaris misalnya be$ru$pa 

pe$mbu$atan akta yang me$mu$at data atau$ ke$te$rangan palsu$, atau$ pe$nge$sahan 

doku$me$n tanpa pe$me$riksaan yang layak. Ke$salahan (me$ns re$a) ini dapat 

be$rbe$ntu$k ke$se$ngajaan (dolu$s), yaitu$ ke$tika Notaris de$ngan sadar dan 

se$ngaja me$langgar hu$ku$m de$mi ke$u$ntu$ngan te$rte$ntu$, mau$pu$n ke$lalaian 

(cu$lpa) ke$tika Notaris lalai me$me$riksa ke$absahan doku$me$n atau$ ide$ntitas 

para pihak se$cara te$liti se$bagaimana ke$wajibannya me$nu$ru$t U$ndang-

U$ndang Jabatan Notaris. U$nsu$r akibat yang dilarang ju$ga haru$s nyata, 

se$pe$rti te$rjadinya ke$ru$gian te$rhadap para pihak atau$ pihak ke$tiga, 

timbu$lnya se$ngke$ta hu$ku$m, hingga be$rku$rangnya ke$pe$rcayaan masyarakat 

te$rhadap profe$si Notaris. Se$lain itu$, tanggu$ng jawab pidana be$rsifat 
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pribadi, artinya Notaris hanya dapat dimintai pe$rtanggu$ngjawaban jika 

ke$salahan atau$ pe$langgaran te$rse$bu$t dilaku$kan ole$h dirinya se$ndiri atau $ 

dilaku$kan atas pe$rintah atau$ pe$nge$tahu$annya. 

Dalam praktiknya, be$be$rapa tindak pidana yang dapat me$nje$rat 

Notaris antara lain pe$malsu$an su$rat se$bagaimana diatu$r dalam Pasal 263 

KU$HP de$ngan ancaman maksimal e$nam tahu$n pe$njara; pe$malsu$an su$rat 

ote$ntik dalam Pasal 264 KU$HP de$ngan ancaman de$lapan tahu$n pe$njara; 

se$rta me$nyu$ru$h me$masu$kkan ke$te$rangan palsu$ ke$ dalam akta ote$ntik 

dalam Pasal 266 KU$HP yang diancam pidana maksimal tu$ju$h tahu$n. Tidak 

hanya itu$, Pasal 55 dan 56 KU$HP ju$ga me$ngatu$r me$nge$nai pe$nye $rtaan 

dalam tindak pidana yang me$mu$ngkinkan Notaris dipidana jika te$rbu$kti 

me$mbantu$, me$nyu$ru$h, atau$ turut se$rta dalam me$laku$kan ke$jahatan 

me$skipu$n bu$kan pe$laku$ u$tama.  

Namu$n de$mikian, dalam me$ne$ntu$kan pe$rtanggu$ngjawaban pidana 

Notaris, te$rdapat be$be$rapa batasan pe$nting yang haru$s dipe$rhatikan. 

Pe$rtama, u$nsu$r ke$se$ngajaan haru$s dapat dibu$ktikan se$cara je$las, karena 

jika Notaris me$laku$kan ke$salahan mu$rni kare$na ke$ke$liru$an administratif 

yang masih dalam batas ke$wajaran atau$ ke$tidaktahu$an yang dapat dite$rima 

se$cara profe$sional, maka u$nsu$r dolu$s (niat jahat) tidak te$rpe$nu$hi se$hingga 

pe$rtanggu$ngjawaban pidana tidak dapat dike$nakan. Ke$du$a, be$ban 

pe$mbu$ktian se$pe$nu$hnya be$rada di pihak pe$nu$ntu$t u$mu$m (Jaksa), dan jika 

te$rdapat ke$ragu$-ragu$an dalam pe$mbu$ktian u$nsu$r-u$nsu$r pidana, maka 

be$rlaku$ asas in du$bio pro re$o yang me$ngharu$skan te$rdakwa dibe$baskan 
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dari se$gala tu$ntu$tan. Ke$tiga, jika Notaris te$lah me$njalankan tu$gas se$su$ai 

de$ngan prose$du$r jabatan, ke$te$ntu$an pe$ratu$ran pe$ru$ndang-u$ndangan, dan 

kode$ e$tik profe$si, maka u$nsu$r ke$salahan pidana tidak dapat se$rta-me$rta 

dibe$bankan me$skipu$n te$rjadi ke$ru$gian akibat akta te$rse$bu$t.
73

 

De$ngan de$mikian, Notaris haru$s me$laksanakan tu$gasnya se$cara 

profe$sional, ce$rmat, dan pe$nu$h tanggu$ng jawab gu$na me$nghindari pote$nsi 

pe$rtanggu$ngjawaban pidana. Ke$wajiban ve$rifikasi te$rhadap doku$me$n, 

ide$ntitas para pihak, se$rta ke$be$naran formal ke$te$rangan yang dibe$rikan 

haru$s dijalankan se$cara optimal, kare$na ke$lalaian dalam aspe$k ini dapat 

me$mbu$ka ru$ang bagi te$rjadinya tindak pidana pe$malsu$an atau$pu$n 

pe$mbe$rian ke$te$rangan palsu$. Notaris ju$ga dilarang me$mbe$rikan le$galisasi 

atau$ pe$nge$sahan te$rhadap doku$me$n yang me$ngandu$ng ke$tidakbe$naran 

mate$riil me$skipu$n atas pe$rmintaan para pihak, se$bab hal te$rse$bu$t dapat 

me$ngarah pada tindak pidana se$bagaimana diatu$r dalam ke$te$ntu$an KU $HP. 

Ole$h kare$na itu$, pe$mahaman yang kompre$he$nsif me$nge$nai aspe$k hu$ku$m 

pidana, baik mate$riil mau$pu$n formil, sangat dipe$rlu$kan ole$h se$orang 

Notaris dalam me$laksanakan tu$gas jabatannya gu$na me$lindu$ngi dirinya 

dari pote$nsi je$ratan hu$ku$m pidana di ke$mu$dian hari. 

3. Tanggu$ng jawab Notaris se$cara administratif 

Se$lain tanggu$ng jawab pe$rdata dan pidana, Notaris ju$ga me$miku$l 

tanggu$ng jawab administratif, yang be$rkaitan de$ngan pe$laksanaan tu$gas 

dan fu$ngsi jabatan Notaris se$bagaimana diatu$r dalam U $ndang-U $ndang 
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Nomor 30 Tahu$n 2004 te$ntang Jabatan Notaris se$bagaimana te$lah diu$bah 

de$ngan U$ndang-U$ndang Nomor 2 Tahu$n 2014 (U$U$JN). Dalam hal ini, 

Notaris be$rke$wajiban me$laksanakan se$lu$ru$h tu$gas jabatannya se$su$ai 

de$ngan pe$ratu$ran pe$ru$ndang-u$ndangan, kode$ e$tik Notaris, dan standar 

ope$rasional prose$du$r yang be$rlaku$. 

Tanggu$ng jawab administratif ini antara lain me$nyangku$t ke$wajiban 

u$ntu$k me$njaga protokol Notaris, me$nyimpan akta de$ngan baik, dan 

me$njaga ke$rahasiaan se$gala ke$te$rangan yang dipe$role$h dalam pe$laksanaan 

tu$gas jabatannya. Pe$langgaran te$rhadap ke$te$ntu$an administratif te$rse$bu $t 

dapat be$rakibat pada sanksi administratif yang dijatu$hkan ole$h Maje$lis 

Pe$ngawas Notaris, mu$lai dari te$gu$ran lisan, te$gu$ran te$rtu$lis, skorsing dari 

jabatan, pe$mbe$rhe$ntian se$me$ntara, hingga pe$mbe$rhe$ntian te$tap dari 

jabatan Notaris.
74

 

Sanksi administratif ini me$ru$pakan bagian dari me$kanisme $ 

pe$ngawasan u$ntu$k me$njamin agar Notaris me$njalankan tu$gas dan 

we$we$nangnya de$ngan profe$sional, be$rinte$gritas, se$rta be$rlandaskan ke$pada 

norma hu$ku$m yang be$rlaku$. De$ngan de$mikian, tanggu$ng jawab 

administratif me$njadi pe$le$ngkap dari tanggu$ng jawab pe$rdata dan pidana 

yang te$lah dise$bu$tkan se$be$lu$mnya, se$rta be$rfu$ngsi u$ntu$k me$nce$gah 

te$rjadinya pe$nyalahgu$naan jabatan ole$h Notaris. 
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Se$lain tanggu$ng jawab pe$rdata, pidana, dan administratif se$bagaimana 

yang te$lah diu$raikan se$be$lu$mnya, Notaris ju$ga me$miliki tanggu$ng jawab 

moral dan e$tik dalam me$njalankan profe$sinya, te$rmasu$k dalam pe$mbu$atan 

Akta Keterangan Waris (AKW) mau$pu$n akta-akta lainnya. Tanggu$ng jawab 

ini didasarkan pada ke$haru$san Notaris u$ntu$k me$njaga martabat, ke$hormatan, 

se$rta ke$pe$rcayaan masyarakat te$rhadap jabatan Notaris se$bagai pe$jabat u$mu$m 

yang me$mbe$rikan pe$layanan hu$ku$m. Dalam me$njalankan tu$gasnya, Notaris 

te$rikat pada Kode$ E$tik Notaris yang disu$su$n dan dite$gakkan ole$h organisasi 

profe$si, yakni Ikatan Notaris Indone$sia (INI), yang me$ngatu$r pe$rilaku $ 

profe$sional dan inte$gritas Notaris di dalam mau$pu$n di lu$ar pe$laksanaan 

jabatannya. Tanggu$ng jawab e$tik ini me$ncaku$p ke$wajiban u$ntu$k be$rsikap 

inde$pe$nde$n, tidak me$mihak, tidak te$rpe$ngaru$h ole$h te$kanan dari pihak 

manapu$n, se$rta me$nghindari se$gala be$ntu$k be$ntu$ran ke$pe$ntingan yang dapat 

me$mpe$ngaru$hi obje$ktivitas dalam pe$mbu$atan akta. 

Tidak kalah pe$nting Notaris ju$ga me$mpu$nyai tanggu$ng jawab te$rhadap 

pe$rlindu$ngan data dan ke$rahasiaan jabatan, se$bagaimana diatu$r dalam Pasal 

16 ayat (1) hu$ru$f f U$ndang-U$ndang Nomor 30 Tahu$n 2004 te$ntang Jabatan 

Notaris se$bagaimana te$lah diu$bah de$ngan U$ndang-U $ndang Nomor 2 Tahu $n 

2014 (U$U$JN).
75

 Ke$te$ntu$an ini me$wajibkan Notaris u$ntu$k me$rahasiakan 

se$gala se$su$atu$ me$nge$nai akta dan ke$te$rangan yang dipe$role$h dalam 

pe$laksanaan jabatannya, ke$cu$ali u$ndang-u$ndang me$ne$ntu$kan lain. Ke$wajiban 

me$njaga ke$rahasiaan ini sangat re$le$van dalam pe$mbu$atan Akta Keterangan 
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Waris (AKW), khu$su$snya u$ntu$k ke$pe$rlu$an pe$ncairan dana de$posito be$rjangka 

di le$mbaga pe$rbankan, se$pe$rti di Bank Rakyat Indone$sia. Dalam prose$s 

pe$mbu$atan Akta Keterangan Waris (AKW), Notaris me$ne$rima dan me$ngolah 

be$rbagai data pribadi dan doku$me$n rahasia dari pihak-pihak yang 

be$rke$pe$ntingan, antara lain salinan KTP, Kartu$ Ke$lu$arga, Akta Ke$lahiran, 

Su$rat Nikah, se$rta informasi me$nge$nai hu$bu$ngan ke$ke$lu$argaan, statu$s 

pe$rnikahan, ju$mlah ahli waris, nilai harta pe$ninggalan, hingga informasi 

pe$rbankan te$rkait de$posito be$rjangka milik almarhu$m pe$waris. Se$lu$ru$h data 

te$rse$bu$t me$miliki sifat yang sangat se$nsitif dan dilindu$ngi ole$h ke$te$ntu$an 

hu$ku$m, te$rmasu$k U$ndang-U$ndang Nomor 27 Tahu$n 2022 te$ntang 

Pe$rlindu$ngan Data Pribadi (UU PDP), yang me$ngharu$skan se$tiap pihak yang 

me$nge$lola data pribadi u$ntu$k me$njamin ke$rahasiaan, inte$gritas, dan 

aku$ntabilitas pe$nge$lolaan data. 

Dalam konte$ks pe$ncairan dana de$posito be$rjangka, bank se$laku $ 

le$mbaga ke$u$angan me$nu$ntu$t adanya ke$pastian hu$ku$m dan ke$absahan 

doku$me$n Akta Keterangan Waris (AKW) se$bagai syarat u$tama pe$ncairan 

dana milik pe$waris ke$pada ahli waris yang sah. Notaris se$bagai pe$mbu$at akta 

ote$ntik be$rke$wajiban me$mastikan bahwa informasi yang te$rcantu$m dalam 

Akta Keterangan Waris (AKW) te$rse$bu$t be$nar, aku$rat, dan dipe$role$h dari 

su$mbe$r yang sah se$rta me$lalu$i ve$rifikasi yang ce$rmat, tanpa adanya 

pe$nyalahgu$naan atau$ pe$mbocoran data ke$pada pihak ke$tiga yang tidak 

be$rke$pe$ntingan. Pe$langgaran te$rhadap ke$wajiban ke$rahasiaan ini tidak hanya 

me$langgar ke$te$ntu$an Undang-U$ndang abatan Notaris dan Undang-Undang 
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Perlindungan Data Pribadi, te$tapi ju$ga be$rpote$nsi me$nimbu$lkan se$ngke$ta 

hu$ku$m antara para ahli waris mau$pu$n de$ngan pihak bank, yang pada akhirnya 

dapat me$ru$gikan se$mu$a pihak yang te$rlibat. Ole$h kare$na itu$, tanggu$ng jawab 

me$njaga ke$rahasiaan jabatan ole$h Notaris me$ru$pakan be$ntu$k pe$rlindu$ngan 

hu$ku$m bagi para ahli waris agar hak-hak me$re$ka atas dana de$posito dapat 

te$rpe$nu$hi de$ngan baik tanpa risiko pe$nyalahgu$naan data pribadi atau $ 

bocornya informasi ke$u$angan ke$pada pihak yang tidak be$rhak. 

Se$lain me$lindu$ngi hak privasi ahli waris, ke$wajiban me$njaga 

ke$rahasiaan jabatan ju$ga me$njadi salah satu$ instru$me$n pe$nting dalam me$njaga 

ke$pe$rcayaan pu$blik, baik ke$pada profe$si Notaris mau$pu$n te$rhadap siste$m 

pe$rbankan nasional. Se$tiap tindakan ce$roboh dari Notaris dalam pe$nge$lolaan 

data dapat be$rdampak ne$gatif pada citra profe$si, se$kaligu$s be$rpote$nsi 

me$nimbu$lkan ke$ru$gian mate$rial mau$pu$n immate$rial bagi para nasabah bank, 

khu$su$snya dalam pe$ncairan dana de$posito be$rjangka. Di sinilah inte$gritas, 

ke$hati-hatian, se$rta ke$patu$han Notaris te$rhadap ke$te$ntu$an hu$ku$m te$rkait 

ke$rahasiaan dan pe$rlindu$ngan data pribadi me$njadi faktor yang me$ne$ntu$kan 

te$rwu$ju$dnya ke$pastian hu$ku$m, pe$rlindu$ngan hak ahli waris, se$rta 

ke$be$rlangsu$ngan hu$bu$ngan bisnis antara masyarakat dan le$mbaga pe$rbankan. 

De$ngan de$mikian, tanggu$ng jawab Notaris atas pe$rlindu$ngan data dan 

ke$rahasiaan jabatan bu$kan hanya be$rorie$ntasi pada ke$pe$ntingan inte$rnal akta 

se$mata, me$lainkan be$rdampak langsu$ng pada prose$s pe$ncairan dana de$posito 

di le$mbaga pe$rbankan se$rta pada jaminan ke$amanan informasi bagi para ahli 

waris yang be$rhak.  
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B. Kendala dan Solusi yang Dihadapi Notaris dalam Pembuatan Akta 

Keterangan Waris Guna Pencairan Dana Deposito Berjangka Pada 

Bank Rakyat Indonesia (Studi Kasus BRI Cabang Tambun Kabupaten 

Bekasi) 

Hu$ku$m waris me$miliki posisi yang sangat strate$gis dalam siste$m 

hu$ku$m kare$na me$ngatu$r pe$rsoalan yang pada dasarnya tidak dapat dihindari 

ole$h se$tiap individu$, yakni pe$ralihan hak dan ke$wajiban yang mu$ncu$l akibat 

ke$matian se$se$orang. Se$tiap kali te$rjadi pe$ristiwa ke$matian, se$cara otomatis 

timbu$l be$rbagai pe$rsoalan hu$ku$m yang be$rkaitan de$ngan ke$be$radaan dan 

statu$s harta pe$ninggalan dari orang yang te$lah me$ninggal du$nia. Dalam 

konte$ks ini, mu$ncu$l pe$rtanyaan fu$ndame$ntal me$nge$nai bagaimana se$haru$snya 

harta pe$ninggalan te$rse$bu$t dipe$rlaku$kan, siapa saja yang be$rhak u$ntu$k 

me$ne$rimanya, se$rta tata cara atau$ me$kanisme$ hu$ku$m apa yang haru$s 

dite$mpu$h agar prose$s pe$ralihan harta te$rse$bu$t dapat dilaku$kan se$cara sah, 

te$rtib, dan adil. Ole$h kare$na itu$, se$lu$ru$h aspe$k yang me$ncaku$p su$bje$k 

pe$warisan, obje$k warisan, dan tata cara pe$ralihannya me$me$rlu$kan pe$ngatu$ran 

yang je$las dan kompre$he$nsif me$lalu$i siste$m hu$ku$m waris yang be$rlaku$, de$mi 

me$njamin ke$pastian hu$ku$m se$rta me$nghindari pote$nsi se$ngke$ta di ke$mu$dian 

hari. 

Dalam siste$m hu$ku$m pe$rdata yang be$rsu$mbe$r dari Bu$rge$rlijk We$tboe $k 

(BW), hu$ku$m waris diatu$r se$cara siste$matis dalam Bu$ku$ II KU $H Pe$rdata. 

Hu$ku$m waris me$nu$ru$t BW me$ngatu$r pe$ralihan harta ke$kayaan pe$waris 

ke$pada ahli waris be$rdasarkan du$a me$kanisme$ u$tama, yaitu$ warisan ab 
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inte$stato (me$nu$ru$t u$ndang-u$ndang) dan warisan te$stame$ntair (be$rdasarkan 

su$rat wasiat). BW me$nitikbe$ratkan pada asas individu$alisme$ dan hak milik 

pribadi, se$hingga pe$waris me$miliki ke$be$basan u$ntu$k me$ne$ntu$kan siapa yang 

be$rhak me$ne$rima hartanya, se$panjang tidak be$rte$ntangan de$ngan ke$te$ntu$an 

me$nge$nai bagian mu$tlak (le$gitie$me$ portie$) dari ahli waris sah. 

Dalam pe$warisan me$nu$ru$t u$ndang-u$ndang, BW me$ne$tapkan ahli waris 

be$rdasarkan u$ru$tan garis ke$tu$ru$nan yang te$rbagi ke$ dalam e$mpat golongan: 

1. Golongan I :  te$rdiri dari anak-anak dan ke$tu$ru$nannya ke$ bawah tanpa 

batas be$se$rta janda/du$da. 

2. Golongan II :  te$rdiri dari ayah dan/atau$ ibu$ si pe$waris be$se$rta sau$dara 

     dan ke$tu$ru$nannya sampai de$rajat ke$-6 (e$nam). 

3. Golongan III :  te$rdiri dari ne$ne$k,  kake$k, dan le$lu$hu$r ke$ atas. 

4. Golongan IV :  te$rdiri dari ke$lu$arga se$darah dalam garis ke$ samping yang  

     le$bih jau$h sampai de$rajat ke$-6 (e$nam). 

Apabila ahli waris dari golongan yang le$bih tinggi masih ada, maka ahli 

waris dari golongan di bawahnya tidak be$rhak atas warisan. Se$lain itu$, BW 

ju$ga me$nge$nal ke$te$ntu$an me$nge$nai pe$nggantian te$mpat (plaatsve$rvu$lling), 

yaitu$ apabila anak pe$waris te$lah me$ninggal te$rle$bih dahu$lu$, maka hak 

warisnya dapat dite$ru$skan ole$h anak-anaknya (cu$cu$ pe$waris). Se$lain itu$, 

se$be$lu$m me$laku$kan pe$mbagian warisan, ahli waris haru$s be$rtanggu$ngjawab 

te$rle$bih dahu$lu$ ke$pada hu$tang-piu$tang yang ditinggalkan pe$waris se$masa 

hidu$pnya. 
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Pe$nge$rtian hu$ku$m waris se$ndiri tidak te$rsapat dalam KU$HPe$rdata 

kare$na tidak ada satu$ pasal pu$n dalam KU $HPe$rdata yang me$mbe$rikan 

ru$mu$san te$ntang hu$ku$m waris. Dalam KU$HPe$rdata hanya me$nye $bu$tkan 

bahwa pe$warisan hanya be$rlangsu$ng kare$na ke$matian se$bagaimana yang di 

atu$r dalam Pasal 830 KU$HPe$rdata. Namu$n, di sini H.M. Idris Ramu$lyo 

be$rpe$ndapat bahwa "Hu$ku$m waris ialah himpu$nan atu$ran-atu$ran hu$ku$m yang 

me$ngatu$r te$ntang siapa ahli waris atau$ badan hu$ku$m mana yang be$rhak 

me$waris harta pe$ninggalan se$rta bagaimana ke$du$du$kan masing-masing ahli 

waris dan be$rapa pe$role$han masing-masing se$cara adil dan se$mpu$rna.
76

 Dari 

pe$nge$rtian te$rse$bu$t, maka kita dapat me$nge$tahu$i bahwa u$nsu$r ahli waris 

te$rdiri dari 3 (tiga) u$nsu$r yaitu$ :
77

 

1. Pe$waris (e$rflate$r) yaitu$ orang yang me$ninggal du$nia de$ngan bu$kti akta 

ke$matian, dan me$ninggalkan harta pe$ninggalan. 

2. Ahli waris (e$rfge$naam) yaitu$ orang yang me$nggantikan pe$waris dalam 

ke$du$du$kan hu$ku$m me$nge$nai harta pe$ninggalannya, baik u$ntu$k se$lu$ru$hnya 

mau$pu$n u$ntu$k bagian yang se$banding. 

3. Harta pe$ninggalan (boe$de$l) yaitu$ me$lipu$ti se$lu$ru$h harta be$nda be$se$rta hak 

dan ke$wajiban pe$waris dalam lapangan hu$ku$m nama ke$kayaan yang dapat 

dinilai de$ngan u$ang.
78

 

Akta Keterangan Waris (AKW) me$ru$pakan doku$me$n hu$ku$m yang 

sangat pe$nting dalam se$tiap prose$s pe$ralihan harta pe$ninggalan dari pe$waris 

                                                     
76 HM Idris Ramulyo, 1993, Beberapa Masalah Pelaksanaan Hukum Kewarisan Perdata 

Barat (Burgerlijk Wetboek),  Sinar Grafika, Jakarta, hal. 13-14. 
77 Anasitus, Loc. cit. 
78 Benyamin Asri dan Thabrani Asri, 1988, Dasar-Dasar Hukum Waris Barat (Suatu 

Pembahasan Teoritis dan Praktek), Bandung, hal. 5. 
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ke$pada ahli waris. Ke$be$radaan akta ini bu$kan hanya be$rsifat administratif 

se$mata, me$lainkan me$njadi bu$kti ote$ntik yang me$ne$tapkan siapa saja yang 

be$rhak atas harta pe$ninggalan se$se$orang yang te$lah me$ninggal du$nia. Akta 

Keterangan Waris (AKW) dibu$tu$hkan dalam be$rbagai ke$pe$ntingan, mu$lai 

dari prose$s balik nama ase$t tidak be$rge$rak, pe$ngaju$an klaim asu$ransi, sampai 

pada pe$ncairan dana yang disimpan di bank dalam be$ntu$k de$posito be$rjangka. 

Tanpa adanya akta ini, instansi yang te$rkait se$pe$rti bank tidak me$miliki dasar 

hu$ku$m yang ku$at u$ntu$k me$nye$rahkan harta pe$ninggalan ke$pada pihak yang 

me$ngaku$ se$bagai ahli waris, kare$na be$rpote$nsi me$nimbu$lkan se$ngke$ta di 

ke$mu$dian hari. 

Notaris se$bagai pe$jabat u$mu$m yang dibe$rikan ke$we$nangan ole$h 

u$ndang-u$ndang u$ntu$k me$mbu$at akta ote$ntik, te$rmasu$k me$mbu$at Akta 

Keterangan Waris (AKW). Hal ini me$ru$ju$k pada ke$te$ntu$an Pe$rme$n 

ATR/Ke$pala BPN 16/2021 yang me$ne$rangkan bahwa Akta Ke$te$rangan Waris 

adalah doku$me$n bu$kti se$bagai ahli waris yang dibu$at ole$h Notaris, dan 

diperuntukan bagi seluruh Warga Ne$gara Indone$sia (WNI) tanpa 

membedakan golongan. Namu$n de$mikian, prose$s pe$mbu$atan Akta 

Keterangan Waris (AKW) ole$h Notaris gu$na pe$ncairan dana de$posito 

be$rjangka tidaklah se$de$rhana dan se$ring kali me$nghadapi be$rbagai ke$ndala 

yang be$rsifat administratif, yu$ridis, hingga sosiokultural.
79

 Dari aspe$k 

administratif, salah satu$ ke$ndala yang u$mu$m dihadapi Notaris adalah te$rkait 

ke$tidakle$ngkapan doku$me$n pe$ndu$ku$ng yang wajib dise$rahkan ole$h para ahli 
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waris. Misalnya, dalam prose$s pe$mbu$atan AKW, Notaris me$me$rlu$kan 

doku$me$n-doku$me$n pokok se$pe$rti akta ke$lahiran se$mu$a ahli waris, akta 

pe$rkawinan atau$ su$rat ce$rai almarhu$m pe$waris (jika ada), akta ke$matian 

pe$waris, se$rta ide$ntitas re$smi para ahli waris dalam be$ntu$k KTP dan Kartu$ 

Ke$lu$arga. Tidak jarang, para ahli waris datang ke$ kantor Notaris de$ngan 

ke$le$ngkapan doku$me$n yang be$lu$m te$rpe$nu$hi, se$hingga prose$s pe$nyu$su$nan 

Akta Keterangan Waris (AKW) haru$s te$rtu$nda. Ke$te$rlambatan ini bu$kan 

hanya be$rdampak pada ke$lancaran administrasi inte$rnal Notaris, te$tapi ju$ga 

be$rpe$ngaru$h te$rhadap prose$s pe$ncairan dana de$posito be$rjangka di le$mbaga 

pe$rbankan yang me$nsyaratkan ke$be$radaan Akta Keterangan Waris (AKW) 

se$bagai doku$me$n u$tama gu$na me$ne$ntu$kan siapa yang sah se$bagai pe$ne$rima 

hak atas dana pe$ninggalan pe$waris. 

Le$bih lanju$t, dari sisi administratif, Notaris ju$ga me$nghadapi ke$ndala 

dalam me$laku$kan ve$rifikasi data yang disampaikan ole$h para ahli waris. 

Te$rkadang, te$rdapat pe$rbe$daan data antara doku$me$n ide$ntitas para ahli waris 

de$ngan data yang te$rcantu$m pada akta ke$lahiran, Kartu$ Ke$lu$arga, atau$ bahkan 

data di bank, yang apabila tidak dipe$rbaiki dapat me$nimbu$lkan pote$nsi 

se$ngke$ta di ke$mu$dian hari.
80

 Ke$salahan pe$nu$lisan nama, ke$tidakse$su$aian 

tanggal lahir, atau$pu$n pe$rbe$daan statu$s pe$rkawinan me$njadi pe$rsoalan yang 

ke$rap te$rjadi di lapangan. Hal ini me$ngharu$skan Notaris u$ntu$k me$minta 

pe$rbaikan doku$me$n te$rle$bih dahu$lu$ me$lalu$i instansi te$rkait se$pe$rti Dinas 

Ke$pe$ndu$du$kan dan Pe$ncatatan Sipil (Disdu$kcapil), yang prose$snya me$makan 
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waktu$ tidak se$be$ntar. Kondisi ini te$ntu$ me$nghambat pe$nye$le$saian Akta 

Keterangan Waris (AKW) se$cara ce$pat dan e$fisie$n. Se$lain itu$, ke$te$rgantu$ngan 

Notaris te$rhadap ke$te$patan waktu$ ahli waris dalam me$ngu$mpu$lkan doku$me$n 

se$rta ke$te$litian me$re$ka dalam me$me$riksa data tu$ru$t me$mpe$ngaru$hi ke$lancaran 

prose$s administratif te$rse$bu$t. 

Dari aspe$k yu$ridis, Notaris me$miku$l tanggu$ng jawab be$sar dalam 

me$mastikan bahwa pe$ne$tapan siapa saja yang be$rhak se$bagai ahli waris 

be$nar-be$nar te$lah se$su$ai de$ngan ke$te$ntu$an hu$ku$m yang be$rlaku$.
81

 Dalam 

konte$ks ini, siste$m hu$ku$m waris di Indone$sia yang plu$ralistik me$njadi 

tantangan te$rse$ndiri, kare$na Notaris haru$s me$ne$ntu$kan apakah hu$ku$m waris 

yang digu$nakan adalah hu$ku$m pe$rdata barat (Bu$rge$lijk We$tboe$k), hu$ku$m 

Islam, atau$ hu$ku$m adat, te$rgantu$ng pada statu$s su$bje$k hu$ku$m dari pe$waris 

dan ahli waris. Pe$milihan siste$m hu$ku$m yang salah dapat be$rakibat fatal, baik 

dari se$gi ke$absahan Akta Keterangan Waris (AKW) mau$pu$n dari pote$nsi 

te$rjadinya gu$gatan dari pihak ke$tiga yang me$rasa haknya diabaikan. 

Misalnya, dalam kasu$s di mana ahli waris yang be$ragama Islam me$nghe$ndaki 

pe$mbu$atan Akta Keterangan Waris (AKW) be$rdasarkan hu$ku$m waris 

pe$rdata, padahal se$haru$snya tu$ndu$k pada hu$ku$m waris Islam, dapat 

me$nimbu$lkan konflik hu$ku$m di ke$mu$dian hari. Notaris haru$s ce$rmat 

me$ne$lu$su$ri ke$te$ntu$an hu$ku$m yang te$pat u$ntu$k dite$rapkan, bahkan te$rkadang 

haru$s me$laku$kan klarifikasi se$cara langsu$ng ke$pada ahli waris atau$ pihak 

ke$lu$arga be$sar pe$waris. 
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Namun terkadang be$rkaitan de$ngan ke$haru$san me$nghadirkan minimal 2 

(du$a) orang saksi yang se $cara hu$ku$m ide$alnya me$ru$pakan ke$rabat atau$ pihak 

yang be$nar-be$nar me$nge$nal baik ke$lu$arga pe$waris.
82

 Ke$hadiran saksi yang 

me$mahami latar be$lakang hu$bu$ngan ke$lu$arga pe$waris sangat pe$nting gu$na 

me$mastikan ke$be$naran data yang dicantu $mkan dalam Akta Keterangan Waris 

(AKW), se$rta u$ntu$k me$mpe$rku$at ke$absahan akta te $rse$bu$t di hadapan hu $ku$m. 

Namu$n, dalam praktiknya di lapangan, se $ringkali dite$mu$kan kondisi di mana 

ahli waris me$ngalami ke $su$litan u$ntu$k me$nghadirkan saksi yang me $me$nu$hi 

krite$ria te$rse$bu$t, baik kare$na faktor jarak te$mpat tinggal, ke $te$rbatasan waktu$, 

mau$pu$n alasan ke$tidaktahu$an para ke$rabat me$nge$nai te$knis pe$rsyaratan ini. 

Se$lain itu$, dari sisi yu$ridis ju$ga mu$ncu$l pe$rmasalahan te$rkait 

pe$mbu$ktian statu$s ahli waris, khu$su$snya dalam ke$lu$arga yang me$miliki 

riwayat pe$rkawinan ganda, baik sah mau$pu$n tidak sah, se$rta dalam ke$lu$arga 

yang anak-anaknya lahir dari hu$bu$ngan di lu$ar pe$rkawinan. Notaris haru$s 

be$nar-be$nar me$mve$rifikasi statu$s sah para ahli waris te$rse$bu$t agar tidak 

te$rjadi ke$ke$liru$an dalam me$ncantu$mkan nama-nama dalam Akta Keterangan 

Waris (AKW), se$bab ke$salahan dalam pe$ne$tapan ahli waris dapat me$mbu$ka 

ce$lah te$rjadinya gu$gatan pe$rdata mau$pu$n tu$ntu$tan pidana di masa de$pan. 

Tidak jarang Notaris dihadapkan pada situ$asi di mana se$bagian anggota 

ke$lu$arga tidak be$rse$dia hadir u$ntu$k prose$s pe$nandatanganan Akta Keterangan 

Waris (AKW) kare$na adanya pe$rse$lisihan waris inte$rnal yang be$lu$m 

te$rse$le$saikan. Dalam ke$adaan de$mikian, Notaris ditu$ntu$t u$ntu$k be$rsikap 
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ne$tral dan tidak me$mihak salah satu$ pihak, se$raya te$tap me$njalankan 

ke$wajiban hu$ku$mnya se$cara profe$sional. Ke$gagalan me$njaga ne$tralitas ini 

dapat be$ru$ju$ng pada sanksi e$tik, administratif, bahkan pidana, apabila te$rbu$kti 

Notaris me$malsu$kan ke$te$rangan atau$ me$manipu$lasi data de$mi me$me$nangkan 

ke$pe$ntingan salah satu$ pihak. 

Ke$ndala be$riku$tnya yang tak kalah pe$nting adalah dari se$gi 

sosioku$ltu$ral. Se$bagai masyarakat yang masih ke$ntal de$ngan adat istiadat, 

se$bagian be$sar ke$lu$arga pe$waris di Indone$sia me$miliki pe$mahaman yang 

be$ragam me$nge$nai pe$mbagian waris. Misalnya, dalam bu$daya te$rte$ntu$, anak 

laki-laki le$bih diu$tamakan dalam warisan dibandingkan anak pe$re$mpu$an, 

me$skipu$n se$cara hu$ku$m positif hal te$rse$bu$t tidak diaku$i. Pe$rbe$daan 

pe$mahaman ini ke$rap me$micu$ konflik ke$lu$arga yang be$rke$panjangan 

se$hingga para ahli waris me$nolak u$ntu$k du$du$k be$rsama dan me$nye$pakati 

pe$mbu$atan Akta Keterangan Waris (AKW).
83

 Tidak jarang pu$la ahli waris 

yang tinggal di dae$rah pe$dalaman atau$ yang te$lah lama tinggal di lu$ar ne$ge$ri 

e$nggan te$rlibat dalam prose$s ini, baik kare$na jarak ge$ografis mau$pu$n kare$na 

ke$tidaktahu$an akan pe$ntingnya doku$me$n te$rse$bu$t. Notaris dalam situ$asi ini 

ditu$ntu$t u$ntu$k me$miliki ke$mampu$an pe$rsu$asif yang tinggi gu$na me$yakinkan 

para ahli waris akan pe$ntingnya ke$hadiran me$re$ka de$mi ke$le$ngkapan prose $s 

hu$ku$m pe$mbu$atan Akta Keterangan Waris (AKW). 

Dari sisi sosiokultural pu$la, te$rdapat fe$nome$na di mana se$bagian 

ke$lu$arga me$rasa ke$be$ratan apabila se$lu$ru$h prose$s pe$mbu$atan Akta 
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Keterangan Waris (AKW) dilaku$kan se$cara formal me$lalu$i Notaris kare$na 

me$nganggap hal te$rse$bu$t se$bagai pe$mborosan biaya, te$rle$bih jika nilai 

de$posito be$rjangka yang he$ndak dicairkan tidak te$rlalu$ be$sar. Se$bagian 

masyarakat masih me$milih me$nggu$nakan Surat Keterangan Waris yang 

dibu$at di bawah tangan atau$ me$lalu$i ke$pala de$sa atau$ lu$rah se$te$mpat, 

me$skipu$n se$cara pe$rbankan BRI (Pe$rse$ro) Tbk me$nsyaratkan Akta 

Keterangan Waris (AKW) yang dibu$at ole$h Notaris se$bagai be$ntu$k jaminan 

hu$ku$m. Ke$tidaktahu$an masyarakat me$nge$nai ke$te$ntu$an te$rse$bu$t 

me$nye$babkan adanya re$siste$nsi dan pe$nolakan te$rhadap pe$ran Notaris, yang 

te$ntu$ saja me$nghambat tu$gas Notaris dalam me$njalankan ke$wajiban 

hu$ku$mnya. 

Dari ke$ndala-ke$ndala yang Notaris hadapi, te$ntu$nya dipe$rlu$kan 

se$rangkaian solu$si yang kompre$he$nsif, siste$matis, se$rta me$libatkan sine$rgi 

antara Notaris, para ahli waris, dan pihak-pihak te$rkait, te$rmasu$k le$mbaga 

pe$rbankan dan instansi pe$me$rintah. Dari aspe$k administratif, solu$si u$tama 

yang dapat diimple$me$ntasikan adalah pe$ningkatan komu$nikasi dan e$du$kasi 

ke$pada para ahli waris se$jak awal prose$s pe$rmohonan pe$mbu$atan Akta 

Keterangan Waris (AKW).
84

  Notaris pe$rlu$ me$nje$laskan se$cara rinci daftar 

ke$le$ngkapan doku$me$n yang haru$s disiapkan ole$h para ahli waris, be$riku$t 

konse$ku$e$nsi dari ke$tidakle$ngkapan doku$me$n te$rse$bu$t, baik be$ru$pa pe$nu$ndaan 

prose$s mau$pu$n pote$nsi pe$nolakan pe$rmohonan pe$ncairan dana di bank. U $ntu$k 

me$mpe$rce$pat prose$s ve$rifikasi data, Notaris dapat me$manfaatkan layanan 
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siste$m informasi ke$pe$ndu$du$kan (SIAK) yang te$rinte$grasi de$ngan Dinas 

Ke$pe$ndu$du$kan dan Pe$ncatatan Sipil (Disdu$kcapil) gu$na me$me$riksa 

ke$absahan doku$me$n ide$ntitas para ahli waris, se$hingga me$minimalisasi 

ke$salahan administratif akibat pe$rbe$daan data. Se$lain itu$, pe$nyu$su$nan 

te$mplate$ form isian data diri dan daftar doku$me$n pe$rsyaratan yang 

te$rstandardisasi di kantor Notaris ju$ga dapat me$njadi solu$si e$fe$ktif u$ntu $k 

me$mastikan bahwa se$tiap pe$mohon me$mahami dan me$le$ngkapi pe$rsyaratan 

se$be$lu$m prose$s pe$mbu$atan Akta Keterangan Waris (AKW) dimu$lai. 

Dari aspe$k yu$ridis, Notaris haru$s se$nantiasa me$laku$kan pe$ne$laahan 

hu$ku$m se$cara me$nye$lu$ru$h te$rkait siste$m hu$ku$m waris yang be$rlaku$ te$rhadap 

pe$waris dan para ahli warisnya. Solu$si yang dapat diambil adalah de$ngan 

me$laku$kan wawancara me$ndalam ke$pada para ahli waris u$ntu$k me$nggali latar 

be$lakang hu$ku$m agama, adat, se$rta riwayat ke$lu$arga pe$waris agar pe$ne$ntu$an 

dasar hu$ku$m waris yang digu$nakan me$njadi te$pat.
85

 Dalam hal te$rdapat 

pote$nsi tu$mpang tindih antara hu$ku$m adat, hu$ku$m Islam, dan hu$ku$m pe$rdata 

barat, Notaris haru$s dapat me$mbe$rikan pe$nje$lasan obje$ktif me$nge$nai hak dan 

ke$wajiban para ahli waris be$rdasarkan ke$te$ntu$an hu$ku$m positif yang be$rlaku$, 

se$rta me$nganju$rkan pe$nye$le$saian me$lalu$i mu$syawarah mu$fakat u$ntu $k 

me$nghindari konflik be$rke$panjangan. Notaris ju$ga dapat me$nganju$rkan para 

ahli waris u$ntu$k me$ngaju$kan pe$rmohonan pe$ne$tapan ahli waris ke$ Pe$ngadilan 

Agama atau$ Pe$ngadilan Ne$ge$ri apabila te$rdapat indikasi ku$at bahwa se$ngke$ta 

waris akan su$lit dise$le$saikan se$cara ke$ke$lu$argaan. De$ngan de$mikian, 
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ke$be$radaan pu$tu$san pe$ngadilan te$rse$bu$t dapat me$mpe$rku$at dasar hu$ku$m Akta 

Keterangan Waris (AKW) yang dibu$at Notaris, se$kaligu$s me$nce$gah 

mu$ncu$lnya gugatan dari pihak ke$tiga di ke$mu$dian hari. 

Solu$si lain dari aspe$k yu$ridis adalah pe$ne$rapan prinsip ke$hati-hatian 

(pru$de$ntial principle$) se$cara ke$tat ole$h Notaris, te$rmasu$k tidak me$mbu$at 

Akta Keterangan Waris (AKW) apabila syarat formal dan mate$riil be$lu$m 

te$rpe$nu$hi se$pe$nu$hnya. Notaris ju$ga dapat be$rkoordinasi de$ngan pihak bank, 

dalam hal ini BRI Cabang Tambu$n Kabu$pate$n Be$kasi, u$ntu$k me$mastikan 

bahwa format, su$bstansi, se$rta ke$te$ntu$an yang dicantu$mkan dalam Akta 

Keterangan Waris (AKW) te$lah se$su$ai de$ngan ke$bu$tu$han administrasi 

pe$rbankan, se$hingga me$nghindari pe$nolakan doku$me$n ole$h pihak bank. Di 

samping itu$, Notaris pe$rlu$ me$mastikan bahwa se$tiap ahli waris yang 

dise$bu$tkan dalam Akta Keterangan Waris (AKW) me$nyatakan 

pe$rse$tu$ju$annya se$cara te$rtu$lis atas pe$nu$nju$kan ahli waris, gu$na me$nghindari 

klaim se$pihak atau$ pe$nyangkalan di masa de$pan. Notaris ju$ga dapat 

me$re$kome$ndasikan ke$pada para ahli waris u$ntu$k me$mbu$at pe$rjanjian 

pe$mbagian waris (akte$ van ve$rde$ling) yang me$ngatu$r te$knis pe$mbagian harta 

warisan se$cara rinci, apabila dipe$rlu$kan. 

Dari se$gi sosioku$ltu$ral, solu$si u$tama yang dapat dite$mpu$h adalah 

pe$ningkatan ke$mampu$an soft skills dari Notaris, khu$su$snya dalam hal 

komu$nikasi inte$rpe$rsonal, ne$gosiasi, dan me$diasi antar ahli waris. Notaris 

he$ndaknya mampu$ be$rsikap pe$rsu$asif u$ntu$k me$ndorong para ahli waris yang 

tinggal jau$h, baik di lu$ar dae$rah mau$pu$n lu$ar ne$ge$ri, agar be$rse$dia te$rlibat 
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dalam prose$s pe$mbu$atan Akta Keterangan Waris (AKW) me$lalu$i me$kanisme $ 

pe$mbe$rian ku$asa, komu$nikasi daring (online$), atau$ layanan vide$o confe$re$nce$, 

yang sah di mata hu$ku$m.
86

 Se$lain itu$, e$du$kasi hu$ku$m se$cara se$de$rhana namu$n 

je$las me$nge$nai pe$ntingnya Akta Keterangan Waris (AKW) notariil, 

dibandingkan su$rat ke$te$rangan waris di bawah tangan, pe$rlu$ disampaikan 

ke$pada ahli waris agar me$re$ka me$mahami bahwa pe$mbu$atan Akta 

Keterangan Waris (AKW) di hadapan Notaris me$mbe$rikan ke$pastian hu$ku$m 

yang le$bih ku$at, se$rta me$nghindarkan se$ngke$ta di ke$mu$dian hari. Dalam 

me$nghadapi ke$tidakse$taraan pe$mahaman waris yang dipe$ngaru$hi ole$h adat 

istiadat se$te$mpat, Notaris dapat me$nje$mbatani pe$rbe$daan pe$rse$psi te$rse$bu $t 

de$ngan me$nge$de$pankan asas ke$adilan dan ke$patu$han te$rhadap hu$ku$m positif 

yang be$rlaku$, se$raya te$tap me$nghargai nilai-nilai bu$daya lokal me$lalu$i 

pe$nde$katan yang santu$n dan komu$nikatif. 

U $ntu$k me$ngatasi re$siste$nsi se$bagian masyarakat te$rhadap biaya jasa 

Notaris, dapat pu$la diu$payakan ke$bijakan biaya layanan yang fle$ksibe$l, 

misalnya de$ngan me$mbe$rikan ke$ringanan tarif bagi ahli waris golongan 

e$konomi le$mah, atau$ me$lalu$i ske$ma pe$mbayaran be$rtahap. Di sisi lain, pihak 

pe$me$rintah dan organisasi profe$si Notaris se$pe$rti Ikatan Notaris Indone$sia 

(INI) dapat me$nginisiasi program pe$nyu$lu$han hu$ku$m se$cara be$rkala ke$pada 

masyarakat, khu$su$snya di wilayah yang masih banyak me$nggu$nakan Surat 

Keterangan Waris di bawah tangan, gu$na me$ningkatkan lite$rasi hu$ku$m waris 

dan me$ndorong pe$mbu$atan Akta Keterangan Waris (AKW) se$cara re$smi di 
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hadapan Notaris. Pe$nyu$lu$han ini dapat dilaku$kan me$lalu$i ke$rja sama de$ngan 

le$mbaga pe$rbankan, pe$me$rintah dae$rah, mau$pu$n tokoh masyarakat se$te$mpat. 

Se$dangkan te$rkait de$ngan ke$su$litan me$nghadirkan minimal 2 (du$a) orang 

saksi yang se$laku$ ke$rabat de$kat ke$lu$arga, tidak jarang Notaris me$mu$tu$skan 

u$ntu$k me$nggu$nakan staf kantor Notaris se$bagai saksi pe$ngganti, tidak hanya 

dalam pe$mbu$atan Akta Keterangan Waris (AKW), te$tapi ju$ga dalam 

pe$mbu$atan akta-akta lainnya. 

Praktik ini me$mang se$cara hu$ku$m masih dapat dibe$narkan dalam batas-

batas te$rte$ntu$, se$lama saksi te$rse$bu$t me$me$nu$hi syarat su$bje$ktif dan obje$ktif 

se$bagaimana diatu$r dalam U$ndang-U$ndang Jabatan Notaris (U $U$JN), namu$n 

te$tap me$ngandu$ng pote$nsi ke$le$mahan dari se$gi validitas pe$mbu$ktian mate$ril, 

khu$su$snya apabila di ke$mu$dian hari timbu$l se$ngke$ta dari pihak-pihak te$rkait. 

Pe$nggu$naan saksi inte$rnal ini be$risiko me$nimbu$lkan ke$ragu$an te$rhadap 

inde$pe$nde$nsi dan obje$ktivitas ke$te$rangan saksi kare$na adanya hu$bu$ngan ke$rja 

de$ngan Notaris yang be$rsangku$tan. Ole$h se$bab itu$, pe$nting bagi Notaris 

u$ntu$k me$ndorong para ahli waris agar me$nghadirkan saksi-saksi yang se$su$ai 

ke$te$ntu$an ide$al, atau$ se$tidaknya pihak ke$tiga yang inde$pe$nde$n, gu$na me$njaga 

inte$gritas se$rta ke$ku$atan pe$mbu$ktian dari Akta Keterangan Waris (AKW) 

yang dibu$at. Se$lain itu$, organisasi profe$si Notaris dan re$gu$lator di bidang 

ke$notariatan pe$rlu$ me$mbe$rikan pe$doman atau$ ke$te$ntu$an te$knis yang le$bih 

rinci me$nge$nai tata cara dan krite$ria pe$nu$nju$kan saksi dalam pe$mbu$atan akta 

notariil, gu$na me$nghindari praktik-praktik yang be$rpote$nsi me$le$mahkan nilai 

hu$ku$m dari akta te$rse$bu$t di ke$mu$dian hari. 
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Pada hakikatnya, Notaris se$bagai pe$jabat u$mu$m me$miliki fu$ngsi u$ntu$k 

me$ngkonstantir, me$re$late$r, atau$ me$re$kam se$cara te$rtu$lis dan ote$ntik se$gala 

pe$rbu$atan hu$ku$m yang dilaku$kan ole$h para pihak yang be$rke$pe$ntingan. 

Dalam pe$laksanaan tu$gas te$rse$bu$t, Notaris tidak tu$ru$t se$rta se$bagai su$bje$k 

dalam pe$rbu$atan hu$ku$m yang te$rjadi, me$lainkan be$rtindak se$bagai pihak 

ne$tral di lu$ar ke$pe$ntingan para pihak. De$ngan de$mikian, inisiatif u$ntu$k 

me$mbu$at su$atu$ akta Notaris atau$ akta ote$ntik se$pe$nu$hnya be$rasal dari 

ke$he$ndak para pihak yang be$rke$pe$ntingan, bu$kan dari Notaris itu$ se$ndiri. 

Ole$h kare$na itu$, ke$be$radaan akta Notaris atau$ akta ote$ntik tidak se$rta-me$rta 

me$njamin ke$be$naran mate$riil atas apa yang dinyatakan para pihak, me$lainkan 

hanya me$njamin bahwa para pihak te$rse$bu$t be$nar te$lah me$nyatakan hal-hal 

se$bagaimana te$rmu$at dalam akta te$rse$bu$t (be$nar be$rkata), te$rle$pas dari 

apakah su$bstansi pe$rnyataan te$rse$bu$t se$su$ai de$ngan ke$nyataan yang 

se$be$narnya (be$rkata be$nar). 

Dalam konte$ks pe$mbu$atan Akta Keterangan Waris (AKW), ke$be$naran 

atas se$gala ke$te$rangan atau$ pe$rnyataan yang disampaikan ole$h ahli waris di 

hadapan Notaris, se$bagaimana ke$mu$dian dimu$at dalam akta, bu$kan 

me$ru$pakan tanggu$ng jawab Notaris se$cara mate$riil.
87

 Notaris hanya 

be$rtanggu$ng jawab u$ntu$k me$nu$angkan se$cara be$nar se$gala hal yang 

dinyatakan ole$h para pihak ke$ dalam be$ntu$k akta ote$ntik. Apakah pe$rnyataan 

te$rse$bu$t me$mu$at ke$be$naran yang se$su$nggu$hnya atau$ ju$stru$ me$ngandu$ng 

ke$tidakbe$naran, ke$palsu$an, atau$ ke$bohongan, hal itu$ me$njadi tanggu$ng jawab 
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pe$nu$h para pihak, dalam hal ini para ahli waris, bu$kan tanggu$ng jawab 

Notaris. De$ngan de$mikian, me$skipu$n isi atau$ su$bstansi ke$te$rangan yang 

te$rmu$at dalam Akta Keterangan Waris (AKW) te$rnyata me$ngandu$ng u$nsu$r 

ke$tidakbe$naran atau$ ke$te$rangan palsu$, hal te$rse$bu$t tidak me$njadikan akta atau $ 

Akta Keterangan Waris (AKW) te$rse$bu$t se$cara hu$ku$m me$njadi akta yang 

tidak sah atau$ palsu$, kare$na se$cara formal akta te$rse$bu$t te$tap me$ru$pakan akta 

ote$ntik yang dibu$at se$su$ai prose$du$r hu$ku$m yang be$rlaku$. Kare$na yang dapat 

dinilai ke$liru$, tidak sah, atau$ me$ngandu$ng ke$bohongan adalah ke$te$rangan 

para pihak yang te$rcantu$m dalam akta te$rse$bu$t, bu$kan akta atau$ Akta 

Keterangan Waris (AKW) itu$ se$ndiri.  
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BAB IV 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Dari u$raian di atas dapat diambil ke$simpu$lan se$bagai be$riku$t : 

1. Tanggu$ng jawab Notaris dalam pe$mbu$atan Akta Keterangan Waris 

(AKW) gu$na pe$ncairan dana de$posito be$rjangka pada Bank Rakyat 

Indone$sia me$me$gang tanggu$ng jawab pe$nting baik se$cara pe$rdata, pidana, 

mau$pu$n administratif. Se$cara pe$rdata, Notaris dapat dimintai 

pe$rtanggu$ngjawaban apabila te$rjadi ke$ru$gian bagi pihak lain akibat 

ke$lalaiannya, se$dangkan se$cara pidana Notaris dapat dike$nakan sanksi 

apabila te$rbu$kti me$laku$kan pe$rbu$atan me$langgar hu$ku$m se$pe$rti pe$malsu$an 

su$rat atau$ pe$nye $rtaan ke$te$rangan palsu$ dalam akta ote$ntik. Se$lain itu$, 

Notaris ju$ga me$miku$l tanggu$ng jawab administratif se$bagaimana diatu $r 

dalam U$ndang-U$ndang Jabatan Notaris, te$rmasu$k ke$wajiban me$njaga 

protokol Notaris, pe$nyimpanan akta, se$rta me$njaga ke$rahasiaan data dan 

ke$te$rangan para pihak. Ke$wajiban me$njaga ke$rahasiaan ini me$njadi sangat 

pe$nting dalam prose$s pe$mbu$atan Akta Keterangan Waris (AKW) u$ntu $k 

ke$pe$rlu$an pe$ncairan dana de$posito be$rjangka di bank, agar data para ahli 

waris tidak disalahgu$nakan dan te$tap te$rjaga ke$rahasiaannya. De$ngan 

de$mikian, tanggu$ng jawab Notaris dalam pe$mbu$atan Akta Keterangan 

Waris (AKW) tidak hanya te$rbatas pada aspe$k formil se$mata, me$lainkan 

ju$ga me$lipu$ti pe$rlindu$ngan te$rhadap hak dan ke$pe$ntingan para pihak yang 

dilayani. 
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2. Ke$ndala yang dihadapi Notaris dalam pe$mbu$atan Akta Keterangan Waris 

(SKAW) gu$na pe$ncairan dana de$posito be$rjangka pada Bank Rakyat 

Indone$sia yaitu$ : 

a. Dalam aspe$k administratif, yakni te$rkait ke$tidakle$ngkapan atau $ 

ke$tidakse$su$aian doku$me$n para ahli waris. 

b. Dalam aspe$k yu$ridis, yakni Notaris haru$s me$mastikan ke$absahan statu $s 

ahli waris se$su$ai ke$te$ntu$an hu$ku$m yang be$rlaku$. 

c. Dalam aspe$k sosioku$ltu$ral, yakni pe$rbe$daan pe$mahaman waris di 

te$ngah masyarakat yang masih dipe$ngaru$hi adat istiadat lokal. 

         Dari ke$ndala-ke$ndala te$rse$bu$t, Notaris te$ntu$nya me$mpu$nyai solu$si 

u$ntu$k me$ngatasinya, yakni : 

a. Dalam aspe$k administratif, pe$ningkatan komu$nikasi dan e$du$kasi ke$pada 

para ahli waris se$jak awal prose$s pe$rmohonan pe$mbu$atan Akta 

Keterangan Waris (AKW). 

b. Dalam aspe$k yu$ridis, me$laku$kan wawancara me$ndalam ke$pada para 

ahli waris u$ntu$k me$nggali latar be$lakang hu$ku$m agama, adat, se$rta 

riwayat ke$lu$arga pe$waris agar pe$ne$ntu$an dasar hu$ku$m waris yang 

digu$nakan me$njadi te$pat. 

c. Dalam aspe$k sosioku$ltu$ral, Notaris pe$rlu$ pe$ningkatan ke$mampu$an soft 

skills, khu$su$snya dalam hal komu$nikasi inte$rpe$rsonal, ne$gosiasi, dan 

me$diasi antar ahli waris. 
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B. Saran 

 Adapu$n saran yang dapat dibe$rikan yakni : 

1. Bagi Notaris, se$baiknya u$ntu$k se$lalu$ te$liti dalam me$me$riksa ke$le$ngkapan 

dan ke$absahan doku$me$n se$rta me$ningkatkan ke$mampu$an komu$nikasi agar 

dapat me$nje$mbatani pe$rbe$daan pe$mahaman antar ahli waris. 

2. Bagi le$mbaga pe$rbankan se$pe$rti Bank Rakyat Indone$sia, se$baiknya 

me$mbe$rikan pandu$an doku$me$n Akta Keterangan Waris (AKW) yang je$las 

se$rta me$mpe$rku$at koordinasi de$ngan Notaris u$ntu$k me$mpe$rlancar prose $s 

pe$ncairan dana de$posito be$rjangka. 

3. Bagi masyarakat, se$baiknya le$bih sadar hu$ku$m de$ngan me$nyiapkan 

doku$me$n se$cara le$ngkap dan ju$ju$r, se$rta me$mahami pe$ntingnya 

pe$mbu$atan Akta Keterangan Waris (AKW) me$lalu$i Notaris de$mi ke$pastian 

dan pe$rlindu$ngan hu$ku$m. 
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